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BAB 1 

KONSEP DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN 

PUBLIK 

 
Baharuddin, S. Sos., S. Pd. I., M. Si 

Universitas Muhammadiyah Sinjai 
baharuddin110985@gmail.com 

 

A. Konsep Kebijakan Publik  

 Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh 

pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta berlangsung secara 

terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materiil 

maupun spiritual Pembangunan perlu dikendalikan melalui 

suatu kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan tindakan 

dan bahkan memuat larangan-larangan tertentu untuk 

menjamin proses pembangunan dapat terarah sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Terbitnya kebijakan publik 

dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di 

masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak 

mailto:baharuddin110985@gmail.com
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(stakeholders), terutama pemerintah yang diorientasikan pada 

pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna 

dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan 

yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran 

sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. 

Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat 

diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari 

dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan 

suatu kebijakan Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah 

pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan 

kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau 

mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. 

Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana 

yang dilkukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 

norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

tertentu.(Ibnu Afandi & Warijo, 2015) 

 Kebijakan publik di Indonesia adalah serangkaian keputusan 

dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga 

pemerintahan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan 

tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Konsep 

kebijakan publik di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip dasar 

negara, termasuk Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 
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sebagai konstitusi negara, dan pembagian kekuasaan antara 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Beberapa konsep penting dalam 

kebijakan publik di Indonesia antara lain: 

1. Demokrasi: Indonesia adalah negara demokrasi yang 

mengutamakan partisipasi aktif  masyarakat dalam proses 

pembuatan kebijakan publik. Pemilihan umum dilakukan 

secara berkala untuk memilih wakil rakyat dan kepala 

pemerintahan yang akan mengambil keputusan-keputusan 

penting bagi kepentingan publik. 

2. Transparansi dan Akuntabilitas: Kebijakan publik di Indonesia 

diharapkan harus transparan dan akuntabel agar dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Informasi mengenai 

kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program harus dapat 

diakses oleh publik untuk menghindari praktik korupsi dan 

penyalahgunaan wewenang. 

3. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat sangat dihargai 

dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah berusaha 

untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi 

masyarakat sipil, dalam proses perumusan dan evaluasi 

kebijakan publik. 

4. Pembangunan Berkelanjutan: Kebijakan publik di Indonesia 

harus mencerminkan komitmen terhadap pembangunan 

berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan 
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lingkungan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan 

keberlanjutan lingkungan. 

5. Pemerataan dan Keadilan Sosial: Kebijakan publik di Indonesia 

harus mendorong pemerataan dan keadilan sosial, sehingga 

semua warga negara dapat merasakan manfaat dari 

pembangunan dan kemajuan negara. 

6. Otonomi Daerah: Indonesia menerapkan sistem otonomi 

daerah, di mana daerah-daerah memiliki kewenangan dalam 

mengatur urusan pemerintahan setempat sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. 

7. Pengutamaan Pelayanan Publik: Kebijakan publik harus 

mengutamakan pelayanan publik yang berkualitas dan 

responsif  terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup 

layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan berbagai 

sektor publik lainnya. 

 Kebijakan publik di Indonesia sering kali dihasilkan melalui 

proses pengambilan keputusan yang kompleks melibatkan berbagai 

pihak dan pemangku kepentingan. Selain itu, konsep-konsep 

tersebut di atas selalu dapat berkembang seiring dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus 

berubah. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk 
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bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para 

pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah 

yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor 

penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.  

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), 

yakni: 

1. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event 

yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan 

merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang 

dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di 

masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika 

kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa 

yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. 

2. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, 

baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang 

berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan 

bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang 

tidak rasional atas usaha bersama tersebut. 

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai 

usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai 

upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana 

tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan 
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umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya 

menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak 

dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Kebijakan 

bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang 

memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan 

tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para 

pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu 

permasalahan tertentu (Haerul et al., 2016). Proses kebijakan 

dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, 

proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan 

atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud 

perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu 

dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik 

yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok 

penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan.  

Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan 

secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai 

kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) 

memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil 

rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, 

kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan 

oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat. 

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2010) 
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menyatakan bahwa: 

1. kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang 

berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai 

perilaku/ tindakan yangdilakukan secara acak dan 

kebetulan; 

2. kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-

tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu 

yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang 

dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan 

keputusan yang berdiri sendiri; 

3. kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang 

sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah 

dalam bidang tertentu; 

4. kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti 

merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus 

dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau 

bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat 

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. 

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat 

didefinsikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan 

terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para 

pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang 
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mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas 

kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan 

dan pengawasan kebijakan. Perlu ditekankan bahwa sifat 

kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan 

perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, 

dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan 

yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan 

masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-

peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan 

publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh 

anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik 

tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus 

ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang. 

Peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan 

publik merupakan komoditas politik yang menyangkut 

kepentingan publik. Namun demikian, berbagai dinamika yang 

terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik 

pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan 

publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat 

fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan 

perkembangan dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu 

kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian 

masyarakat. Pembahasan kebijakan publik tidak bisa lepas dari 
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usaha untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. 

Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan 

setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan.  

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari 

proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga 

pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok 

pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari 

pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul 

sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. 

Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan 

dampak yang diharapkan (intended) atau dampak yang tidak 

diharapkan (spillover negative effect). 

Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa 

yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan 

(pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann & 

Wegrich (2007) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan 

akan mencakup unsur inti sebagai berikut: 

1. Spesifikasi rinian program, yakni bagaimana dan di 

mana lembaga atau organisasi harus menjalankan 

program, dan bagaimana hukum atau program 
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ditafsirkan; 

2. Alokasi sumberdaya, yakni bagaimana anggaran 

didistribusikan, personil yang akan melaksanakan 

program dan organisasi yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan program. 

3. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan. 

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut 

perilaku badan-badan administratif/ pemerintahan yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan 

juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, 

ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak 

langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang 

terlibat (stakeholders). Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu 

kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu 

dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan 

dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil 

pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat 

mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak 

kebijakan. Merujuk pada pernyataan-pernyataan di atas, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan 

tahapan aktivitas/ kegiatan/ program dalam melaksanakan 



 11  
 

keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat, 

kelompok pemerintah, masyarakat, dan/ atau swasta dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu 

kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). 

Batasan kebijakan publik yang dikenal luas, yakni 

dikemukakan Thomas R. Dye (1981), adalah apapun yang menjadi 

pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan 

(whatever governments choose to do or not to do). Hal ini bermakna apapun 

tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit 

merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa 

kebijakan dilaksanakan badan/ instansi pemerintah, dan kebijakan 

mengandung alternatif  pilihan untuk melakukan atau tidak 

melakukan. Peters, B. Guy, (2015) mengemukakan batasan makna 

kebijakan publik merupakan the sum of  government activities, wheter 

acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of  citizens. 

Peterson, Steven A. (2003) mendefinisikan kebijakan publik adalah 

government action to address some problem. Selanjutnya Lasswell 

(1951) mengemukakan ruang lingkup kebijakan publik meliputi: 

metode penelitian proses kebijakan; hasil dari studi kebijakan; serta 

temuan dari hasil penelitian yang berkontribusi penting guna 

memenuhi kebutuhan intelegensi saat ini. Karena itulah, menurut 

Lasswell bahwa ilmu kebijakan harus kontekstual, multimetode, 
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serta problem oriented. Sebagaimana dikemukakan Michael E. 

Porter (1998) bahwa keunggulan kompetitif  dari suatu Negara 

ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam mewujudkan 

lingkungan yang mampu menumbuhkan daya saing terhadap apara 

aktor di dalamnya, utamanya aktor ekonomi. Di era persaingan 

global diperlukan lingkungan yang memungkinkan setiap aktor 

untuk mampu mengembangkan diri, dan lingkungan tersebut hanya 

dapat diciptakan oleh kebijakan publik (Subianto, 2020). 

B. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan dan 

Dimensi Kebijakan Publik 

Pelaksanaan kebijakan merupakan sebuah proses yang 

bertahap yang dilakukan seteah kebijakan dilahirkan dan sebelum 

diketahui dampak yang dihasilkan. Pelakasanaan kebijakan publik 

dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Aspek tersebut adalah : 

1. Struktur Birokrasi/ kewenangan 

Kewenanangan diartikan sebagai otoritas maupun legitimasi 

bagi pihak yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara 

politik. Kewenangan ini berhubungan dengan posisi individu 

maupun lembaga dalam proses pelaksanaan kebijakan 

(Suryono, 2014). Kewenangan ini dituangkan dalam 

fragmentasi organisasi maupu prosedur kerja seperti SOP. 
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2. Komunikasi 

Komunikasi merupakan bentuk kegiatan yang dapat 

membuat individu untuk menginterprestasikan gagasan dan ide 

melalui sebuah sistem yang dapat berupa signal, simbol, lisan 

maupun prilaku. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap 

pelaksanaan kebijakan publik (Ruhimat, 2010; Subekti et al, 

2017; Syani et al, 2018). Komunikasi dapat memberikan 

dampak yang baik dan buruk tehadap pelaksanaan kebijakan. 

Apabila sebuah informasi disampaikan secara jelas kepada 

masyarakat maka akan mengurangi resiko resistensi didalam 

masyarakat dan justru sebaliknya apabila informasi yang 

disampaiakan tidak jelas maka memungkinkan terjadinya 

gejolak dalam kelompok masyarakat tersebut. 

3. Sumber daya 

Sumber daya sangat diperlukan dalam menunjang 

pelaksanaan kebijakan seperti manusia, materi dan metode 

pelaksanaan (Kartini, 2017; Fahri, 2017). Proses pelaksanaan 

kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan terarah, apabila 

dalam pelaksanaan kebijakan kekurangan sumber daya maka 

kegiatan tersebut tidaka akan terlaksana secara maksimal. 

4. Disposisi atau sikap dari pelaksana 

Disposisi merupakan watak atau tabiat dari pelaksana 

kebijakan. Watak tersebut dapat berupa kejuruan, displin, 
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kecerdasan dan komitmen. Apabila pelaksanaa kebijakan 

memiliki disposisi yang baik maka proses pelaksanaan 

kebijakan akan cendrung optimal dan apabila pelaksana 

kebijakan memiliki disposisi yang tidak baik maka pelaksaaan 

kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.  

Dari penjabaran tersebut dapat diartikan bahwa terdapat 4 

aspek yang mepengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu kewenangan, 

komunikasi, sumber daya dan disposisi yang antar komponen saling 

berkaitan dan mempengaruhi. Selanjutnya dalam proses 

pelaksanaan kebijakan terdapat dimensi kebijakan publik yang harus 

diketahui(Desrinelti et al., 2021). 

Konsep pelaksanaan kebijakan di Indonesia berlandaskan 

good governance. Untuk mencapai good governance tersebut perlu 

diketahui dimensi pencapaian yaitu : 

1. Konsistensi. Sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila 

pelaksanaanya dilakukan secara konsisten yang sesuai dengan 

norma dan prosedur yang berlaku;  

2. Transparansi. Transparansi ada jika terdapat kebebasan akses yang 

dapat dilakukan oleh publik atau kelompok yang memiliki 

kepentingan . Transparansi informasi harus bersifat terbuka, 

mudah diakses, mudah dimengerti, dan tersedia secara memadai;  
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3. Akuntabilitas. Pelaksanaan sebuah kebijakan harus dapat di 

pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;  

4. Keadilan. Keadilan dalam pelaksanaan kebijakan publik dapat 

berupa tidak membedakan pelayanan terhadap golongan tertentu 

(tidak besikap deskriminatif);  

5. Partisipatif. Partisipatif  artinya bawah masyarakat berperan dalam 

keterlibatanya pada pelaksanaan kebijakan. Selain sebagai 

penopang pelaksanaan kebijakan, masyarakat juga berperan 

sebagai sarana untuk evaluasi dan pengontrolan terhadap 

wawenang pelaksana kebijakan;  

6. Efektivitas. Efektivitas berhubungan dengan ketercapaian hasil 

kebijakan berdasarkan tindakan dan aspek rasionalitas tindakan 

yang berhubungan dengan layanan atau produk. Sebuah pelaksana 

kebijakan dikatakan efektif  apabila tercapainya sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan;  

7. Efisiensi. Efisiensi berhubungaan dengan kuantitas pemaksimalan 

sumber daya seperti pencapaian tujuan, pengunaan manusia, biaya, 

waktu dan peralatan lainnya. Efisiensi akan berdampak kepada 

efektivitas pelaksanaan kebijakan(Hardiyansyah, 2018). 

Dimensi-dimensi inilah yang harus diperhatikan dalam proses 

pelaksanaan kebijakan agar kebijakan yang ditetapkan dapat mencapai 

tujuan. 
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C. Perumusan Kebijakan Publik dan Ruang Lingkup 

Kebijakan Publik  

Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal 

dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan.  Oleh 

karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat 

menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik  yang  dibuat 

itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa 

perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan 

yang berorientasi pada implemantasi dan evaluasi, sebab 

sering kali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa 

perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah 

konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan 

normatif, namun tidak membumi ( Putra, 2001). 

Dalam tataran konseptual perumusan kebijakan  tidak 

hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin 

yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (publik 

opinion) dan suara publik (publik voice), seperti dijelaskan 

oleh Parson (1997). Hal ini disebabkan oleh proses 

pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai 

(value free) sehingga berbagai kepentingan akan selalu 

mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Mengikuti 

pendapat Anderson, Bintoro Tjokroamidjojo (1976), Bapak 

Administrasi Pembangunan Indonesia, menge- mukakan 
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bahwa “Policy Fomulation sama dengan  Policy Making, dan ini 

berbeda dengan decision making (pengambilan keputusan)”. 

Policy making memiliki konteks pengertian yang lebih luas dari 

decision making. Sedangkan William R. Dhall (1972) 

mendefinisikan decision making sebagai pemilihan atas pelbagai 

macam alternatif. Sementara Nigro dan Nigro (1980) 

mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan mutlak yang 

dapat dibuat antara pengambilan keputusan decision making 

dengan pembuatan kebijakan (policy making), karena itu, setiap 

pem- buatan kebijakan adalah suatu pembuatan keputusan. 

Akan tetapi, pengambilan kebijakan membentuk rangkaian-

rang- kaian tindakan yang mengarah ke banyak macam 

keputusan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

yang telah dipilih. Selanjutnya, Tjokroamidjojo (1976) 

menegaskan bahwa “apabila pemilihan alternatif  itu sekali 

dilakukan dan selesai, maka maka kegiatan tersebut disebut 

pengambilan keputusan; 

sebaliknya bila pemilihan alternatif  itu terus-menerus dila- 

kukan dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut 

dinamakan perumusan kebijakan. 

Dengan demikian, pengertian perumusan kebijakan 

me- nyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah 
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langkah- langkah. Ripley (1985) menjelaskan beberapa 

langkah dalam kebijakan publik, yaitu: 

1. Agenda setting 

2. Formulation dan legitimination 

3. Program Implementations 

4. Evaluation of  implementation, performance, and impacts 

5. Decisions about the future of  the policy and program 

Dengan demikian, berdasarkan pendapat Ripley tersebut, 

ruang-lingkup Formulasi Kebijakan Publik lebih menekankan 

pada tahapan: Agenda Setting, Agenda Pemerintah, 

Formulasi dan legitimasi, serta pengambilan dan 

pengumuman kebijakan untuk mencapai sasaran seperti apa 

yang telah dijelaskan di atas. Beberapa pakar menjelaskan 

bahwa proses perumusan kebijakan publik selalu dan harus 

memperhatikan beberapa karakteristik penting agar dapat 

mencapai sasaran kebijakan yang dituangkan dalam tahapan 

implementasi kebijakan. Misalnya,   dijelaskan   oleh   O‟Jones   

(1996)   bahwa   ada   empat varian kelompok kepentingan bila 

dilihat atas interest dan akses serta kebutuhan masyarakat pada 

perumusan kebijakan publik, yaitu (a) kelompok kepentingan 

yang terorganisasi dengan baik dengan akses yang mapan, (b) 

kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik tanpa 
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akses yang mapan, (c) kelompok kepentingan yang tidak 

terorganisasi dengan baik tetapi memiliki akses yang mapan, 

dan (d) kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi 

sekaligus juga tidak memiliki akses yang mapan (Muadi, 

2016) 
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A. Pendahuluan 

 
         Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau aturan yang 

dibuat dan dijalankan oleh suatu entitas, seperti pemerintah, 

organisasi, perusahaan, atau lembaga, untuk mencapai tujuan 

tertentu atau mengatasi masalah tertentu.  Menurut Anderson 

(2003) sebagaimana dikutip Islamy (2003) mengungkapkan bahwa 

kebijakan adalah “ a purposivecourse of  action followed by an 

actor or set of  actors in dealing with aproblem or matter of  

concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu 

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok 

pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Adapun 

Friedrich (1969) dalam Agustino (2006), kebijakan adalah 

serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama 

dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-

mailto:aprihsantoso@usm.ac.id
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kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna 

dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang diamaksud.. 

          Kebijakan biasanya ditetapkan berdasarkan pertimbangan 

dan analisis mendalam terhadap situasi atau isu yang dihadapi. 

Kebijakan dapat mencakup berbagai bidang, seperti kebijakan 

pemerintah mengenai ekonomi, pendidikan, lingkungan, kesehatan, 

keamanan, dan banyak lagi. Di dalam organisasi atau perusahaan, 

kebijakan dapat berkaitan dengan tata tertib, etika, keamanan kerja, 

pengelolaan sumber daya manusia, dan prosedur operasional. 

         Kebijakan bertujuan untuk memberikan panduan dan batasan 

bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu atau 

kelompok dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kebijakan yang baik biasanya berdasarkan informasi yang akurat, 

pertimbangan rasional, dan dapat diukur dalam pencapaian hasil 

yang diinginkan. Penerapan kebijakan juga melibatkan proses 

komunikasi yang efektif  kepada semua pihak terkait agar mereka 

memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan 

perannya masing-masing. Selain itu, kebijakan juga bisa mengalami 

revisi atau perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

yang ada. 

         Publik adalah istilah yang mengacu pada masyarakat umum 

atau khalayak ramai. Ini mencakup semua orang yang tidak terbatas 
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pada kelompok atau individu tertentu, melainkan mencakup 

seluruh warga negara atau orang-orang yang terlibat dalam suatu 

wilayah atau lingkungan tertentu.  Dalam konteks demokrasi, "opini 

publik" mengacu pada pandangan dan pendapat yang dipegang 

oleh mayoritas masyarakat atau kelompok tertentu. Opini publik 

sering menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan 

politik karena pengaruhnya terhadap pemilihan umum, kebijakan 

pemerintah, dan berbagai isu masyarakat. Selain itu, "sumber 

publik" merujuk pada informasi, bahan, atau data yang tersedia 

untuk umum. Ini bisa termasuk bahan-bahan yang dipublikasikan 

oleh pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau organisasi lainnya 

yang dapat diakses dan digunakan oleh siapa saja tanpa batasan 

tertentu.   Secara umum, publik adalah istilah luas yang mencakup 

seluruh masyarakat atau khalayak umum dan berhubungan erat 

dengan keterbukaan, partisipasi, dan dialog antara individu dan 

kelompok dalam masyarakat.  

         Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang 

diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi 

masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Menurut 

Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007) menerangkan 

kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai 

‘whatever government choose to do or not to do’. Artinya, 

kebijakan publik adalah ‘apa saja yang dipilih oleh pemerintah 
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untuk dilakukan atau tidak dilakukan’. Sedangkan menurut 

Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007) menyatakan bahwa 

kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang 

didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa 

makna ‘kebijakan’ hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. 

Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, 

Pendidikan Kesejahtraan Keluarga/PKK) dan lembagalembaga 

sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula 

         Kebijakan publik berfungsi sebagai panduan atau instruksi 

untuk mengatur perilaku dan aktivitas warga negara, sekaligus 

mencerminkan prioritas dan nilai-nilai pemerintah dalam 

menjalankan fungsi-fungsinya. Kebijakan publik dapat mencakup 

berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

lingkungan, keamanan, dan lain-lain. Proses pembuatan kebijakan 

publik biasanya melibatkan analisis masalah, identifikasi tujuan, 

penentuan strategi dan opsi kebijakan, konsultasi dengan para 

pemangku kepentingan, pembahasan, dan akhirnya implementasi 

dan evaluasi keberhasilan kebijakan tersebut. 

         Penting untuk dicatat bahwa kebijakan publik tidak selalu 

berhasil atau dapat memuaskan semua pihak, karena seringkali 

melibatkan banyak perspektif  dan kepentingan yang beragam. 

Pengambilan keputusan dalam kebijakan publik harus 
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mempertimbangkan efek samping, dampak jangka panjang, dan 

mencoba mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan 

yang ada di masyarakat. Kebijakan publik mengacu pada tindakan 

yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi 

masalah sosial, ekonomi, atau politik yang dihadapi oleh 

masyarakat. Konsep kebijakan publik melibatkan identifikasi isu-isu 

yang memerlukan perhatian, pengembangan solusi untuk masalah 

tersebut, serta implementasi dan evaluasi keberhasilan tindakan 

tersebut. 

         Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas dan dapat 

mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, 

kesehatan, lingkungan, transportasi, keamanan, dan lain sebagainya. 

Contoh kebijakan publik yang umum meliputi kebijakan fiskal, 

kebijakan moneter, kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, 

kebijakan lingkungan, kebijakan transportasi, dan kebijakan 

keamanan. 

Kebijakan publik biasanya melibatkan berbagai tahap dalam proses 

kebijakan, termasuk: 

1. Identifikasi masalah 

                Identifikasi adalah proses mengenali atau menetapkan 

identitas seseorang, sesuatu, atau suatu entitas dengan cara 
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memahami, memeriksa, atau mencocokkan ciri-ciri yang khas 

atau karakteristik yang dimiliki oleh entitas tersebut. Tujuan 

utama dari identifikasi adalah untuk membedakan dan 

memastikan bahwa sesuatu memiliki identitas yang unik atau 

karakteristik yang membedakannya dari yang lain. Identifikasi 

merupakan langkah awal yang penting dalam banyak aspek 

kehidupan, terutama dalam konteks keamanan, keuangan, 

forensik, dan analisis data. Selain itu, teknologi juga telah 

membantu meningkatkan kemampuan identifikasi dengan 

penggunaan berbagai metode dan teknik otomatis, seperti 

pengenalan wajah, sidik jari, atau pola unik lainnya dalam dunia 

digital.Tahap ini melibatkan pengidentifikasian masalah atau isu 

yang memerlukan perhatian dari pemerintah atau lembaga 

publik. Masalah ini bisa timbul dari berbagai sumber, seperti 

kebutuhan masyarakat, perubahan sosial, tekanan politik, atau 

perubahan ekonomi.          

2. Analisis kebijakan 

         Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah atau 

situasi kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih 

kecil dan dapat dipahami dengan lebih baik. Dalam berbagai 

konteks, analisis sering digunakan untuk menganalisis data, 

informasi, atau situasi tertentu untuk memahami pola, 
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hubungan, dan tren yang mungkin tidak terlihat secara 

langsung. 

Dalam ilmu pengetahuan dan penelitian, analisis mencakup 

proses mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah atau 

pertanyaan penelitian, menganalisis data menggunakan metode 

dan alat analisis yang sesuai, dan menarik kesimpulan 

berdasarkan temuan tersebut. Analisis berperan penting dalam 

pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk bisnis, 

ilmu pengetahuan, pemerintahan, kesehatan, teknologi, dan 

lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan wawasan, 

memahami konteks, dan membantu orang membuat keputusan 

yang lebih informasi dan terinformasi. 

         Setelah masalah diidentifikasi, analisis kebijakan dilakukan 

untuk memahami penyebab masalah, dampaknya, serta solusi 

yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Analisis ini 

melibatkan pengumpulan data, penelitian, konsultasi dengan 

para ahli, dan pemodelan kebijakan. 

3. Pengembangan kebijakan 

         Pengembangan adalah proses atau kegiatan untuk membuat 

perubahan positif, peningkatan, atau pertumbuhan dalam suatu 

bidang, sistem, atau proses tertentu. Istilah "pengembangan" sering 

digunakan dalam berbagai konteks, termasuk: Pengembangan 
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Sumber Daya Manusia (SDM), Pengembangan Produk, 

Pengembangan Perangkat Lunak, Pengembangan Infrastruktur,  

Pengembangan Bisnis. Pengembangan Pribadi. Tujuan 

pengembangan beragam tergantung pada konteksnya. 

Pengembangan sering kali bertujuan untuk mencapai kemajuan, 

inovasi, efisiensi, kualitas, atau pemecahan masalah guna mencapai 

hasil yang lebih baik atau lebih baik dari sebelumnya.  

         Tahap ini melibatkan perumusan kebijakan yang spesifik dan 

rinci untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Kebijakan ini 

harus mempertimbangkan tujuan yang diinginkan, efektivitas, 

efisiensi, serta implikasi politik, sosial, dan ekonomi. 

4. Implementasi kebijakan 

        Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan 

suatu rencana, ide, konsep, atau proyek ke dalam tindakan 

nyata. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi dapat 

merujuk pada proses menerjemahkan ide atau strategi menjadi 

tindakan konkret yang dapat dijalankan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Proses implementasi umumnya melibatkan langkah-langkah 

berikut: 
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a. Perencanaan 

               Tahap perencanaan adalah langkah awal dimana 

rencana atau konsep dipersiapkan dengan matang. Hal ini 

melibatkan penentuan tujuan, identifikasi sumber daya yang 

diperlukan, menentukan jadwal, dan menetapkan tugas dan 

tanggung jawab bagi para pelaksana. Perencanaan adalah 

suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk 

menetapkan tujuan, merumuskan strategi, dan menentukan 

langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan 

tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, perencanaan 

merupakan sebuah proses intelektual dan sistematis untuk 

mengatur sumber daya, waktu, dan tenaga agar dapat 

mencapai hasil yang diharapkan.  

               Tujuan perencanaan adalah untuk menghindari 

keputusan yang impulsif  atau berdasarkan tebakan semata. 

Dengan adanya perencanaan, suatu organisasi atau individu 

dapat mengurangi ketidakefisienan, meminimalkan risiko, 

dan meningkatkan kesempatan mencapai sasaran dengan 

lebih baik. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai 

bidang kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, proyek 

konstruksi, keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal 

ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, 
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analisis data, pengambilan keputusan, serta implementasi 

dan evaluasi hasil dari rencana yang telah dibuat. Penting 

untuk dicatat bahwa perencanaan harus bersifat fleksibel, 

karena lingkungan dan situasi dapat berubah seiring waktu. 

Oleh karena itu, proses perencanaan seringkali melibatkan 

revisi dan penyesuaian berkelanjutan guna mengatasi 

perubahan dan tantangan yang muncul. 

b. Persiapan 

         Persiapan adalah langkah-langkah atau tindakan yang 

diambil seseorang atau kelompok untuk mempersiapkan 

diri menghadapi suatu situasi atau peristiwa tertentu. 

Persiapan dilakukan untuk meningkatkan kesempatan 

berhasil dalam mencapai tujuan, mengatasi tantangan, atau 

menghadapi situasi yang mungkin kompleks atau sulit. 

Dalam banyak situasi, persiapan adalah kunci kesuksesan 

dan membantu mengurangi stres atau kebingungan yang 

mungkin timbul akibat ketidaksiapan.  

          Persiapan mencakup pengorganisasian dan 

pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

menjalankan rencana tersebut. Ini bisa berupa peralatan, 

teknologi, personel, atau fasilitas yang diperlukan.  

a. Pengorganisasian  
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         Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan 

dan mengatur berbagai elemen, sumber daya, dan 

kegiatan dalam suatu sistem tertentu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan.  Pengorganisasian 

berperan penting dalam menciptakan kerangka kerja 

yang efisien dan efektif  dalam mencapai sasaran 

organisasi. Dengan membangun struktur organisasi 

yang jelas dan membagi tugas secara tepat, 

pengorganisasian membantu meminimalkan tumpang 

tindih atau kebingungan antara anggota tim dan 

memfasilitasi kerjasama yang lebih baik. 

Langkah-langkah utama dalam pengorganisasian mencakup: 

1. Penentuan tujuan 

         Menetapkan tujuan dan visi organisasi sebagai 

acuan untuk seluruh proses pengorganisasian. 

2. Pembagian tugas 

Membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim 

atau unit kerja berdasarkan keahlian dan kecakapan 

masing-masing. 

3. Penentuan struktur organisasi 

         Membangun struktur organisasi yang 

mencerminkan hierarki, hubungan, dan saluran 
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komunikasi antara berbagai bagian atau divisi dalam 

organisasi. 

4. Pengalokasian sumber daya 

         Menyediakan sumber daya manusia, finansial, dan 

materiil yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan 

mencapai tujuan organisasi. 

5. Delegasi wewenang 

         Memberikan kekuasaan dan tanggung jawab 

kepada anggota tim atau manajer tertentu agar dapat 

mengambil keputusan yang sesuai dengan bidang 

tanggung jawab mereka. 

6. Koordinasi 

         Memastikan keselarasan antara berbagai bagian 

organisasi untuk mencapai sinergi dan efisiensi. 

         Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi 

manajemen utama, bersama dengan perencanaan, 

pengarahan, dan pengendalian. Keberhasilan 

pengorganisasian akan berdampak pada kinerja dan 

pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. 

        b.  Pengadaan sumber daya  

Pengadaan sumber daya adalah proses mendapatkan dan 

mengalokasikan berbagai jenis sumber daya, seperti tenaga 
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kerja, peralatan, bahan baku, dan modal finansial, yang 

dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

bisnisnya. Proses pengadaan sumber daya melibatkan 

identifikasi kebutuhan, pencarian dan seleksi sumber daya 

yang tepat, serta pengaturan dan pengelolaan sumber daya 

tersebut agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. 

         Pengadaan sumber daya yang baik dan efisien sangat 

penting bagi kesuksesan suatu organisasi, karena dapat 

mempengaruhi kinerja operasional dan keberlanjutan bisnis. 

Proses pengadaan yang efektif  dapat membantu organisasi 

mendapatkan sumber daya yang tepat waktu, berkualitas, 

dan dengan harga yang kompetitif. 

c. Pelaksanaan 

        Pelaksanaan adalah suatu proses atau tindakan untuk 

menjalankan atau melaksanakan suatu rencana, keputusan, 

program, atau kegiatan tertentu. Dalam konteks yang lebih 

umum, pelaksanaan merujuk pada tahap di mana ide, 

rencana, atau konsep yang telah disusun akan dijalankan 

dan diwujudkan menjadi tindakan nyata. Dalam banyak 

konteks, pelaksanaan seringkali mencakup serangkaian 

langkah atau tahapan yang harus diikuti untuk mencapai 
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tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan 

pengorganisasian sumber daya, pemilihan metode atau 

strategi yang tepat, serta pemantauan dan evaluasi untuk 

memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai. 

Sementara dalam konteks kebijakan publik, pelaksanaan 

adalah langkah-langkah untuk menjalankan kebijakan atau 

program pemerintah. 

          Penting untuk mencatat bahwa pelaksanaan yang 

efektif  memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi 

yang baik, dan pemantauan yang cermat guna memastikan 

bahwa tujuan yang diinginkan tercapai dan sumber daya 

digunakan dengan efisien. Tahap Ini adalah tahap dimana 

rencana atau strategi dijalankan secara nyata. Para pelaksana 

akan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

telah ditetapkan dalam perencanaan. 

d. Pengawasan dan Evaluasi 

         Pengawasan adalah proses atau kegiatan untuk 

mengawasi, memantau, atau mengontrol suatu aktivitas, 

proses, atau situasi guna memastikan bahwa hal tersebut 

berjalan sesuai dengan standar, peraturan, atau tujuan yang 

telah ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan dalam 
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berbagai konteks, seperti: 1. Pengawasan dalam lingkup 

pemerintahan. 2. Pengawasan dalam lingkup bisnis. 3. 

Pengawasan dalam lingkup keamanan. 4. Pengawasan dalam 

lingkup pendidikan. 5. Pengawasan dalam lingkup 

lingkungan. 

         Tujuan dari pengawasan adalah untuk memastikan 

akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan 

yang berlaku serta meningkatkan kualitas dan efisiensi 

dalam pelaksanaan suatu aktivitas. Pengawasan juga 

merupakan alat penting dalam mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan, dan masalah 

lainnya yang dapat merugikan masyarakat atau organisasi 

terkait. Selama pelaksanaan, pengawasan terus menerus 

dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai 

rencana dan untuk mengatasi masalah yang mungkin 

muncul. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja dan hasil 

dari implementasi. 

         Evaluasi adalah proses penilaian dan pengevaluasian 

suatu hal atau kegiatan untuk menilai kualitas, efektivitas, 

atau hasil dari sesuatu. Dalam konteks yang lebih luas, 

evaluasi merupakan aktivitas sistematis yang dilakukan 

untuk mengukur sejauh mana suatu tujuan telah tercapai 
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dan sejauh mana suatu program, proyek, produk, atau 

kegiatan telah berhasil mencapai hasil yang diinginkan. 

Evaluasi dapat dilakukan pada berbagai bidang, seperti 

pendidikan, bisnis, layanan publik, kesehatan, dan 

sebagainya. Tujuan dari evaluasi biasanya adalah untuk 

memahami apa yang telah berhasil dicapai dan apa yang 

mungkin perlu diperbaiki atau ditingkatkan di masa depan. 

Proses evaluasi melibatkan pengumpulan data, analisis 

informasi, dan pemberian umpan balik (feedback) terhadap 

hasil evaluasi untuk mendukung pengambilan keputusan 

yang lebih baik dan perbaikan berkelanjutan. 

         Penting untuk mencatat bahwa evaluasi harus 

dilakukan secara obyektif  dan tidak memihak, sehingga 

hasilnya dapat diandalkan dan dapat digunakan sebagai 

dasar untuk membuat keputusan yang berdampak positif. 

e. Koreksi dan Perbaikan 

        Koreksi dan perbaikan adalah dua hal yang berbeda.  

Koreksi (Correction): adalah tindakan memperbaiki atau 

mengoreksi kesalahan dalam teks atau pernyataan. Ini 

biasanya dilakukan ketika ada kesalahan tata bahasa, ejaan, 

atau fakta yang salah dalam teks. Koreksi bertujuan untuk 
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memperbaiki kesalahan dan membuat teks menjadi lebih 

tepat dan akurat.  

         Perbaikan (Improvement). Perbaikan berarti 

meningkatkan atau membuat sesuatu menjadi lebih baik 

tanpa mengacu pada kesalahan yang jelas. Ini bisa 

mencakup memperkaya kalimat dengan sinonim yang lebih 

kaya, menyederhanakan konstruksi kalimat agar lebih 

mudah dipahami, atau menambahkan detail untuk 

memberikan lebih banyak informasi. Perbaikan bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas teks dan memastikan pesan 

disampaikan dengan lebih baik.  

         Jadi, koreksi adalah tindakan memperbaiki kesalahan 

yang sudah ada dalam teks, sementara perbaikan adalah 

tindakan membuat teks menjadi lebih baik atau lebih kuat 

tanpa mengacu pada kesalahan yang jelas. Jika terjadi 

ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil 

yang sebenarnya, langkah-langkah korektif  dan perbaikan 

akan diambil untuk memastikan bahwa tujuan akhir 

tercapai. 

         Implementasi dapat berlaku untuk berbagai konteks, 

seperti implementasi kebijakan pemerintah, proyek teknologi, 
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implementasi strategi bisnis, dan banyak lagi. Penting untuk 

memperhatikan setiap langkah dan melibatkan semua pihak 

yang terlibat secara efektif  untuk mencapai kesuksesan dalam 

implementasi. Setelah kebijakan dirumuskan, langkah 

selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Hal ini 

melibatkan alokasi sumber daya, perencanaan operasional, dan 

koordinasi antara berbagai lembaga atau departemen terkait. 

5. Evaluasi kebijakan 

         Evaluasi adalah proses atau kegiatan untuk menilai atau 

mengevaluasi sesuatu dengan tujuan mengukur kinerja, 

efektivitas, atau keberhasilan suatu aktivitas, program, produk, 

atau sistem. Evaluasi umumnya dilakukan untuk 

mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan 

yang terkait dengan hal yang dievaluasi. Tujuan dari evaluasi 

adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan 

obyektif  agar dapat membuat keputusan yang lebih baik, 

meningkatkan kualitas, dan mencapai hasil yang diinginkan. 

Evaluasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti di 

bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, riset, dan bidang 

lainnya. Metode evaluasi bervariasi tergantung pada tujuan dan 

sifat hal yang dievaluasi, dan bisa mencakup pengumpulan data, 
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analisis, survei, wawancara, observasi, atau berbagai teknik 

lainnya. 

          Dalam proses evaluasi, penting untuk memiliki kriteria 

yang jelas dan relevan untuk mengukur kinerja atau 

keberhasilan, sehingga hasilnya dapat diandalkan dan 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan atau perbaikan lebih 

lanjut. Tahap ini melibatkan penilaian terhadap efektivitas 

kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi dapat 

dilakukan melalui pemantauan, pengumpulan data, analisis 

dampak kebijakan, dan umpan balik dari masyarakat atau 

pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi ini bertujuan untuk 

menentukan apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan yang 

diharapkan dan apakah ada perbaikan atau penyesuaian yang 

perlu dilakukan. 

         Perlu diperhatikan bahwa proses kebijakan publik dapat 

bervariasi di setiap negara atau lembaga, dan berbagai faktor seperti 

politik, budaya, dan sistem pemerintahan juga dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan kebijakan. 

B. Ciri-Ciri Kebijakan Publik  

         Ciri-ciri adalah sebuah frasa dalam bahasa Indonesia yang 

berarti "characteristics" atau "features" dalam bahasa Inggris. Frasa 
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ini sering digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau atribut 

khas dari sesuatu, seperti suatu objek, orang, atau konsep. Jadi, 

"ciri-ciri" adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menggambarkan atribut atau sifat-sifat khas dari suatu hal. 

Ciri-ciri kebijakan publik, adalah: 

1. Obyektif 

         Objektif  artinya adalah bersifat netral, tidak memihak, 

tidak terpengaruh oleh perasaan, preferensi, atau pendapat 

pribadi. Suatu pandangan atau pendekatan dikatakan objektif  

jika didasarkan pada fakta, data, dan bukti yang ada, tanpa 

campur tangan dari pandangan subjektif  atau emosional. 

Dalam konteks berbagai disiplin ilmu, seperti jurnalisme, 

penelitian ilmiah, atau analisis, objektivitas penting untuk 

memastikan hasil yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. 

Kebijakan publik harus didasarkan pada data dan analisis 

objektif. Keputusan yang diambil harus mengikuti prinsip-

prinsip yang adil, transparan, dan tidak memihak. 

2. Berorientasi pada Masalah 

         Berorientasi pada masalah adalah suatu pendekatan atau 

sikap mental di mana seseorang atau sebuah organisasi fokus 

untuk mengidentifikasi, memahami, dan mencari solusi 
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terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Pendekatan ini 

umumnya digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam 

bidang bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan 

sebagainya. 

Berorientasi pada masalah melibatkan beberapa langkah 

penting, antara lain: 

1. Pengidentifikasian masalah: Langkah pertama adalah 

mengenali dan mengidentifikasi masalah yang ada. Ini bisa 

melibatkan pengamatan, analisis data, atau mendengarkan 

umpan balik dari pihak yang terlibat. 

2. Pemahaman akar masalah: Setelah masalah teridentifikasi, 

langkah berikutnya adalah memahami akar penyebabnya. Ini 

memerlukan analisis mendalam untuk memahami faktor-

faktor yang menyebabkan masalah muncul. 

3. Pengembangan solusi: Setelah memahami masalah dengan 

baik, langkah selanjutnya adalah mengembangkan berbagai 

solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. 

Proses ini melibatkan kreativitas dan pemikiran out-of-the-

box. 
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4. Evaluasi solusi: Solusi-solusi yang diusulkan dievaluasi 

berdasarkan kriteria tertentu untuk memahami keefektifan, 

efisiensi, dan dampaknya terhadap masalah yang dihadapi. 

5. Implementasi solusi: Setelah memilih solusi yang paling 

cocok, langkah berikutnya adalah menerapkannya dalam 

tindakan nyata. Ini melibatkan perencanaan dan 

pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan. 

6. Evaluasi hasil: Setelah solusi diimplementasikan, penting 

untuk mengevaluasi hasilnya. Jika solusi tidak berhasil 

sepenuhnya, perlu dilakukan penyesuaian atau mencari 

solusi alternatif. 

          Berorientasi pada masalah adalah kualitas penting bagi 

individu atau organisasi yang ingin efektif  dalam menangani 

tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Kemampuan untuk 

mengidentifikasi masalah dengan cepat, menganalisis situasi 

dengan baik, dan mengembangkan solusi yang tepat adalah 

keterampilan yang berharga untuk mencapai kesuksesan dan 

efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan.          

          Kebijakan publik harus dirancang untuk menangani 

masalah yang ada dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah 
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untuk memecahkan atau mengurangi dampak negatif  dari 

masalah tersebut. 

3. Memiliki Landasan Hukum 

         Landasan Hukum adalah dasar atau fondasi hukum yang 

menjadi pijakan bagi suatu peraturan, kebijakan, tindakan, atau 

proses hukum lainnya. Landasan Hukum mencakup segala 

peraturan hukum, konstitusi, perundang-undangan, keputusan 

pengadilan, kebiasaan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang 

berlaku di suatu negara atau wilayah. Dalam konteks hukum di 

Indonesia, landasan hukum utama adalah sebagai berikut: 1. 

Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Indonesia yang 

menjadi dasar tertinggi dari sistem hukum di Indonesia. 2. 

Peraturan Perundang-Undangan: Meliputi undang-undang, 

peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah 

yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. 3. 

Putusan Pengadilan: Keputusan-keputusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), menjadi landasan 

hukum bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. 4. 

Kebiasaan Hukum (Customary Law): Adat istiadat dan 

kebiasaan yang diakui dan dihormati dalam masyarakat tertentu 

juga dapat menjadi landasan hukum di wilayah-wilayah tertentu. 

5. Prinsip-prinsip Umum Hukum (General Principles of  Law): 
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Prinsip-prinsip hukum yang telah diakui secara luas di dunia 

internasional maupun di tingkat nasional juga menjadi landasan 

hukum. 

          Landasan hukum ini berperan penting dalam 

menentukan keabsahan dan kekuatan hukum dari peraturan, 

kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan 

lembaga-lembaga hukum di Indonesia. 

          Kebijakan publik harus berlandaskan pada hukum yang 

berlaku. Hal ini berarti kebijakan harus sesuai dengan 

konstitusi, peraturan, dan undang-undang yang berlaku di 

negara tersebut. 

 

4. Melibatkan Partisipasi Publik 

         Partisipasi publik merujuk pada keterlibatan dan 

kontribusi warga masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan yang mempengaruhi kebijakan publik, program 

pemerintah, atau masalah-masalah sosial yang relevan. 

Partisipasi publik adalah elemen penting dalam sistem 

demokrasi dan mendorong partisipasi aktif  warga negara dalam 

proses politik dan pembuatan keputusan. 
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Bentuk partisipasi publik dapat beragam, termasuk: 1. 

Pemilihan Umum: Partisipasi publik yang paling fundamental 

adalah melalui hak untuk memilih pemimpin dalam pemilihan 

umum. Dengan memberikan suara, warga negara memiliki 

kesempatan untuk mempengaruhi pemerintahan dan kebijakan 

negara. 2. Diskusi Publik: Diskusi-diskusi terbuka dan forum-

forum masyarakat dapat menjadi wadah bagi warga untuk 

menyampaikan ide, pandangan, dan masukan terkait isu-isu 

penting. 3. Konsultasi Publik: Pemerintah dan lembaga publik 

dapat mengadakan konsultasi publik untuk mendapatkan 

umpan balik dari masyarakat terkait kebijakan atau program 

yang direncanakan. 4. Kelompok Advokasi: Masyarakat dapat 

membentuk kelompok advokasi atau organisasi masyarakat sipil 

untuk memperjuangkan isu-isu tertentu atau mencari solusi atas 

masalah-masalah yang dianggap penting. 5. Petisi: Melalui petisi, 

individu atau kelompok dapat mengumpulkan tanda tangan dan 

menyuarakan dukungan mereka atas suatu isu atau tuntutan 

tertentu. 6. Partisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan: 

Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses 

pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui forum 

musyawarah, kelompok kerja, atau badan penasehat. 7. 

Pendidikan Politik: Meningkatkan pemahaman masyarakat 
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tentang isu-isu politik dan proses kebijakan dapat membantu 

meningkatkan partisipasi publik. 

         Partisipasi publik membawa berbagai manfaat, termasuk 

mendorong akuntabilitas pemerintah, memastikan kebijakan 

yang lebih responsif  terhadap kebutuhan masyarakat, 

memperkuat legitimasi keputusan publik, dan memperkuat 

ikatan sosial antara warga masyarakat. Dengan aktif  

berpartisipasi, warga negara dapat merasa memiliki tanggung 

jawab dan andil dalam pembentukan masa depan masyarakat 

mereka. 

         Kebijakan publik seharusnya melibatkan partisipasi publik 

dalam proses pengambilan keputusan. Pendapat dan aspirasi 

masyarakat harus didengarkan dan dipertimbangkan dalam 

merumuskan kebijakan. 

5. Konsistensi dan Kontinuitas 

         Dalam konteks yang berbeda, "konsistensi" dan 

"kontinuitas" memiliki makna yang berbeda, terutama dalam 

bidang yang berbeda seperti ilmu pengetahuan, matematika, 

bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan 

untuk setiap istilah: 
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1. Konsistensi: 

         Konsistensi merujuk pada keadaan atau sifat tetap yang 

tidak berubah dari suatu hal atau sistem dalam periode waktu 

tertentu. Ini mencerminkan tingkat keseragaman, kestabilan, 

atau ketepatan dalam perilaku atau hasil yang sama dari waktu 

ke waktu. Dalam konteks tertentu, konsistensi dapat menjadi 

kualitas yang diinginkan karena menunjukkan ketepatan dan 

dapat diandalkan. 

2. Kontinuitas: 

         Kontinuitas merujuk pada keadaan kesinambungan atau 

kelanjutan dari suatu hal tanpa gangguan atau jeda yang 

signifikan. Ini menunjukkan adanya kelanjutan, baik dalam 

rentang waktu atau dalam ruang. Dalam banyak situasi, 

kontinuitas sangat penting untuk menjaga aliran proses atau 

konsistensi yang dibutuhkan. 

         Jadi, dalam ringkasan, "konsistensi" mengacu pada 

keseragaman dan kestabilan dari waktu ke waktu, sementara 

"kontinuitas" merujuk pada kelanjutan dan kesinambungan 

tanpa gangguan. Keduanya adalah konsep yang penting dalam 

berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. 
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         Kebijakan publik harus konsisten dan memiliki 

kontinuitas dalam jangka waktu tertentu. Hal ini penting untuk 

memberikan kepastian kepada masyarakat dan mencapai hasil 

yang berkelanjutan. 

C. Tujuan kebijakan Publik 

         Tujuan adalah suatu sasaran atau niat yang ingin dicapai atau 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam rangka mencapai 

hasil atau hasil akhir tertentu. Tujuan bisa berupa hal-hal yang 

spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. 

Dalam berbagai konteks, seperti dalam kehidupan pribadi, 

organisasi, pendidikan, dan bisnis, penetapan tujuan penting untuk 

memberikan arah, motivasi, dan fokus dalam usaha mencapai hasil 

yang diinginkan. Tujuan juga dapat menjadi acuan untuk mengukur 

kemajuan dan keberhasilan dalam mencapai apa yang telah 

ditentukan. 

         Tujuan kebijakan publik dapat bervariasi tergantung pada 

konteks dan masalah yang ingin diselesaikan.  

Beberapa tujuan umum kebijakan publik antara lain: 

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

         Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan di mana 

anggota masyarakat secara umum merasa bahagia, aman, dan 
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puas dengan kehidupan mereka. Ini mencakup berbagai aspek 

kehidupan yang mempengaruhi kualitas hidup individu dan 

kelompok dalam suatu masyarakat. Beberapa elemen penting 

yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat meliputi: 1. 

Kesehatan: Masyarakat yang sejahtera harus memiliki akses 

yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan tentang 

gaya hidup sehat, dan keadaan lingkungan yang bersih dan 

aman. 2. Ekonomi: Kesejahteraan masyarakat juga berkaitan 

erat dengan stabilitas ekonomi dan kesempatan kerja yang baik 

bagi anggota masyarakat. Adanya lapangan kerja yang layak dan 

pendapatan yang cukup mempengaruhi kemampuan individu 

untuk mencukupi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf  

hidup mereka. 3. Pendidikan: Pendidikan yang berkualitas 

memberikan landasan yang kuat bagi kemajuan sosial dan 

ekonomi suatu masyarakat. Ketersediaan akses pendidikan yang 

merata dan berkualitas akan membantu meningkatkan potensi 

manusia dan memajukan masyarakat. 4. Keamanan: Keamanan 

fisik dan sosial adalah hal penting untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang bebas dari 

kekerasan, konflik, dan ancaman akan lebih mampu 

berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. 5. 

Lingkungan: Kesejahteraan masyarakat juga terkait erat dengan 

keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan. 
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Memastikan lingkungan yang bersih, lestari, dan berkelanjutan 

adalah hal penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

kesehatan masyarakat. 6. Keadilan sosial: Pemerataan akses dan 

kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat sangat penting. 

Memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama 

untuk mencapai kesejahteraan akan membantu mengurangi 

kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. 

         Kesejahteraan masyarakat bukan hanya tentang 

kesuksesan individu tetapi juga tentang menciptakan lingkungan 

sosial yang mendukung dan inklusif, yang memungkinkan 

semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif  

dalam proses pembangunan dan menikmati manfaatnya. Upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus menjadi 

perhatian utama pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan 

seluruh anggota masyarakat itu sendiri. Salah satu tujuan utama 

kebijakan publik adalah meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat 

dicapai melalui program-program pemerintah yang 

menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, 

perumahan, dan layanan dasar lainnya. 
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2. Menyelesaikan Masalah Sosial 

         Masalah sosial adalah permasalahan atau isu-isu yang 

terkait dengan interaksi dan hubungan antara individu atau 

kelompok dalam masyarakat. Masalah sosial melibatkan 

berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, budaya, dan 

lingkungan. Beberapa contoh masalah sosial yang umum 

dijumpai di berbagai masyarakat termasuk kemiskinan, 

pengangguran, ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, 

kejahatan, narkoba, krisis perumahan, perubahan iklim, dan 

diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau 

orientasi seksual. 

          Masalah sosial ini dapat memiliki dampak negatif  yang 

luas pada masyarakat, mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas 

hidup banyak orang. Oleh karena itu, pemahaman yang baik 

tentang masalah sosial dan upaya untuk menemukan solusi yang 

efektif  merupakan hal penting dalam menciptakan masyarakat 

yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan. Solusi untuk 

masalah sosial ini dapat melibatkan perubahan kebijakan, 

pendidikan, kesadaran, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi 

dari berbagai pihak untuk mencapai perubahan positif. 
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         Kebijakan publik juga bertujuan untuk menangani 

masalah sosial yang ada dalam masyarakat, seperti kemiskinan, 

pengangguran, diskriminasi, kejahatan, atau isu lingkungan. 

Kebijakan ini dapat melibatkan regulasi, program 

pemberdayaan, penegakan hukum, atau program rehabilitasi. 

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 

         Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan secara 

kuantitatif  dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Ini 

biasanya diukur sebagai persentase dari produk domestik bruto 

(PDB) atau total nilai pasar semua barang dan jasa yang 

dihasilkan dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.  

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bagaimana suatu negara 

atau wilayah berkembang dari waktu ke waktu. Ketika 

pertumbuhan ekonomi positif, ini menunjukkan bahwa output 

ekonomi meningkat dan negara tersebut mencapai peningkatan 

kemakmuran. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan 

berkelanjutan dianggap sebagai tanda positif  bagi suatu 

perekonomian, karena dapat menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi tingkat 

kemiskinan. 
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         Namun, penting untuk diingat bahwa pertumbuhan 

ekonomi tidak selalu mencerminkan kualitas hidup atau 

distribusi kekayaan yang merata di antara masyarakat. Oleh 

karena itu, kebijakan ekonomi yang bijaksana juga harus 

memperhatikan distribusi pendapatan, kesenjangan sosial, 

keberlanjutan lingkungan, dan faktor-faktor lain yang 

berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat. 

         Kebijakan publik dapat dirancang untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu wilayah. Ini 

dapat mencakup insentif  bagi sektor swasta, investasi dalam 

infrastruktur, atau kebijakan perdagangan yang 

menguntungkan. 

4. Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas 

         Keamanan dan Stabilitas adalah dua aspek yang sangat 

penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam kehidupan 

sehari-hari, bisnis, masyarakat, dan geopolitik. Berikut adalah 

penjelasan singkat tentang kedua konsep tersebut: 

1. Keamanan: 

Keamanan merujuk pada keadaan bebas dari risiko, bahaya, 

atau ancaman yang dapat mengakibatkan kerugian, cedera, atau 

kerusakan pada individu, kelompok, organisasi, atau negara. 
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Keamanan dapat mencakup berbagai bidang seperti keamanan 

pribadi, keamanan siber, keamanan fisik, keamanan nasional, 

dan sebagainya. Pentingnya keamanan adalah untuk melindungi 

nilai-nilai, hak asasi manusia, harta benda, infrastruktur, dan 

ketertiban umum dari berbagai potensi ancaman. 

2. Stabilitas: 

Stabilitas merujuk pada keadaan ketertiban, keseimbangan, 

dan konsistensi yang berkelanjutan dalam sebuah sistem atau 

lingkungan tertentu. Stabilitas mencakup keberlanjutan dan 

kohesivitas untuk mencegah atau mengatasi potensi gangguan 

atau perubahan yang merusak. 

          Baik keamanan maupun stabilitas menjadi aspek penting 

dalam pembangunan dan kelangsungan hidup suatu entitas, 

apakah itu individu, kelompok, organisasi, atau negara. Upaya 

untuk memastikan keamanan dan stabilitas seringkali 

melibatkan kerjasama dan upaya bersama dari berbagai pihak 

termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. 

         Kebijakan publik juga bertujuan untuk meningkatkan 

keamanan dan stabilitas dalam masyarakat. Hal ini dapat 

melibatkan kebijakan keamanan nasional, penegakan hukum, 

atau kebijakan mitigasi risiko. 
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5. Mewujudkan Keadilan Sosial 

         Keadilan sosial adalah konsep yang mengacu pada 

prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menuntut pemerataan hak, 

peluang, dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. 

Tujuannya adalah menciptakan kesetaraan sosial di mana semua 

individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai 

potensi penuh mereka dan mengalami kehidupan yang layak. 

Keadilan sosial melibatkan distribusi sumber daya, kesempatan, 

dan manfaat secara adil sehingga tidak ada kelompok yang 

dikesampingkan atau didiskriminasi. Prinsip keadilan sosial 

seringkali mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, hak atas 

pekerjaan dan gaji yang adil, akses ke layanan kesehatan dan 

pendidikan, perumahan yang layak, perlindungan sosial, dan 

upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial. 

Konsep keadilan sosial telah menjadi bagian integral dari 

banyak sistem politik dan ideologi sosial, seperti dalam 

pemikiran liberalisme sosial, sosialisme, dan beberapa aliran 

pemikiran lainnya. Namun, cara mencapai keadilan sosial bisa 

bervariasi antara negara dan masyarakat tertentu, tergantung 

pada nilai-nilai budaya, sistem politik, dan kebijakan yang 

dianut.  
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         Kebijakan publik dapat ditujukan untuk mewujudkan 

keadilan sosial dalam masyarakat. Tujuan ini meliputi 

penghapusan kesenjangan sosial dan ekonomi, perlindungan 

hak asasi manusia, pemberdayaan kelompok marginal, atau 

mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya. 

         Perlu diingat bahwa tujuan kebijakan publik dapat saling 

terkait dan dapat berubah seiring perubahan kebutuhan dan 

prioritas masyarakat. 

D. Kesimpulan 
 

         Kebijakan publik adalah rencana tindakan atau langkah-langkah 

yang diambil oleh pemerintah atau institusi publik untuk mencapai 

tujuan tertentu yang dianggap baik untuk masyarakat atau negara. 

Kebijakan publik dirancang untuk mengatasi masalah atau 

tantangan tertentu yang dihadapi oleh masyarakat atau mencapai 

aspirasi dan kepentingan umum.  

         Ciri-ciri kebijakan publik: 1. Tujuan umum. 2. Obyektif dan 

rasional. 3. Terbuka dan transparan. 4. Legalitas. 5. Kontinuitas.  

Adapun, Tujuan kebijakan publik: 1. Meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat:. 2. Mengatasi masalah sosial dan ekonomi. 3. 

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 4. 

Mendorong pertumbuhan ekonomi. 5. Meningkatkan keamanan 
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dan keadilan. 6. Meningkatkan kualitas lingkungan. 7. 

Meningkatkan partisipasi publik. 8. Mencapai tujuan jangka 

panjang. 

         Ciri-ciri dan tujuan kebijakan publik dapat berbeda-beda 

tergantung pada kondisi, sistem pemerintahan, dan prioritas 

masyarakat di berbagai negara atau wilayah. 
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BAB 3 

PENTINGNYA KEBIJAKAN PUBLIK 
Muliani S 

mulisamiri77@gmail.com 

A. Pendahuluan  

Kebijakan publik selalu menjadi menarik untuk selalu di 

perbincangkan. Kebijakan publik merupakan langkah atau tindakan 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik. 

Oleh karena itu, kebijakan publik ini selalu menjadi isu utama dan 

melibatkan berbagai macam kalangan masyarakat. 

Istilah kebijakan publik merujuk pada rangkaian instrumen 

implementasi yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, 

melibatkan juga aspek keuangan dan struktur pelaksanaan. Siklus 

kebijakan publik itu sendiri dapat dikaitkan dengan pembuatan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. 

Bagaimana partisipasi publik dalam setiap tahap kebijakan dapat 

menjadi indikator tingkat kepatuhan negara terhadap kehendak 

rakyat yang berdaulat atasnya (Taufiqurakhman, 2014).  

 Masyarakat senantiasa aktif  membahas kebijakan, baik 

kebijakan ke dalam organisasi maupun kebijakan keluar organisasi, 

serta menyoroti secara berkelanjutan setiap masalah yang timbul 

untuk mendapatkan kebijakan yang baik dan benar (Meutia, 2017). 
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Dalam konteks kebijakan di dalam organisasi, seperti lembaga 

swasta ataupun lembaga pemerintah, warga kerap kali ikut serta 

dalam proses konsultasi publik, pertemuan, ataupun forum dialog 

buat membagikan masukan mereka terkait kebijakan yang lagi 

dibuat ataupun diganti. Tujuan dari keterlibatan warga masyarakat 

ini untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat dan juga 

membenarkan kalau kebijakan tersebut memperhitungkan 

kepentingan serta aspirasi bermacam pihak yang terkenah 

dampakntya. 

Di sisi lain, warga pula mengawasi kebijakan yang diambil oleh 

organisasi di luar lingkup mereka, seperti kebijakan pemerintah, 

undang-undang, ataupun keputusan lembaga publik. Mereka 

menganalisis, membagikan asumsi serta menyoroti tiap 

permasalahan yang mencuat akibat kebijakan tersebut. Dalam masa 

digital serta kemajuan teknologi sekarang ini, media sosial serta 

platform daring lainya memainkan kedudukan yang berarti dalam 

membagikan informasi untuk warga buat menyuarakan pendapat 

mereka serta mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 

Media sosial serta platform daring membolehkan data bisa 

disebarkan dengan cepat serta menjangkau khalayak yang sangat 

luas. Berita, data, serta opini bisa dengan gampang diakses oleh 

banyak orang di segala penjuru dunia cuma dengan satu kali klik. 

Media sosial juga membagikan kepada masyarakat akses yang lebih 

gampang buat berpartisipasi dalam dialog publik serta 

berkontribusi pada isu-isu yang berarti. Aktivisme sosial serta 

kampanye berbasis online jadi lebih gampang diorganisir serta 

menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, Media sosial mendorong 

transparansi dari pemerintah dan institusi publik. Warga dapat 
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melacak informasi tentang kebijakan, pengeluaran publik, dan 

tindakan pemerintah lainnya dengan lebih mudah, sehingga 

meningkatkan akuntabilitas. 

Kebijakan publik harus diakses dan dipahami dengan mudah 

oleh warga. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan informasi tentang kebijakan yang diusulkan atau telah 

diberlakukan kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi, 

warga dapat melacak kebijakan yang tengah berlangsung dan 

potensial dampaknya pada kehidupan mereka. Ketika warga 

memiliki akses dan pemahaman yang baik tentang kebijakan publik, 

mereka dapat berpartisipasi dalam konsultasi publik, pertemuan 

warga, atau menyampaikan tanggapan dan saran terhadap kebijakan 

yang diusulkan. Partisipasi ini memungkinkan pemerintah untuk 

mendengarkan pandangan beragam dan membuat kebijakan yang 

lebih representatif  dan relevan. 

B. Pentingya Kebijakan Publik 

Pembangunan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan secara 

serempak, terus-menerus, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh 

berbagai entitas seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat 

dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama baik dari segi 

fisik maupun non-fisik (Desrinelti et al., 2021). 

Pembangunan tidak hanya terfokus pada aspek fisik, seperti 

pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga mencakup 

aspek non-fisik, seperti pembangunan sosial, kesehatan, 

pendidikan, lingkungan, budaya, dan lain-lain. Hal ini 

mencerminkan pemahaman bahwa pembangunan yang 

berkelanjutan tidak hanya ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi 
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semata, tetapi juga harus memperhatikan kualitas hidup dan 

kesejahteraan seluruh masyarakat. 

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengoordinasikan 

dan mendorong pembangunan nasional serta menetapkan 

kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian kesejahteraan 

bersama. Kebijakan-kebijakan publik ini adalah bagian dari 

administrasi publik yang  di buat dalam rangka menjawab 

persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kebijakan publik mencakup bermacam aspek kehidupan warga 

dalam kehidupan masyarakat misalnya tentang pendidikan, 

kesehatan, area transportasi, ekonomi, serta yang lainnya. 

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan 

oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, 

baik bersifat formal maupun informal. Sementara Dye (1982) 

berpendapat bahwa policy is whatever governements choose to do or not to 

do. Artinya bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah adalah adalah kebijakan publik. Melakukan dengan 

membuat keputusan atau tidak melakukan dengan tidak membuat 

keputusan adalah menjadi kebijakan publik (Hayat, 2018).  

Sesuai dengan tradisi ilmu politik, munculnya analisis 

kebijakan merupakan respon terhadap dua paradigma dominan, 

yaitu institusionalisme dan behavioralisme, yang konon 

berkontribusi pada pertumbuhan ilmu politik sebelum tahun 1970-

an. Kedua pendekatan arus utama tersebut telah dikritik karena 

kegagalan mereka untuk mengatasi fenomena politik secara 

memadai dan ketidakmampuan mereka untuk memberikan 

kontribusi nyata dalam pembuatan kebijakan (Subianto, 2020). 
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Pelanggaran transparansi sektor publik secara konsisten 

menggagalkan perubahan sosial"kesejahteraan rakyat", mungkin 

perubahan sosial dengan sendirinya merupakan konstruksi. Selain 

memiliki efek campuran, perubahan sosial dalam proyek 

pembangunan tidak selalu positif. Oleh karena itu, merupakan fakta 

yang secara konsisten memunculkan pertimbangan dan diskusi 

tentang pentingnya opini publik dalam mengarahkan inisiatif  terkait 

konstruksi.  

Sebagai misal beberapa negara berkembang termasuk 

Indonesia, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, 

kelangkaan pelayanan sosial merupakan masalah sosial utama sejak 

dulu sampai sekarang. Bahkan terjadi kecenderungan penurunan 

standar kehidupan karena berbagai perubahan sosial sejalan dengan 

proses transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. 

Sementara masalah-masalah sosial konvensional seperti kemiskinan, 

kebodohan, dan keterbelakangan masih belum teratasi. Masalah-

masalah sosial kontemporer, seperti perdagangan manusia, 

pengangguran, perilaku menyimpang, kenakalan remaja, dan 

eksploitasi terhadap anak kian muncul mewarnai fenomena 

kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu dalam konteks 

pembangunan nasional, kebijakan publik merupakan suatu 

perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan 

menerjemahkan tujuan tujuan pembangunan (Suryono, 2018). 

Kebijakan publik membantu dalam perencanaan pembangunan 

nasional dengan menetapkan prioritas, sasaran, dan langkah-

langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Dengan adanya kebijakan publik yang jelas, pemerintah dapat 

memberikan arah yang konsisten bagi pembangunan nasional. 

Selain itu, Kebijakan publik juga berfungsi sebagai alat untuk 
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mengatur dan mengendalikan berbagai aspek pembangunan, 

termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Regulasi ini penting 

untuk menghindari ketimpangan, mencegah penyalahgunaan, dan 

menciptakan iklim yang kondusif  bagi pembangunan yang 

berkelanjutan 

Kebijakan publik adalah serangkaian langkah atau tindakan 

yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan ini ditujukan untuk 

kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan individu atau 

kelompok tertentu. 

 Kebijakan publik Dikatakan sangat penting sebab suatu 

kebijakan yang di atas kertas sudah terbuat lewat proses yang baik 

serta isinya pula bermutu tetapi tidak otomatis dapat dilaksanakan 

setelah itu menciptakan suatu kecocokan yang selaras dengan apa 

yang dinginkan oleh pembuatnya. Penting juga karena suatu 

kebijakan dapat - serta kerapkali terjalin - diperlakukan seakan lebih 

berarti ataupun sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai. (Rusli, 

2013). Kebijakan publik mempunyai kedudukan berarti dalam 

memastikan arah serta cara-cara menggapai tujuan publik. Dengan 

terdapatnya kebijakan publik yang efisien pemerintah serta lembaga 

publik bisa mengendalikan serta mengelola sumber energi dan 

pengaruhi sikap warga buat menggapai hasil yang di idamkan. 

Dengan  kebijakan publik yang efektif  serta upaya yang pas dalam 

mengelola serta mengatur sumber tenaga dan pengaruhi perilaku 

masyarakat pemerintah serta lembaga publik bisa menggapai hasil 

yang di idamkan dalam melindungi keberlanjutan area serta 

mempromosikan tenaga yang lebih bersih serta berkepanjangan. 
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Pentingnya kebijakan publik untuk menjaga kedaulatan 

negara upaya tidak diintervensi dan adanya konflik kepentingan 

oleh negara lain, itu salah satunya mengapa kebijakan publik ini 

diperlukan dan tugas pemerintah yang tidak pernah tergantikan. 

Melalui Anderson dan Dye (1987) bahwa adanya tiga (3) bagian 

klasifikasi yakni pertama alasan ilmiah (scientific reasons) bahwa 

kebijakan publik untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam 

mengenai hakikat silsilah,rangkaian, dan dampak untuk masyarakat 

(Raviansyah dkk, 2022). 

Ada beberapa alasan mengapa kebijakan publik ini di 

perlukan dan merupakan tugas pemerintah yang tidak bisa di 

gantikan oleh siapapun diantaranya: 

1. Kedaulatan serta Keamanan Negeri. Dengan kebijakan publiklah 

yang menetapkan langkah-langkah buat melindungi kedaulatan 

negeri dan merupakan esensial dalam melindungi integritas serta 

otonomi sesuatu negeri. Ini terkait dengan langkah-langkah buat 

melindungi daerah, sumber energi alam, serta hak-hak warganya 

dari ancaman internal serta eksternal. 

2. Menghindari Intervensi Asing: Kebijakan publik yang berfokus 

pada kedaulatan negeri pula mencakup langkah-langkah buat 

menghindari campur tangan serta intervensi oleh negara-negara 

asing dalam urusan dalam negara. Intervensi semacam itu bisa 

mengganggu stabilitas politik, ekonomi, serta sosial sesuatu 

negeri.  

3. Membangun Kemandirian Ekonomi: Kebijakan publik yang 

diperuntukan buat melindungi kedaulatan negera pula bisa 

mempromosikan kemandirian ekonomi. Ini termasuk 
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melindungi industri dalam negara dari persaingan yang tidak adil 

serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkepanjangan. 

4. Membangun Kesejahteraan Sosial: Kebijakan publik yang 

melindungi kedaulatan negeri serta menjauhi konflik 

kepentingan dari negeri lain pula bisa berakibat positif  pada 

kesejahteraan sosial. Dengan melindungi stabilitas serta 

keamanan, pemerintah bisa fokus pada pembangunan sosial, 

pembelajaran, kesehatan, serta kesejahteraan warga. 

Dalam konteks ini, pemerintah mempunyai kedudukan krusial 

dalam mengumpulkan, menganalisis, serta menguasai informasi 

yang relevan buat meningkatkan kebijakan yang efisien. Dengan 

uraian yang mendalam tentang permasalahan serta konsekuensi 

kebijakan, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang pas 

buat mempromosikan kepentingan terbaik bagi negara serta 

warganya.  

kebijakan publik yang berdasarkan pada alasan ilmiah tidak 

hanya berfokus pada aspek keamanan dan pertahanan, tetapi juga 

termasuk kebijakan di berbagai bidang seperti ekonomi, 

pendidikan, lingkungan, dan sosial. Semua aspek kebijakan ini harus 

saling terkait dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, 

yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan negara dan masyarakatnya. 

Analisis sebuah kebijakan itu sangat penting dan diperlukan 

dalam rangka merumuskan kebijakan yang mumpuni (Udik Budi 

Wibowo, 2013). Kebijakan yang baik harus didasarkan pada data, 

informasi, dan pemahaman yang mendalam tentang isu atau 

masalah yang ingin di atasi. Terbitnya kebijakan publik dilandasi 

kebutuhan buat penyelesaian permasalahan yang terjalin di  

masyarakat. Kebijakan publik diresmikan oleh para pihak 
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(stakeholders), paling utama pemerintah yang diorientasikan pada 

pemenuhan kebutuhan serta kepentingan warga. Arti dari 

penerapan kebijakan publik ialah sesuatu ikatan yang membolehkan 

pencapaian tujuan-tujuan ataupun  sasaran selaku hasil akhir dari 

aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah (Jumria Mansur, 2021). 

Hasil akhir dari kegiatan pelaksanaan kebijakan publik haruslah 

mencerminkan pencapaian tujuan ataupun sasaran yang di idamkan 

oleh pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan publik yang baik 

hendak menggapai hasil yang positif  ataupun menguntungkan 

untuk warga serta cocok dengan arah yang di idamkan oleh 

pemerintah. Pelaksanaan kebijakan publik tidak senantiasa berjalan 

dengan lancar serta dapat mengalami bermacam tantangan, 

tercantum perbandingan komentar konflik kepentingan, dan 

kendala-kendala instan yang lain. Oleh sebab itu, formulasi serta 

penerapan kebijakan publik haruslah didasarkan pada analisis yang 

teliti partisipasi warga dan penilaian serta pengawasan yang terus-

menerus buat menggapai hasil yang diharapkan. 

C. Penutup 

 kebijakan publik merupakan landasan untuk menciptakan 

masyarakat yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan. Pentingnya 

kebijakan publik terletak pada peranannya dalam menyelesaikan 

masalah masyarakat, menyediakan pelayanan publik yang 

berkualitas, mengatur perilaku, mencapai tujuan pembangunan, 

mewakili kepentingan publik, dan mengelola sumber daya secara 

bijaksana. 

 Kebijakan publik merupakan panduan atau instruksi yang 

diberikan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau 

mencapai tujuan tertentu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, 
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gangguan lingkungan, dan krisis kesehatan. Dengan merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mencari 

solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam 

masyarakat. 

Demikian halnya Dengan partisipasi masyarakat dalam 

proses pembentukan kebijakan, pemerintah dapat memahami 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih baik, sehingga 

kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan dapat mengatasi 

permasalahan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. 
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BAB 4 

PENDEKATAN KEBIJAKAN PUBLIK 
Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si 

putrohade@gmail.com 

A. Pendekatan Rasional  

Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pengambilan 

keputusan dalam kebijakan publik harus didasarkan pada analisis 

rasional yang melibatkan identifikasi tujuan yang jelas, pemetaan 

alternatif  kebijakan, evaluasi manfaat dan biaya, serta analisis risiko. 

Pendekatan ini menekankan pada efisiensi dan pemilihan kebijakan 

yang optimal berdasarkan pertimbangan rasional. 

Pendekatan ini mengacu pada proses pengambilan keputusan 

yang terarah dan berdasarkan analisis obyektif. Beberapa elemen 

kunci dalam pendekatan rasional meliputi: (Afriansyah et al., 2022); 

(Umiyati et al., 2023); (Hendrayady et al., 2023); (Alaslan et al., 

2023); (Guampe, Kundhani, et al., 2023); (Zahari et al., 2023); 

(Hasan et al., 2023); (Guampe, Rosidah, et al., 2023) 

1) Identifikasi Tujuan yang Jelas: Pendekatan rasional 

menekankan pentingnya mengidentifikasi tujuan yang spesifik 

dan jelas dalam merancang kebijakan publik. Tujuan ini harus 

didefinisikan dengan baik agar dapat diukur dan dievaluasi. 

2) Pemetaan Alternatif  Kebijakan: Setelah tujuan diidentifikasi, 

langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan memetakan 

alternatif  kebijakan yang memungkinkan untuk mencapai 
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tujuan tersebut. Alternatif  kebijakan ini harus 

dipertimbangkan secara komprehensif, dan berbagai opsi 

harus dieksplorasi. 

3) Evaluasi Manfaat dan Biaya: Pendekatan rasional mendorong 

evaluasi manfaat dan biaya dari setiap alternatif  kebijakan 

yang dipertimbangkan. Analisis manfaat dan biaya ini dapat 

melibatkan pengukuran langsung maupun penilaian kualitatif. 

Tujuannya adalah untuk memahami konsekuensi positif  dan 

negatif  dari masing-masing kebijakan yang dipertimbangkan. 

4) Analisis Risiko: Pendekatan rasional juga memperhitungkan 

analisis risiko dalam pengambilan keputusan kebijakan. 

Analisis risiko mencakup identifikasi, penilaian, dan 

pengelolaan risiko yang terkait dengan implementasi 

kebijakan. Dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin 

terjadi, pengambil keputusan dapat merencanakan strategi 

mitigasi dan pengendalian yang tepat. 

5) Efisiensi dan Pemilihan Optimal: Pendekatan rasional 

menekankan pada pencapaian efisiensi dalam kebijakan 

publik. Dalam konteks ini, kebijakan yang dianggap optimal 

dipilih berdasarkan pertimbangan rasional, yaitu kebijakan 

yang memberikan manfaat maksimal dengan biaya yang 

dikeluarkan seefisien mungkin. 

Pendekatan rasional berusaha untuk meminimalkan bias dan 

pengaruh emosional dalam pengambilan keputusan kebijakan. 

Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini seringkali dihadapkan 

pada keterbatasan data, kompleksitas kebijakan, dan konteks politik 

yang kompleks. Oleh karena itu, kebijakan publik sering kali 

melibatkan pertimbangan lebih dari sekadar analisis rasional 

semata. 
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B. Pendekatan Incremental 

Pendekatan ini melibatkan proses pengambilan keputusan 

yang berjalan secara bertahap dan inkremental, di mana kebijakan 

baru dibangun berdasarkan kebijakan yang sudah ada. Pendekatan 

ini mengakui keterbatasan informasi dan keterbatasan waktu dalam 

pengambilan keputusan, sehingga kebijakan dievaluasi dan 

disesuaikan secara bertahap seiring waktu. 

Penjelasan lebih rinci tentang pendekatan incremental, 

sebagai berikut: (Fajrillah et al., 2022); (Umiyati et al., 2023); 

(Hendrayady et al., 2023); (Alaslan et al., 2023); (Guampe, 

Kundhani, et al., 2023); (Mustanir, Salampessy, et al., 2023); 

(Amane, Bagenda, et al., 2023) 

1) Proses Bertahap: Dalam pendekatan inkremental, kebijakan 

publik dikembangkan dan diimplementasikan dalam tahap-

tahap atau langkah-langkah bertahap. Hal ini memungkinkan 

pengambilan keputusan yang lebih adaptif  dan responsif  

terhadap perubahan yang terjadi seiring waktu. Setiap tahap 

atau langkah memperhitungkan hasil dan pelajaran dari 

langkah sebelumnya. 

2) Dasar pada Kebijakan yang Ada: Pendekatan inkremental 

mengakui pentingnya membangun kebijakan baru 

berdasarkan kebijakan yang sudah ada. Kebijakan yang ada 

menjadi titik awal atau pijakan untuk pengembangan 

kebijakan baru. Pendekatan ini mempertimbangkan bahwa 

perubahan kebijakan secara drastis atau revolusioner 

mungkin kurang efektif  atau sulit dilakukan. 

3) Evaluasi dan Penyesuaian: Pendekatan ini menekankan 

pentingnya evaluasi kebijakan yang ada dan penyesuaian 
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berkelanjutan. Kebijakan yang ada dievaluasi secara teratur 

untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi tersebut menjadi 

dasar untuk penyesuaian atau perubahan kebijakan yang 

diperlukan. 

4) Keterbatasan Informasi dan Waktu: Pendekatan inkremental 

mengakui bahwa informasi yang tersedia mungkin terbatas 

dan tidak lengkap. Karena itu, pengambilan keputusan 

didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang tersedia 

pada saat itu. Keterbatasan waktu juga menjadi faktor 

penting, sehingga pengambilan keputusan terkadang 

dilakukan dalam situasi yang memerlukan tindakan cepat dan 

adaptasi. 

5) Responsif  terhadap Perubahan: Pendekatan inkremental 

memungkinkan respons yang lebih baik terhadap perubahan 

lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan penyesuaian 

yang berkelanjutan, kebijakan publik dapat lebih adaptif  dan 

responsif  terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan 

lingkungan. 

Pendekatan inkremental mengakui bahwa pengambilan 

keputusan kebijakan adalah proses yang kompleks, dengan banyak 

variabel yang saling terkait. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini 

mungkin kurang efektif  untuk mengatasi perubahan yang 

mendesak atau masalah yang membutuhkan solusi cepat. Oleh 

karena itu, kombinasi pendekatan lain seperti rasional, partisipatif, 

atau eksperimental juga dapat digunakan bersama-sama dengan 

pendekatan inkremental untuk merancang dan 

mengimplementasikan kebijakan publik yang lebih holistik. 
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C. Pendekatan Advocacy  

Pendekatan ini menekankan peran kelompok advokasi atau 

kelompok kepentingan dalam proses kebijakan publik. Pendekatan 

ini berfokus pada upaya kelompok-kelompok ini untuk 

mempengaruhi agenda kebijakan, membentuk preferensi kebijakan, 

dan memobilisasi dukungan untuk kebijakan tertentu. 

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan 

advokasi: (Ritonga et al., 2023); (Umiyati et al., 2023); (Hendrayady 

et al., 2023); (Alaslan et al., 2023); (Guampe, Kundhani, et al., 

2023); (Amane, Hutajulu, et al., 2023); (Mustanir, Sutiyan, et al., 

2023); (Mustanir, Yuyun Alfasius Tobondo, et al., 2023) 

1) Peran Kelompok Advokasi: Pendekatan advokasi mengakui 

peran kelompok advokasi dalam mengadvokasi kepentingan 

dan pandangan mereka terkait dengan kebijakan publik. 

Kelompok advokasi dapat terdiri dari organisasi masyarakat 

sipil, kelompok kepentingan, kelompok penekan, atau LSM 

yang bertujuan untuk mewakili dan memperjuangkan 

kepentingan spesifik. 

2) Mempengaruhi Agenda Kebijakan: Salah satu fokus utama 

pendekatan advokasi adalah mempengaruhi agenda 

kebijakan. Kelompok advokasi berusaha untuk mendapatkan 

perhatian dan penempatan isu yang ingin mereka prioritaskan 

dalam agenda kebijakan publik. Ini melibatkan upaya lobi, 

kampanye, atau penggunaan media untuk memperjuangkan 

kepentingan mereka dan menarik perhatian pembuat 

kebijakan. 

3) Membentuk Preferensi Kebijakan: Pendekatan advokasi juga 

berupaya membentuk preferensi kebijakan yang mendukung 
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kepentingan kelompok advokasi tersebut. Ini melibatkan 

penyusunan argumen dan bukti yang mendukung kebijakan 

yang diinginkan, serta mengadvokasi kebijakan tersebut 

kepada pembuat kebijakan, masyarakat, dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

4) Memobilisasi Dukungan: Selain mempengaruhi agenda dan 

membentuk preferensi kebijakan, kelompok advokasi juga 

berupaya memobilisasi dukungan untuk kebijakan yang 

mereka perjuangkan. Ini dapat melibatkan kampanye sosial, 

pengorganisasian acara, pemberdayaan masyarakat, atau 

penggalangan dukungan melalui media sosial. Tujuannya 

adalah untuk menciptakan momentum dan meningkatkan 

dukungan publik untuk kebijakan yang mereka ajukan. 

Pendekatan advokasi mencerminkan kepentingan pluralitas 

dalam masyarakat dan memperluas ruang partisipasi dalam 

pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini juga memungkinkan 

berbagai suara dan perspektif  untuk diakomodasi dalam proses 

kebijakan publik. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan advokasi 

juga harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan yang 

berbeda dan melibatkan dialog dan negosiasi antara kelompok 

advokasi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk 

mencapai kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan. 

D. Pendekatan Partisipatif  

Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan 

masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Melalui 

pendekatan ini, masyarakat diundang untuk memberikan masukan, 

memberikan pemikiran, dan terlibat dalam pengambilan keputusan 

kebijakan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih 

responsif  dan lebih berkualitas. 
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Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan 

partisipatif: (Agus Hendrayady et al., 2022); (Umiyati et al., 2023); 

(Hendrayady et al., 2023); (Alaslan et al., 2023); (Guampe, 

Kundhani, et al., 2023); (Fardiansyah et al., 2023) 

1) Keterlibatan Masyarakat: Pendekatan partisipatif  melibatkan 

keterlibatan langsung dan aktif  masyarakat dalam proses 

pembuatan kebijakan publik. Masyarakat diundang untuk 

memberikan masukan, memberikan pemikiran, dan 

berpartisipasi dalam dialog dan diskusi terkait kebijakan. 

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kepentingan dan 

perspektif  masyarakat diakomodasi dalam kebijakan yang 

dihasilkan. 

2) Informasi dan Pendidikan: Pendekatan partisipatif  juga 

melibatkan penyediaan informasi yang memadai kepada 

masyarakat mengenai kebijakan yang akan dibahas. 

Masyarakat perlu memahami isu-isu yang terkait, konsekuensi 

kebijakan yang mungkin terjadi, serta pilihan kebijakan yang 

ada. Pendidikan dan pemahaman yang baik membantu 

masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif  dalam proses 

pengambilan keputusan. 

3) Pemikiran Bersama dan Konsensus: Dalam pendekatan 

partisipatif, upaya dilakukan untuk mencapai pemikiran 

bersama dan mencari konsensus antara masyarakat, 

pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan. Ini 

melibatkan proses dialog yang terbuka, transparansi, dan 

saling mendengarkan di antara semua pihak yang terlibat. 

Konsensus yang dicapai dapat menghasilkan kebijakan yang 

lebih inklusif  dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. 
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4) Mekanisme Partisipatif: Pendekatan partisipatif  melibatkan 

penggunaan mekanisme partisipatif, seperti pertemuan 

publik, kelompok diskusi, forum konsultasi, atau pemilihan 

umum. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif  dalam proses 

pengambilan keputusan kebijakan. Pemerintah dan lembaga 

terkait bertanggung jawab untuk memastikan aksesibilitas, 

representativitas, dan keadilan dalam mekanisme partisipatif  

ini. 

5) Responsif  dan Berkualitas: Dengan melibatkan masyarakat 

secara aktif, pendekatan partisipatif  bertujuan untuk 

menghasilkan kebijakan yang lebih responsif  terhadap 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat 

juga dapat meningkatkan kualitas kebijakan dengan 

memperkaya perspektif, pengalaman, dan pengetahuan yang 

berbeda yang ada dalam masyarakat. 

Pendekatan partisipatif  meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini 

memperkuat legitimasi kebijakan dan membangun hubungan yang 

lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat. Penting untuk 

memastikan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya formalitas, 

tetapi juga memperhatikan kebutuhan, representasi, dan keadilan 

dalam proses partisipatif. 

E. Pendekatan Eksperimental 

Pendekatan ini melibatkan penggunaan desain eksperimen 

dalam merancang dan menguji kebijakan publik. Pendekatan ini 

memungkinkan evaluasi dampak kebijakan dengan mengadakan 

eksperimen terkontrol dan membandingkan hasilnya dengan 

kelompok kontrol. Pendekatan ini memungkinkan pembuat 
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kebijakan untuk menguji kebijakan secara lebih sistematis dan 

berdasarkan bukti empiris. 

Pendekatan ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk 

mendapatkan bukti empiris tentang dampak kebijakan sebelum 

mengimplementasikannya secara luas. Berikut adalah penjelasan 

lebih lanjut tentang pendekatan eksperimental: (Amane, Febriana, 

et al., 2023); (Umiyati et al., 2023); (Hendrayady et al., 2023); 

(Alaslan et al., 2023); (Guampe, Kundhani, et al., 2023); (Afdhal et 

al., 2023) 

1) Desain Eksperimen: Pendekatan eksperimental melibatkan 

merancang eksperimen terkontrol yang menguji efek 

kebijakan publik secara sistematis. Desain eksperimen 

mencakup pembentukan kelompok perlakuan (yang 

menerima kebijakan yang akan diuji) dan kelompok kontrol 

(yang tidak menerima kebijakan tersebut). Hal ini 

memungkinkan pembandingan langsung antara kelompok 

tersebut untuk mengevaluasi dampak kebijakan. 

2) Evaluasi Dampak Kebijakan: Dalam pendekatan 

eksperimental, evaluasi dampak kebijakan dilakukan dengan 

membandingkan hasil antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. Dengan memperhatikan perbedaan antara 

kedua kelompok tersebut, dapat dilihat apakah kebijakan 

publik memiliki efek yang diharapkan atau tidak. Evaluasi ini 

didasarkan pada pengumpulan dan analisis data empiris. 

3) Pengujian Hipotesis: Pendekatan eksperimental 

memungkinkan pembuat kebijakan untuk menguji hipotesis 

mereka tentang dampak kebijakan secara lebih sistematis. 

Dengan menggunakan kelompok kontrol, pembuat kebijakan 
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dapat membandingkan hasil dari kelompok yang menerima 

kebijakan dengan kelompok yang tidak menerimanya. Hasil 

dari eksperimen tersebut dapat digunakan untuk memperkuat 

atau mengoreksi hipotesis kebijakan yang telah diajukan. 

4) Berbasis Bukti: Pendekatan eksperimental dalam kebijakan 

publik menekankan pentingnya pengambilan keputusan 

berdasarkan bukti empiris yang diperoleh melalui desain 

eksperimen. Hal ini membantu memastikan bahwa kebijakan 

publik didasarkan pada informasi yang objektif  dan dapat 

diandalkan, serta mengurangi keputusan yang berdasarkan 

pada prasangka atau asumsi tanpa dasar. 

5) Pengembangan Kebijakan yang Lebih Efektif: Dengan 

menggunakan pendekatan eksperimental, pembuat kebijakan 

dapat mengidentifikasi kebijakan yang lebih efektif  dan 

berdampak positif. Dengan melakukan eksperimen dan 

evaluasi dampak secara sistematis, kebijakan publik dapat 

diperbaiki dan disesuaikan berdasarkan bukti empiris yang 

diperoleh. 

Pendekatan eksperimental meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Dengan 

memanfaatkan metode ilmiah dan bukti empiris, pendekatan ini 

membantu memastikan bahwa kebijakan publik didasarkan pada 

evaluasi yang objektif  dan berdasarkan data. Namun, penting untuk 

mempertimbangkan keterbatasan dan kompleksitas dalam 

merancang dan melaksanakan eksperimen kebijakan, serta 

memperhatikan etika dan implikasi sosial yang terkait. 

F. Pendekatan Kompleksitas 

Pendekatan ini mengakui bahwa kebijakan publik sering kali 

melibatkan sistem yang kompleks, dengan interaksi yang rumit 



 85  
 

antara berbagai variabel dan pemangku kepentingan. Pendekatan ini 

menekankan pemahaman konteks sosial, politik, dan ekonomi yang 

kompleks serta pengakuan terhadap ketidakpastian dan 

ketidakpastian dalam pengambilan keputusan kebijakan. 

Penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan kompleks, sebagai 

berikut: (Holle et al., 2023); (Umiyati et al., 2023); (Hendrayady et 

al., 2023); (Alaslan et al., 2023); (Guampe, Kundhani, et al., 2023); 

(Bormasa et al., 2023); (Amane, Haq, et al., 2023) 

1) Sistem yang Kompleks: Pendekatan kompleks dalam 

kebijakan publik mengakui bahwa kebijakan publik 

beroperasi dalam sistem yang kompleks. Sistem ini terdiri dari 

interaksi yang rumit antara berbagai variabel, faktor, dan 

pemangku kepentingan yang saling terkait. Dalam 

pendekatan ini, kebijakan publik dilihat sebagai bagian dari 

sistem yang lebih besar dan dipahami dalam konteks 

hubungan dan dinamika antara elemen-elemen tersebut. 

2) Pemahaman Konteks yang Kompleks: Pendekatan kompleks 

menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam 

terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks 

di mana kebijakan publik diterapkan. Pemahaman ini 

mencakup faktor-faktor seperti struktur sosial, budaya, nilai-

nilai, kepentingan politik, dan dinamika ekonomi yang 

memengaruhi kebijakan. Konteks ini harus dipertimbangkan 

dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi 

kebijakan publik. 

3) Ketidakpastian dan Ketidakpastian: Pendekatan kompleks 

mengakui adanya ketidakpastian dan ketidakpastian dalam 

pengambilan keputusan kebijakan. Kebijakan publik 
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seringkali menghadapi kondisi di mana informasi lengkap 

tidak tersedia, hasil yang diharapkan tidak dapat diprediksi 

dengan pasti, dan hasil kebijakan dapat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Dalam 

pendekatan ini, pengambilan keputusan kebijakan harus 

dapat menangani ketidakpastian dan ketidakpastian ini 

dengan melakukan pemodelan, analisis sensitivitas, atau 

pengelolaan risiko yang tepat. 

4) Pendekatan Adaptif: Dalam sistem yang kompleks dan penuh 

ketidakpastian, pendekatan kompleks menekankan 

pentingnya adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. 

Kebijakan publik harus mampu beradaptasi dengan 

perubahan kondisi, mengatasi ketidakpastian, dan 

memperbaiki diri sendiri berdasarkan pembelajaran dari 

implementasi dan evaluasi kebijakan sebelumnya. 

5) Kolaborasi dan Partisipasi: Pendekatan kompleks juga 

mendorong kolaborasi dan partisipasi berbagai pemangku 

kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. 

Dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian, 

melibatkan berbagai perspektif  dan pengetahuan dapat 

membantu menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif  

dan relevan. 

Pendekatan kompleks dalam kebijakan publik mengakui 

realitas kompleksitas dan ketidakpastian yang terlibat dalam proses 

kebijakan. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik, fleksibel, 

dan adaptif  dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik. 
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Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak 

Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui 

email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau 

dengan what app melalui 085395333301 
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BAB 5 

MODEL-MODEL KEBIJAKAN PUBLIK 
 

Aries Samudra Wicaksono 

aries.samudra.w@gmail.com 

A. Model Inkrementalisme 

Dye, 2013; Jan-Erik Lane, 2000; Nugroho, 2003 mengatakan 

bahwa model inkrementalis merupakan kombinasi dari berbagai 

variabel eksternal dan internal. Model ini menyangkut proses 

kebijakan yang membahas hubungan antara lingkungan dan 

pengambilan keputusan dengan cara yang lebih kompleks (Jan-Erik 

Lane, 2000). Model ini dirasa lebih memuaskan dari sudut pandang 

teoritis dengan alasan memiliki nilai tinggi dalam kriteria seperti 

koherensi dan kesederhanaan. Menurut Jan-Erik Lane, 2000 model 

inkrementalisme mengklaim bahwa pengambilan keputusan—

khususnya di sektor publik pada ditentukan oleh waktu dan 

keputusan yang dibuat sebelumnya, merupakan penentu penting 

dari kebijakan saat ini (Dye, 2013). Artinya keputusan-keputusan 

yang sudah ada menjadi dasar dari keputusan saat seperti program 

dan kebijakan—dengan peningkatan, pengurangan, atau modifikasi 

program-program yang ada saat ini (Dye, 2013). Model inkremental 

adalah model dengan proses pengambilan keputusan yang stabil 

dari waktu ke waktu, yang berarti bahwa masa depan adalah fungsi 

linier dari masa lalu (Jan-Erik Lane, 2000).  
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Kekuatan dari model inkremental akan sangat mengesankan 

jika model tersebut dapat menentukan seberapa besar perubahan 

program yang diperbolehkan untuk dilakukan jika ingin disebut 

sebagai 'kenaikan'. Demikian pula, teori ini akan memadai secara 

formal jika dapat menentukan signifikansi hubungan yang stabil 

antara kebijakan tahun ini dan kebijakan tahun lalu. Namun, secara 

teoritis tampaknya sangat sulit untuk menentukan seberapa besar 

penambahan positif  atau negatif  yang diperbolehkan 

(DEMPSTER & WILDAVSKY, 1979) 

B. Model Pengambilan Keputusan Rasional  

Kekuatan model keputusan rasional berasal dari sifat 

teoretisnya yang menarik. Rangkaian asumsi dicirikan oleh 

koherensi dan kesederhanaan: (1) fungsi nilai konsisten dan 

terintegrasi; (2) model ini mengasumsikan pengetahuan yang 

lengkap tentang alternatif  dan lingkungan; (3) model ini 

menggunakan aturan-aturan keputusan yang sederhana seperti 

maksimisasi nilai yang diharapkan atau aturan mini-max atau mini-

regret (Kalinowski & Simon, 1957). 

Kelemahan dari model keputusan rasional berasal dari 

kurangnya realisme perilaku. Karena asumsinya jarang terpenuhi, 

model ini memiliki tingkat konfirmasi yang rendah. Hal ini tidak 

hanya berlaku untuk perilaku pilihan individu, namun juga berlaku 

untuk pilihan kolektif  dalam lingkungan politik. Pemerintah, seperti 

halnya organisasi mana pun, bertindak di bawah asumsi rasionalitas 

(Thompson, 1967). Namun, pertanyaan empirisnya adalah seberapa 

dekat perilaku aktual dengan ekspektasi model keputusan rasional.  



 95  
 

C. Model Pilihan Publik  

Menurut Nugroho, 2003 model kebijakan ini melihat 

kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif  dari 

individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. 

Akar kebijakan ini sendiri berakar dari teori ekonomi pilihan publik 

yang mengandaikan bahwa manusia adalah homo ecnomicus yang 

memiliki kepentingan- kepentingan yang harus dipuaskan. 

Prinsipnya adalah buyer meet seller; supply meet demand.  

 

D. Model Proses 

Menurut Dye, 2013 Salah satu tujuan utama dari model ini 

adalah untuk menemukan pola aktivitas atau proses dari sebuah 

kebijakan. Model proses dapat membantu kita dalam memahami 

berbagai kegiatan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan (Dye, 

2013). Para ilmuwan politik yang memiliki ketertarikan model ini 

telah mengelompokkan berbagai kegiatan yang berhubungan 

dengan kebijakan publik, yaitu: 

Tahapan dalam Model Proses Kebijakan 

Identifikasi 

Masalah  

Identifikasi masalah kebijakan melalui 

permintaan dari individu dan kelompok 

sebagagai bahan tindakan pemerintah. 

Penyusunan 

Agenda 

Memfokuskan perhatian media massa dan 

pejabat publik kepada masalah-masalah 

publik yang spesifik yang kemudian 

memutuskan apa yang akan diputuskan. 

Formulasi Membuat dan mengembangkan isi proposal 
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Tahapan dalam Model Proses Kebijakan 

Kebijakan  kebijakan oleh kelompok-kelompok 

kepentingan, pemerintah, legislatif, dan 

lembaga pemikir (seperti perguruan tinggi). 

Pengesahan 

Kebijakan  

Pemilihan dan pemberlakuan kebijakan 

melalui tindakan oleh legislatif, presiden, dan 

pengadilan (yudikatif). 

Implementasi 

Kebijakan  

Implementasi kebijakan melalui birokrasi 

pemerintah, pengeluaran publik, peraturan, 

dan kegiatan lain dari lembaga eksekutif. 

Evaluasi 

Kebijakan 

Evaluasi kebijakan oleh lembaga-lembaga 

pemerintah sendiri, konsultan dari luar 

(misalnya dari perguruan tinggi), media 

masa, dan masyarakat umum. 

 

E. Model Kelembagaan (Dye, 2013) 

Sebuah kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik 

sebelum diadopsi, diimplementasikan, dan ditegakkan oleh suatu 

institusi pemerintah. Institusi pemerintah memberikan tiga ciri khas 

pada kebijakan publik. Pertama, pemerintah memberikan legitimasi 

terhadap kebijakan. Kebijakan pemerintah pada umumnya dianggap 

sebagai kewajiban hukum yang menuntut kesetiaan warga negara. 

Masyarakat mungkin menganggap kebijakan kelompok dan asosiasi 

lain dalam masyarakat-korporasi, gereja, organisasi profesi, asosiasi 

sipil, dan sebagainya-sebagai sesuatu yang penting dan bahkan 
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mengikat. Tetapi hanya kebijakan pemerintah yang melibatkan 

kewajiban hukum.  

Kedua, kebijakan pemerintah melibatkan universalitas. Hanya 

kebijakan pemerintah yang menjangkau semua orang dalam suatu 

masyarakat; kebijakan kelompok atau organisasi lain hanya 

menjangkau sebagian masyarakat. Terakhir, pemerintah 

memonopoli pemaksaan dalam masyarakat-hanya pemerintah yang 

secara sah dapat memenjarakan pelanggar kebijakannya. Sanksi 

yang dapat dijatuhkan oleh kelompok atau organisasi lain dalam 

masyarakat lebih terbatas. Kemampuan pemerintah untuk 

menuntut kesetiaan seluruh warganya, memberlakukan kebijakan 

yang mengatur seluruh masyarakat, dan memonopoli penggunaan 

kekerasan yang sah inilah yang mendorong individu dan kelompok 

untuk bekerja agar preferensi mereka dapat diimplementasikan ke 

dalam kebijakan. 

F. Model Rasional (Dye, 2013) 

Model rasional merupakan model kebijakan yang melibatkan 

perhitungan semua jenis nilai sosial, politik, dan ekonomi yang akan 

dicapai oleh kebijakan public. Sebagai seorang implementator, 

memilih kebijakan yang rasional harus berlandaskan pada: (1) 

mengetahui semua keutamaan nilai masyarakat dan bobotnya, (2) 

memahami semua jenis alternatif  kebijakan yang tersedia, (3) 

memahami semua efek dari setiap alternatif  kebijakan, (4) 

kemudian menghitung perbandingan antara manfaat yang 

ditimbulkan dan biaya dari setiap alternatif  kebijakan, dan (5) 

terakhir, memilih alternatif  kebijakan yang paling tepat dan efisien. 

Pembuatan kebijakan yang rasional juga membutuhkan informasi 

tentang kebijakan-kebijakan alternatif, kemampuan prediksi untuk 
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meramalkan secara akurat konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-

kebijakan alternatif, dan kemampuan untuk menghitung dengan 

tepat rasio biaya dan manfaat. Terakhir, pembuatan kebijakan yang 

rasional membutuhkan sistem pengambilan keputusan yang 

memfasilitasi rasionalitas dalam pembentukan kebijakan.  

Namun, ada banyak hambatan dalam pengambilan keputusan 

yang rasional, begitu banyak, bahkan, sehingga hal ini jarang terjadi 

di pemerintahan. Hambatan penting dalam pembuatan kebijakan 

yang rasional: 

1. Banyak manfaat dan biaya yang saling bertentangan tidak 

dapat dibandingkan atau ditimbang;  

2. Para pembuat kebijakan mungkin tidak termotivasi untuk 

membuat keputusan atas dasar tujuan-tujuan sosial,  

3. Hambatan dalam mengumpulkan semua informasi yang 

diperlukan untuk membuat semua alternatif kebijakan ayng 

diperlukan;  

4. Para policy maker tidak memiliki kapabilitas yang cukup 

dalam menghitung biaya dan manfaat kebijakan secara 

akurat;.  

5. Ketidakpastian mengenai akibat dari berbagai alternatif 

kebijakan, memaksa para policy maker untuk berpegang 

teguh pada kebijakan-kebijakan sebelumnya. Tujuannya 

untuk mengurangi efek kebijakan yang tidak diinginkan 

serta tidak terantisipasi.  

G. Model Deskriptif dan Normatif (Dunn, 2018) 

1. Model Deskriptif   

Model deskriptif  menjelaskan atau dapat juga memprediksi 

penyebab dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model 
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deskriptif  digunakan untuk memantau hasil tindakan kebijakan, 

misalnya seperti pendapatan, lapangan kerja, dan sebagainya yang 

termasuk dalam daftar indikator sosial dan ekonomi. Model 

deskriptif  juga digunakan untuk meramalkan kinerja ekonomi, 

permintaan energi, pemanasan global, dan hasil-hasil kebijakan 

lainnya di masa depan.  

 

2. Model Normatif   

Model normatif  tidak hanya berusaha untuk menjelaskan 

atau memprediksi, tetapi juga untuk menentukan tindakan agar 

pencapaian mencapai tingkat optimal yang diinginkan. Model 

normatif  mengambil bentuk dengan menemukan nilai variabel 

kebijakan yang akan menghasilkan utilitas terbesar. Kemudian nilai 

variabel tersebut diukur dengan nilai variabel hasil yang ingin kita 

ubah. Nilai-nilai dari variabel kebijakan dan variabel hasil sering kali 

dinyatakan dalam bentuk kuantitas moneter seperti dolar ($), euro 

(€), atau kuantitas lainnya. 

 

H. Model Sistem 

Model sistem merupakan model kebijakan yang dilandasi 

oleh teori politik. lebih tepatnya dianologikan dengan kehidupan 

sistem politik (Nugroho, 2003). Lebih lanjut Birkland, 2019 

kehidupan sistem politik yang dimaksud adalah adanya pengaruh 

oleh/dan mempengaruhi lingkungan tempat sistem tersebut 

beroperasi. Asumsi Easton, 1957 terkait mekanisme kerja model ini 

dimulai dengan input (masukan/sumber yang akan diproses). 

Kemudian input diproses dan diubah menjadi output yang 



 100  
 

merupakan hasil akhir dari semua proses. Masih dari Easton, 1957 

output ini pada akhirnya mempunyai dampak—baik bagi sistem 

maupun bagi lingkungan tempat sistem itu berada. 

 

Gambar 1 Model Sistem Politik 

 

Namun yang perlu diperhatikan dalam menggunakan model sistem 

yaitu batas-batas antara sistem politik dan lingkungannya. 

Batas-batas antara sistem politik dan lungkungan disekitarnya 

dirasa tidak jelas/kabur, karena saling tumpang tindih (Birkland, 

2019).  

I. Model Strategis (Bryson, 1988) 

Model strategis umumnya dapat diaplikasikan dalam organisasi 

profit/bisnis maupun nonprofit/publik. Tahapan model ini dimulai 

dari:  

1. Development of an initial agreement concerning the strategic planning 
elfort (Pengembangan kesepakatan awal mengenai 
perencanaan strategis). Kesepakatan awal harus mencakup 
tujuan; langkah-langkah yang diinginkan (dalam proses); 
bentuk dan waktu laporan; peran, fungsi, dan sebagainya 



 101  
 

2. Identification and clarification of mandates (Identifikasi dan 
klarifikasi mandat). Tujuan dari langkah ini adalah untuk 
mengidentifikasi dan mengklarifikasi mandat—baik formal 
dan informal yang dibebankan kepada organisasi, dan 
menjadi keharusan bagi setiap organisasi publk. Sebagian 
besar organisasi publik, mandate-mandat akan tertuang dalam 
peraturan resmi pemerintah (misal undang-undang), anggaran 
dan sebagainya—yang berkaitan dengan produk pemerintah.  

3. Development and clarification of mission and values (Pengembangan 
dan klarifikasi misi dan nilai-nilai). Langkah ketiga, adalah 
pengembangan dan klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. 
Sebelum mengembangkan sebuah pernyataan misi, sebuah 
organisasi harus menyelesaikan analisis pemangku 
kepentingan. Pemangku kepentingan menurut Freeman et al., 
2010; Wicaksono, 2023 didefinisikan sebagai setiap orang, 
kelompok atau organisasi yang dapat mengajukan klaim atas 
perhatian, sumber daya atau keluaran organisasi, atau 
dipengaruhi oleh keluaran tersebut (Bryson, 1988). Dalam 
bentuk analisis pemangku kepentingan yang paling 
sederhana, organisasi mengidentifikasi para pemangku 
kepentingan dan kepentingannya, kemudian membuat kriteria 
pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi. 
Setelah analisis pemangku kepentingan selesai, organisasi 
dapat mengembangkan pernyataan misi dengan 
mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan 
utama. 

4. External environmental assessment (Penilaian lingkungan 
eksternal). Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Tren saat ini, 
peristiwa politik, ekonomi, sosial dan perkembangan 
teknologi dapat dinilai bersama dengan sifat dan status 
berbagai kelompok pemangku kepentingan. Seperti 
pelanggan, klien/pengguna organisasi, dan pesaing atau 
kolaborator yang potensial. 
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5. Internal environmental assessment (Penilaian lingkungan internal). 
Langkah selanjutnya adalah penilaian terhadap organisasi. 
Tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan dan kelemahan 
organisasi tersebut. Adapun penilaian terhadap organisasi 
dilakukan melalui 3 tahap meliputi: sumber daya organisasi 
(input), strategi yang digunakan saat ini (proses) dan kinerja 
organisasi (output). Sayangnya, sebagian besar organisasi tidak 
terbuka terkait input yang digunakan—sumber daya yang 
mereka miliki. Bahkan, strategi yang digunakan hingga kinerja 
organisasi juga jarang dibuka untuk kalayak umum. Namun, 
sifat akuntabilitas telah berubah, organisasi publik  dituntut 
untuk semakin bertanggung jawab atas output dan juga input-
nya. Analisis pemangku kepentingan melalui SWOT dapat 
membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan sifat 
akuntabilitas ini. Alasannya karena analisis SWOT memaksa 
organisasi untuk fokus pada kriteria yang digunakan 
pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi. 
Selain itu, analisis SWOT sangat penting dalam perumusan  
strategi yang efektif dalam memanfaatkan peluang, serta 
mengatasi atau meminimalkan kelemahan dan ancaman. 

6. Strategic issue identification (Identifikasi isu strategis). Isu-isu 
strategis adalah pertanyaan kebijakan mendasar yang 
mempengaruhi mandat organisasi publik; misi dan nilai-nilai 
organisasi publik; tingkat dan layanan, pengguna layanan atau 
sebagainya. Biasanya, isu-isu strategis harus ditangani dengan 
cepat dan efektif jika organisasi ingin bertahan dan 
berkembang. Sebuah organisasi yang tidak menangani 
masalah strategis mungkin tidak dapat bertahan dari ancaman 
dan memanfaatkan peluang yang ada. Isu strategis, hamper 
pasti mengandung konflik. Konflik tersebut dapat berupa 
tujuan (apa); cara (bagaimana); filosofi (mengapa); lokasi (di 
mana); waktu (kapan); dan siapa yang akan terbantu atau 
dirugikan oleh cara-cara yang berbeda dalam menyelesaikan 
masalah (siapa). Agar isu-isu tersebut dapat diangkat dan 
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diselesaikan secara efektif, organisasi publik harus siap untuk 
menghadapi konflik tersebut. Sebuah pernyataan isu strategis 
harus mengandung tiga elemen. Pertama, isu tersebut harus 
dijelaskan secara ringkas, sebaiknya dalam satu paragraf. 
Kedua, faktor-faktor yang membuat isu tersebut harus 
menjadi pertanyaan kebijakan yang mendasar dan 
dicantumkan. Terakhir, tim pembuat rencana harus 
membeberkan konsekuensi dari kegagalan dalam menangani 
konflik-konflik yang terjadi. 

7. Strategy development (Pengembangan strategi). Langkah ini 
ditujukan untuk mengembagkan strategi yang dapat 
menangani isu-isu yang telah diidentifikasi pada tahapan 
sebelumnya. Strategi dalam konteks ini berkaitan dengan pola 
tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan dan/atau 
alokasi sumber daya yang mendefinisikan apa itu organisasi, 
apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.  

8. Description of the orgunizution in the future (Menggambarkan 
organisasi di masa yang akan datang). Langkah ini—dan tidak 
selalu digunakan—organisasi publik dapat gambaran dimasa 
depan terkait keberhasilannya. Namun, tidak semua 
organisasi memiliki deskripsi atau visi seperti ini. Biasanya, 
yang termasuk dalam tahapan ini terkait dengan deskripsi 
misi organisasi, strategi dasarnya, kriteria kinerjanya, beberapa 
aturan keputusan yang penting, dan standar etika yang 
diharapkan dari semua karyawan. 
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Istilah kebijakan publik seringkali diartikan secara luas 

dipergunakan  dalm keterkaitannya dengan tindakan-tindakan  

pemerintah atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku 

penyelenggara negara  pada umumnya. Thomas R. Dye         (Irfan 

Islamy, 2000:18 dalam Zaidan, 2013:23) memberi arti kebijakan  

publik sebagai “is  what ever  government choose to do or not to 

do” (apapun yang dipilih pemerintah  untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan). Definisi ini  meskipun terkesan sederhama namun 

memiliki  arti serta cakupan  atau dimensi yang sangat luas. Artinya 

pengertian ini memberikan  makna yang sangat dalam  yang 

terkandung dalam  merumuskan  konsep kebijakan publik. 

George. C. Edward III dan Ira Sharkansky (Zaidan 2013:24) 

merumuskan kebijakan publik “ ..is what  government  say to do or 

not to do , its goals or purposes of  gaverment program …” ( 

…adalah apa yang dinyatakan  dan dilakukan  atau tidak dilakukan 
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pemerintah, kebijakan publik itu  berupa sasaran atau tujuan  

program-program pemerintah ….”) 

Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan 

akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk 

bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling 

berhubungan satu sama lain. Menurut Fredrich dalam Agustino 

(2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan 

yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan 

(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-

kesempatan) dimana kebijakan tersebut  diusulkan agar berguna 

dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud 

 Dari berbagai  pengertian kebijakan publik, maka  perlu   untuk  

memahami bagaimana  proses atau tahapan kebijakan publik itu 

sendiri. Pada bagian ini   dikemukakan  proses atau tahan-tahapan  

kebijakan public dimaksud, yaitu: 

A. Kebijakan Publik Sebagai Proses 

Kebijakan publik sebagai suatu proses, maka kegiatan yang dilakukan 

untuk mengetahui permasalahan-permasalahan sesuai dengan issue-

issue yang berkembang dalam masyarakat yaitu dengan cara 

mengidentifikasi dan mengagendakan merupakan bagian yang 

sangat penting dari proses  
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Sebagai suatu proses, maka langkah awal dilakukan dalam pembuatan 

kebijakan publik yaitu perumusan masalah dan menempatkan 

dalam agenda kebijakan. Selanjutnya masalah-masalah yang telah 

teridentifikasi untuk dilakukan pemecahan masalahnya akan 

disusun dalam bentuk formulasi kebijakan.  

Michael Howlet dan M. Ramesh yang dikutip  oleh Subarsono dalam 

Zaidan, 2013 : 51) menyatakan bahwa  proses kebijakan publik 

terdiri dari lima tahapan sebagai berikut: 

1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses  agar 

suatu masalah  bisa mendapat perhatian dari pemerintah. 

2. Formulasi Kebijakan (policy formulation) yakni proses 

perumusan pihan-pilihan. 

3. Pembuatan Keputusan (decicion making) yakni proses ketika  

pemerintah memili  untuk melakukan suatu tindakan 

4. Implementasi  Kebijakan (Policy Implementation), yakni proses 

untuk melaksanakan  kebijakan  supaya mencapai  hasil. 

5. Evaluasi Kebijakan (policy evaluation) yakni proses untuk 

memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. 

Patton dan Savicky (dalam Zaidan 2013:52) menbuat siklus proses 

kebijakansebagai berikut: 

1. Mendefinisikan masalah (define the problem) 

2. Menetukan  kreteria evaluasi (determine evaluation criteria) 
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3. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan (alternatify alternative 

policies) 

4. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternative (evaluate 

alternative policies) 

5. Menyeleksi kebijakan-kebijakan pilihan (select preferred  policy) 

6. Menerapkan  kebijakan-kebijakan pilihan  (implement the  

preferred policy) 

B. Perumusan Kebijakan 

Penetapan Perumusan Kebijakan Publik Tahapan perumusan kebijakan 

merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait 

dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat 

kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung 

yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses 

ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan 

dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan 

ekonomi. Tahap perumusan kebijakan melibatkan aktifitas 

identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan untuk 

mengatasi sebuah permasalahan serta mempersempit seperangkat 

solusi tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir 

(Sidney, 2007: 79).  

Menurut Sidney perumusan kebijakan mencoba menjawab 

sejumlah pertanyaan, yaitu: apa rencana untuk menyelesaikan 
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masalah? Apa yang menjadi tujuan dan prioritas? Pilihan apa yang 

tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Apa saja keuntungan dan 

kerugian dari setiap pilihan? Eksternalitas apa, baik positif maupun 

negatif yang terkait dengan setiap alternatif? (Sidney, 2007: 79) 

Perumusan seperangkat alternatif akan melibatkan proses 

identifikasi terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikan 

masalah; serta kemudian mengidentifikasi dan mendesain 

seperangkat perangkat kebijakan spesifik yang dapat mewakili setiap 

pendekatan (Sidney, 2007: 79).  

Perumusan kebijakan akan lebih mudah dimengerti apabila 

menggunakan suatu model atau pendekatan tertentu.Oleh karena 

itu, beberapa ahli mengembangkan model-model  perumusan 

kebijakan untuk mengkaji proses perumusan kebijakan agar lebih 

mudah dipahami. Dengan demikian, pembuatan model-model 

perumusan kebijakan digunakan untuk lebih menyederhanakan 

proses perumusan kebijakan yang berlangsung secara rumit 

tersebut.  

1. Model Rational Komprehensif 

 Model ini merupakan model yang paling dikenal dan juga paling luas 

diterima parakalangan pengkaji kebijakan. Model teori ini 

mengedepankan gagasan bahwa kebijakansebagai maximum social 

gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus 

memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi 
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masyarakat. Model ini mengatakan bahwa proses penyusunan 

kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan yang sudah 

diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah 

perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan 

kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi dan 

aspek ekonomis. Cara–cara memformulasikan atau merumuskan 

kebijakannya sesuai urutan adalah sebagai berikut: 

 a. Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya 

 b. Menemukan pilihan-pilihan 

 c. Menilai konsekuensi masing- masing pilihan  

d. Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan 

 e. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien  

Apabila dirunut, model ini merupakan model ideal dalam 

merumuskan kebijakan, dalam arti mencapai tingkat efisiensi dan 

efektivitas kebijakan. Studi-studi kebijakan biasanya memfokuskan 

pada tingkat efisiensi dan keefektifan kebijakan (Nugroho, 2006: 

82). Unsur- unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

 1) Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu 

yang dapat dibedakan dari masalah–masalah lain atau setidaknya 

dinilai sebagai masalah–masalah yang dapat diperbandingkan 

satu sama lain.  

2) Tujuan-tujuan, nilai–nilai, atau saran yang memedomani pembuat 
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keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai 

dengan urutan kepentingannya. 

3) Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti 

secara seksama.  

 4) Teliti juga akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan 

oleh setiap alternatif yang dipilih  

       5) Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya 

dapat diperbandingkan dengan alternatif lain yang ada. 

 

2. Model Inkrementalis  

Model ini merupakan model penambahan (inkrementalis). Model ini lahir 

berdasarkan kritik dan perbaikan terhadap model rasional-

komprehensif dengan mengubah (memodifikasi) sedikit-sedikit 

kebijakan yang sudah dibuat oleh model rasional komprehensif 

(Islamy,2004: 59). Dijelaskan bahwa para pembuat kebijakan dalam 

model rasional komprehensif tidak pernah melakukan proses 

seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional dikarenakan para 

pembuat kebijakan tidak memiliki cukup waktu,intelektual dan 

biaya. Ada muncul kekhawatiran dari dampak yag tidak diinginkan 

akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, ada hasil–

hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan dan 

menghindari konflik (Nugroho, 2006: 89).  

Model ini melihat bahwa kebijakan merupakan variasi atau kelanjutan 
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dari kebijakan di masa lalu. Model ini dapat dikatakan sebagai 

model pragmatis/praktis.Pendekatan model ini diambil ketika 

pembuat kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, 

ketersediaan informasi, dan kecukupan dana untuk melakukan 

evaluasi kebijakan secara komprehensif. Sementara itu pembuat 

kebijakan dihadapkan pada ketidakpastian yang muncul di 

sekelilingnya.  

Menurut pandangan kaum inkrementalis, para pembuat 

keputusan dalam menunaikan tugasnya berada di bawah keadaan 

yang tidak pasti yang berhubungan dengan konsekuensi-

konsekuensi dari tindakan mereka di masa depan, maka keputusan-

keputusan inkremental dapat mengurangi resiko atau biaya ketidak 

pastian itu. Inkrementalisme juga mempunyai sifat realistis karena 

didasari kenyataan bahwa para pembuat keputusan kurang waktu, 

kecakapan dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan untuk 

melakukan analisis yang menyeluruh terhadap semua penyelesaian 

114riminal114114114 masalah-masalah yang ada. 

3.  Model Mixed Scanning (pengamatan terpadu) 

Model Mixed Scanning  sebagai suatu pendekatan untuk mengambil 

keputusan yang bersifat fundamental maupun yang 

114riminal114114114. Model ini belajar dari kelebihan dan 

kekurangan model-model sebelumnya. Model mixed scanning ini 

memanfaatkan dua macam model sebelumnya secara fleksibel dan 
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sangat tergantung dengan masalah dan situasinya. Model mixed 

scanning memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat 

keputusan untuk memobilisasikan kekuasaannya serta semakin 

efektif guna mengimplementasikan keputusan–keputusan mereka. 

Lebih mudah dipahami bahwa model ini adalah model yang amat 

menyederhanakan masalah. Model ini disukai karena pada 

hakikatnya model ini merupakan pendekatan  

Dari beberapa model atau pendekatan dalam pembuatan 

kebijakan yang sudah dipaparkan sebelumnya, masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini, tidak ada 

pernyataan yang mana yang paling baik dan sesuai di antara 

beberapa model tersebut. Yang pastinya, untuk menentukan model 

mana yang akan dipakai untuk merumuskan kebijakan, haruslah 

yang paling baik dan berlandaskan pada kriteriakriteria tertentu 

yang sesuai dengan kebutuhan 

C. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan suatu bagian dari 

proses kebijakan publik. Dalam hal ini implementasi kebijakan 

merupakan bagian yang sangat menentukan tercapainya tujuan 

kebijakan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang 

sedang terjadi, ataupun demi suksesnya pelaksanaan suatu kegiatan 

tertentu. Suksesnya implementasi kebijakan tidak akan mudah 
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tercapai dengan tanpa adanya suatu upaya dalam 

mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan.  

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan, dalam 

hal ini implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk 

mewujudkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam 

kebijakan, hal tersebut dilakukan agar tujuan yang diinginkan dalam 

kebijakan akan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. 

Disamping itu, dari adanya implementasi kebijakan akan 

memberikan suatu kontribusi bagi kebijakan yang akan datang. 

Sehingga dalam implementasi kebijakan diperlukan adanya kesatuan 

tindakan dari para implementator.  

Sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai 

pemerintah yang merupakan implementator. Maka implementasi 

kebijakan menjadi suatu upaya dalam mencapai tujuan daripada 

kebijakan itu sendiri. Untuk itulah setiap implementasi kebijakan 

akan sangat tergantung dari tindakan-tindakan yang dilakukan 

implementator dilapangan, sebab tanpa implementator yang 

cekatan maka kebijakan yang ada tidak memiliki kekuatan. Hal ini 

sebagaimana diungkapkan oleh Suwaryo (2006:258) bahwa,  

Berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan 
ditentukan oleh banyak faktor. Namun faktor para 
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pelaksana memainkan peranan penting dalam menentukan 
berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Hal ini didasarkan 
kepada argumentasi, bahwa para pelaksana ini yang 
menghantarkan kebijakan tersebut pada masyarakat. Kalau 
orang yang menjadi implementing agencynya sama sekali tidak 
memahami kebijakan maka dengan sendirinya akan terjadi 
missing link antara kebijakan itu sendiri dengan 
implementasinya. 

Bila ditelaah secara kritis dari pendapat di atas, tampaknya 

dalam implementasi kebijakan lebih mengutamakan adanya jalan 

tengah sebagai upaya penyelesaian masalah yang terdapat di 

masyarakat, implementasi kebijakan tetap diterapkan dan dilakukan 

pula langkah-langkah kompromi sebagai tindakan untuk 

memuluskan tercapainya tujuan kebijakan. Dalam hal ini, 

implementasi kebijakan diterapkan dengan tetap berpegang pada 

tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun juga dengan tetap 

memperhatikan berbagai kondisi yang sedang terjadi di lapangan 

yang kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan 

kebijakan yang diimplementasikan. 

Pada bagian yang lain, Wahab (2004:64) mendefinisikan 

implementasi kebijakan dengan mengungkapkan bahwa, 

“Implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses 

melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk 

undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, 

perintah eksekutif, atau dekrit presiden)”. Dalam hal ini, Wahab 
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mempertegas bahwa implementasi kebijakan yang merupakan 

bagian dari suatu kebijakan publik, telah ditentukan suatu langkah-

langkah tindakan yang akan dilakukan dan telah tertuang secara 

jelas dalam suatu kebijakan yang tertulis 

Selanjutnya  Dwijowijoto (2008:432)  menyatakan bahwa, 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar 
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih 
tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan 
publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 
mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui 
formulasi kebijkan derivat atau turunan dari kebijakan 
publik tersebut. 

Implementasi kebijakan memerlukan langkah-langkah 

sebagai penuntun, agar implementasi kebijakan tidak mengalami 

penyimpangan dan tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. 

Langkah-langkah tersebut dimulai dari tahap identifikasi masalah 

sebagai tahap yang sangat penting sebab tanpa suatu identifikasi 

masalah yang baik maka sulit menentukan tindakan yang tepat pada 

proses implementasi kebijakan. Logikanya adalah sesudah 

identifikasi masalah diketahui maka dapat menentukan tujuan yang 

hendak dicapai, yang selanjutnya 

D. Evaluasi Kebijakan Publik  

  Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi 

masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap 
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rencana dan standar. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang 

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup 

substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975).  

Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. 

Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir 

saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Sedangkan 

Stufflebeam dalam Arikunto (2006 : mengungkapkan bahwa 

evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan 

pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan 

dalam menentukan 119riminal119119119 keputusan. Menurut 

William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti 

yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi 

beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. 

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran 

(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). 

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau 

manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan 

dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh 

kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui 

tindakan 119rimin, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi 

metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan 

masalah dan rekomendasi.  

Menutut Dunn (2003:608- 609, dalam Zaidan, 2013) 
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evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya 

dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.  

1.  Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut 

keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi 

terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau 

kegunaan 120rimin kebijakan atau program dan bukan sekedar 

usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan 

yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran 

kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup 

prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu 

sendiri;  

2.  Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik 

fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau 

program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi 

(atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil 

kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau 

seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus 

didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara 

120rimin merupakan konsekwensi dari aksi-aksi yang dilakukan 

untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu 

pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;  

3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan 

120riminal120120,. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah 



 121  
 

aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga 

mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat 

sebelum aksi-aksi (ex-ante);  

4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi 

mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai 

tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi 

sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai 

intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan 

karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai 

sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan 

kepentingan 121riminal dan saling ketergantungan antar tujuan 

dan sasaran.  

Selanjutnya  Winarno (2008:225)  menyatakan Bila 

kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, 

maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses 

kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan 

sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses 

kebijakan 121rimin. Pada dasamya, kebijakan 121rimin dijalankan 

dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang 

berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sabelumnya. 

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan 121rimin 

meraih hasil yang diinginkan. 

Lebih lanjut Abidin (2006:211)  menyatakan, evaluasi secara 
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lengkap mengandung tiga pengertian yaitu :  

1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat 

sebelum dilaksanakan (ex-ante evaluation); 

2.   Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring; 

3.  Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan 

kebijakan (ex-post evaluation). 

Abidin (2006:213) kemudian  mengemukakan bahwa 

informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (values) 

yang antara lain berkenaan dengan : 

 1). Efisiensi (Efficiency), yakni perbandingan antara hasil dengan 

biaya, atau  (hasil/biaya);  

2). Keuntungan (profitability), yaitu selisih antara hasil dengan biaya 

atau (hasil/biaya);  

3).  Efektif (effectiveness), yakni penilaian pada hasil, tanpa 

memperhitungkan biaya;  

4). Keadilan (equity), yakni keseimbangan (proporsional) dalam 

pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan);  

5).  Detriments, yakni 122riminal122 122riminal dalam bidang 122rimin 

seperti 122riminal; 

 6). Manfaat tambahan (marginal rate of return), yaitu tambahan 

hasil banding biaya atau pengorbanan (change-in 

benefits/change –in-cost).  
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E. Revisi Kebijakan 

Setiap evaluasi kebijakan  akan menghasilkan kesimpulan, 

apakah suatu kebijakan  dapat dilanjutkan atau dihentikan. Apabila 

suatu kebijakan itu tetap akan dilanjutkan, maka apakah kebijakan 

itu tetap seperti bentuk  semula ataukah  direvisi, hal ini tentunya 

sangat tergantung  capaian tujuan kebijakan itu sendiri yang lebih 

dikenal dengan kelompok sasaran (target group) 

Revisi Kebijakan dapat dipahami  sebagai bagian sebangun 

dengan proses perumusan kebijakan, namun terdapat perbedaan, 

dimana revisi kebijakan harus dimulai  dari evaluasi kebijakan 

                                              Gambar. 
                                      Proses revisi kebijakan 
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A. Pengertian Identifikasi 

Identifikasi adalah proses untuk mengenali atau memahami 
karakteristik suatu objek atau masalah dengan pengamatan, 
pengukuran, dan analisis (Klein, 2002). Tujuannya adalah untuk 
menentukan sifat, jenis, dan ukuran karakteristik dari objek yang 
diteliti atau masalah yang dihadapi. Identifikasi dapat dilakukan 
dalam berbagai bidang, antara lain dalam penyelesaian masalah, 
penelitian, dan penyusunan kebijakan. Identifikasi sering kali 
merupakan tahap awal yang penting dalam proses pengambilan 
keputusan atau tindakan untuk menyelesaikan masalah atau 
mencapai tujuan. Jadi, identifikasi merupakan suatu proses yang 
kritis dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan 
dalam berbagai bidang (Hsiao, 1983). 

Secara umum, identifikasi merujuk pada proses untuk 
mengenali, menentukan, dan mengumpulkan informasi mengenai 
suatu objek atau masalah yang akan diteliti atau diselesaikan. Proses 
ini penting dalam menyusun kebijakan publik atau dalam 
penyelesaian masalah di berbagai bidang, seperti pendidikan, 
kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh 
studi kasus identifikasi di Indonesia yaitu Suatu organisasi non-
profit mengidentifikasi masalah marjinalisasi dan diskriminasi 
terhadap kelompok minoritas di wilayah perkotaan di Indonesia, 
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terutama di wilayah Jakarta dan Surabaya. Organisasi ini berfokus 
pada upaya memerangi masalah ini dengan cara mengajarkan hak-
hak dasar kelompok minoritas melalui kampanye kesadaran publik 
dan pelatihan untuk kelompok minoritas. 

Selama proses penyusunan masalah, organisasi ini 
melakukan analisis situasi dengan mengumpulkan data tentang 
kasus diskriminasi dan marjinalisasi yang terjadi pada kelompok 
minoritas. Hasil studi menunjukkan bahwa kelompok minoritas 
tidak memiliki akses yang adil ke pendidikan, pekerjaan, dan 
layanan publik lainnya. Organisasi kemudian memutuskan untuk 
memfokuskan upaya mereka pada tiga kelompok minoritas, yaitu 
komunitas LGBT, orang asing, dan orang yang menderita gangguan 
jiwa. Setelah masalah ini diidentifikasi, organisasi ini melakukan 
upaya lebih lanjut dalam mengidentifikasi sub-masalah yang muncul 
pada kelompok-kelompok ini. Dalam hal ini, mereka menentukan 
bahwa kelompok LGBT mengalami kesulitan dalam mendapatkan 
akses kesehatan, perlindungan hukum, serta tingkat diskriminasi 
yang tinggi saat mencari pekerjaan. Sementara itu, orang asing dan 
orang yang menderita gangguan jiwa menghadapi kesulitan yang 
berbeda seperti proses penguburan jenazah, pemenuhan hak-hak 
atas properti, dan akses ke layanan kesehatan. 

Setelah sub-masalah diidentifikasi, organisasi ini mulai 
merancang program pengintervensian dengan sasaran spesifik yang 
dapat mengatasi masalah-masalah ini. Program ini mencakup 
pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, konseling, dan bantuan 
hukum sesuai dengan kebutuhan kelompok minoritas yang 
berbeda. Organisasi ini berhasil menciptakan kesadaran publik dan 
memberikan dukungan kepada kelompok minoritas, sehingga 
mereka dapat berpartisipasi secara aktif  di masyarakat. Dengan cara 
ini, organisasi telah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang 
spesifik, mengembangkan program-program yang sesuai, dan 
memberikan solusi konkret bagi kelompok minoritas yang 
terpinggirkan. 
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Dalam konteks yang berbeda-beda, identifikasi dapat 
diartikan sebagai proses pengenalan, pencarian informasi, 
pemahaman masalah atau situasi, dan pengambilan keputusan. 
Dalam sains, identifikasi adalah suatu proses untuk mengenali atau 
menetapkan benda tertentu, molekul, atau organisme, dan 
mengkategorikannya dengan cara yang konsisten dan setepat 
mungkin. Kemudian dalam bisnis, identifikasi dapat mencakup 
pencarian produk, pelanggan, atau pasar potensial yang 
membutuhkan produk tertentu. Selanjutnyadunia pendidikan, 
identifikasi digunakan untuk mengenal dan menganalisis 
karakteristik siswa secara individual, di mana informasi tersebut 
dapat membantu guru dalam membuat kurikulum dan strategi 
pengajaran yang tepat. 

Ada psikologi, identifikasi merujuk pada kemampuan siswa 
untuk mengenali dan memahami emosi mereka sendiri dan emosi 
orang lain, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan 
keterampilan sosial. Lain pula lingkungan hidup, identifikasi 
bertujuan untuk mengenali spesies flora dan fauna serta lingkungan 
alam dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan 
keanekaragaman hayati dan dalam politik dan sosial, identifikasi 
dapat memuat segala hal mulai dari identifikasi suku atau agama, 
hingga identifikasi kelompok minoritas atau mayoritas serta hak-
hak minoritas dan penetapan wilayah. 

Secara umum, identifikasi adalah suatu proses pengenalan 
atau pencarian informasi tentang sesuatu yang membutuhkan 
perhatian, dengan tujuan untuk memahami secara lebih baik, 
mengenali karakteristik, dan mengembangkan solusi atau strategi 
untuk memecahkan masalah. 

B. Pengertian Penyusunan Masalah 

Identifikasi adalah proses untuk mengenali atau memahami 
karakteristik suatu objek atau masalah dengan pengamatan, 
pengukuran, dan analisis. Tujuannya adalah untuk menentukan 
sifat, jenis, dan ukuran karakteristik dari objek yang diteliti atau 
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masalah yang dihadapi. Identifikasi dapat dilakukan dalam berbagai 
bidang, antara lain dalam penyelesaian masalah, penelitian, dan 
penyusunan kebijakan. Identifikasi sering kali merupakan tahap 
awal yang penting dalam proses pengambilan keputusan atau 
tindakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Jadi, 
identifikasi merupakan suatu proses yang kritis dalam penyelesaian 
masalah dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. 
Berikut ini adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai 
pengertian penyusunan masalah: 
a. Menurut Von Neumann dan Morgenstern, penyusunan 

masalah adalah suatu proses logika berpikir yang membantu 
seseorang dalam menghadapi permasalahan matematis atau 
ekonomi yang kompleks (Neumann & Morgenstern, 1992). 

b. Menurut Herbert Simon, penyusunan masalah adalah proses 
penguraian suatu masalah ke dalam bagian-bagian atau elemen-
elemen yang lebih kecil dan mudah dipecahkan, sehingga 
memudahkan pengambilan keputusan (Simon, 2016). 

c. Menurut Koren dan Harel, penyusunan masalah adalah proses 
pencarian dan identifikasi masalah yang rumit, dengan tujuan 
mengurai dan memecah masalah menjadi komponen-
komponen yang lebih sederhana sehingga mempermudah 
dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah (Koren 
& Harel, 2002). 

d. Menurut Luger dan Bauer, penyusunan masalah adalah suatu 
kemampuan dalam menentukan bagian-bagian esensial dari 
masalah dan menyusun bagian-bagian ini dalam dunia nyata 
untuk menghasilkan solusi yang optimal (Luger & Bauer, 1978).  

Secara umum, penyusunan masalah diartikan sebagai proses 
penguraian, identifikasi, dan pemecahan suatu masalah menjadi 
komponen-komponen yang lebih sederhana dan spesifik, dengan 
tujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan atau 
pemecahan masalah secara konkret. Berikut ini adalah contoh studi 
kasus penyusunan masalah di Indonesia: 

Sebuah organisasi non-profit di Indonesia ingin mengatasi 
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masalah polusi udara yang semakin meningkat di kota-kota besar 
seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung. Polusi udara ini telah 
mengakibatkan berbagai masalah kesehatan seperti asma, iritasi 
mata dan hidung, dan gangguan pernapasan lainnya. Untuk 
mengidentifikasi masalah ini, organisasi ini memulai dengan 
mengumpulkan data dan informasi tentang penyebab polusi udara 
dalam kota-kota besar tersebut. Data menunjukkan bahwa 
kendaraan bermotor, industri dan pembakaran sampah adalah 
penyebab utama polusi udara tersebut. Selain itu, kebiasaan 
masyarakat yang tidak ramah lingkungan seperti merokok di tempat 
umum, dan penggunaan bahan bakar tidak bersih juga berpengaruh 
pada tingginya tingkat polusi udara. 

Setelah penyebab masalah diidentifikasi, organisasi tersebut 
melakukan penentuan sub-masalah seperti: 
a. Kendaraan bermotor: Polusi yang dihasilkan oleh kendaraan 

bermotor menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi 
penduduk kota. Organisasi ini memfokuskan upayanya pada 
promosi penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti 
sepeda, electric scooter, dan motor listrik. Selain itu, mereka 
juga mendorong pemerintah untuk memperkenalkan kebijakan 
yang menyediakan jaringan transportasi publik yang terjangkau 
dan efisien. 

b. Industri: Sektor industri sangat berkaitan dengan polusi udara, 
khususnya di kota-kota besar. Organisasi ini bekerja sama 
dengan industri untuk mempromosikan penggunaan teknologi 
dan metode produksi terbarukan, dan memastikan bahwa 
industri mematuhi peraturan lingkungan yang ditetapkan 
pemerintah dalam pengawasan polusi udara. 

c. Pembakaran sampah: Pembakaran sampah merupakan 
penyebab utama polusi udara di daerah perkotaan. Organisasi 
ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan 
pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan melakukan 
edukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah 
dan pengelolaan sampah yang tepat. 
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Setelah sub-masalah diidentifikasi, organisasi ini merancang 
program pengintervensian untuk mengurangi dampak buruk polusi 
udara. Program ini meliputi sosialisasi dan edukasi tentang 
penggunaan transportasi ramah lingkungan, promosi teknologi dan 
metode produksi ramah lingkungan, dan kampanye pengurangan 
sampah. Dalam kasus ini, organisasi berhasil mengidentifikasi 
masalah polusi udara yang kompleks dan merumitkan, kemudian 
merancang program yang efektif dan dapat memberikan solusi 
konkret bagi masyarakat. Bersama-sama, organisasi dan pemerintah 
berkolaborasi untuk memerangi masalah polusi udara dan 
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk kota secara 
keseluruhan. 

C. Hubungan Identifikasi Penyusunan Masalah dengan 

Kebijakan Publik 

Identifikasi penyusunan masalah dan kebijakan publik saling 
berhubungan dan saling mempengaruhi. Hal ini karena identifikasi 
masalah merupakan langkah awal dalam proses kebijakan publik 
yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam 
proses identifikasi masalah, pemerintah atau lembaga terkait akan 
menganalisis situasi dan kondisi yang ada untuk menentukan 
masalah apa yang harus diatasi. Setelah itu, mereka akan 
merumuskan solusi dan kebijakan publik yang tepat untuk 
mengatasi masalah tersebut. Proses identifikasi masalah ini sangat 
penting, karena jika masalah yang diidentifikasi tidak tepat, maka 
kebijakan publik yang diambil juga tidak akan efektif  dalam 
menyelesaikan masalah tersebut. 

Sebaliknya, kebijakan publik juga dapat mempengaruhi 
identifikasi masalah. Ketika kebijakan publik yang diambil oleh 
pemerintah atau lembaga terkait tidak efektif  dalam menyelesaikan 
masalah yang ada, maka akan terjadi perubahan dalam identifikasi 
masalah tersebut. Pemerintah atau lembaga terkait akan melakukan 
evaluasi dan mengidentifikasi kembali masalah yang ada yang tidak 
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teratasi oleh kebijakan publik sebelumnya. Oleh karena itu, baik 
identifikasi masalah maupun kebijakan publik harus dijalankan 
dengan baik dan berkesinambungan agar dapat mencapai tujuan 
yang diinginkan, yaitu menyelesaikan masalah yang ada dalam 
masyarakat. 

Salah satu contoh studi kasus hubungan identifikasi 
penyusunan masalah dengan kebijakan publik di Indonesia adalah 
masalah stunting pada anak. Identifikasi masalah pada awalnya 
adalah tingginya angka stunting pada anak di Indonesia. Pemerintah 
dan lembaga terkait melakukan analisis untuk menentukan 
penyebab dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil 
identifikasi masalah menunjukkan bahwa salah satu penyebab 
stunting adalah kurangnya asupan gizi dari ibu hamil dan anak-
anak. Berdasarkan identifikasi masalah ini, pemerintah dan lembaga 
terkait menetapkan kebijakan publik seperti program pemberian 
makanan tambahan pada ibu hamil dan anak-anak, kampanye 
pengenalan makanan bergizi, dan pengembangan pusat gizi di 
wilayah-wilayah yang membutuhkan. 

Namun, kebijakan publik tersebut belum sepenuhnya 
efektif  dalam menyelesaikan masalah stunting pada anak. Hal ini 
mengakibatkan perubahan dalam identifikasi masalah, di mana 
pemerintah dan lembaga terkait melakukan evaluasi dan 
mengevaluasi kembali masalah stunting. Setelah melakukan analisis 
ulang, pemerintah menemukan bahwa masih ada faktor lain yang 
menyebabkan stunting, seperti sanitasi yang buruk dan akses 
terbatas pada air bersih. Berdasarkan identifikasi masalah yang baru, 
pemerintah dan lembaga terkait mengembangkan kebijakan publik 
baru, seperti program sanitasi dan pengembangan akses air bersih. 
Contoh studi kasus ini menunjukkan bahwa identifikasi masalah 
dan kebijakan publik secara langsung terkait dan saling 
mempengaruhi. Identifikasi masalah yang tepat dapat memperkuat 
kebijakan publik dan kebijakan publik yang efektif  dapat membantu 
memperbaiki identifikasi masalah. 
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D. Fenomena dalam Penyusunan Masalah 

Fenomena dalam Penyusunan Masalah yang ditemui di 
Indonesia sudah sering dialami oleh beberapa pemangku 
kepentingan yang ada, berikut fenomena yang sering ditemui 
diantaranya 
a. Ketidakjelasan masalah yang ingin diselesaikan; Penyusunan 

kebijakan publik yang efektif dan efisien harus dimulai dengan 
mengidentifikasi masalah atau isu yang ingin dihadapi. Namun, 
seringkali penyusun kebijakan kesulitan mengidentifikasi 
masalah dengan jelas, sehingga perumusan kebijakan pun tidak 
akurat. Ketidakjelasan masalah yang ingin diselesaikan dalam 
kebijakan publik merujuk pada kebingungan atau ketidakpastian 
dalam mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi oleh 
kebijakan publik. Hal ini dapat terjadi ketika masalahnya 
kompleks atau multifaset, atau saat data yang tersedia masih 
terbatas sehingga membuat sulit untuk memahami masalah 
dengan jelas. Hal ini dapat menyulitkan penyusunan kebijakan 
publik yang tepat karena tanpa pemahaman yang jelas tentang 
masalah yang akan diatasi, kebijakan publik yang dihasilkan 
mungkin tidak efektif atau bahkan membawa dampak yang 
tidak diinginkan. 

b. Tidak adanya data atau informasi yang memadai; Penyusunan 
kebijakan publik yang baik harus didasarkan pada data atau 
informasi yang valid dan akurat. Sayangnya, terkadang data atau 
informasi yang ada tidak memadai atau tidak komprehensif, 
sehingga sulit untuk memahami masalah dengan benar dan 
menyusun kebijakan yang tepat.  Tidak adanya data atau 
informasi yang memadai dalam penyusunan kebijakan publik 
merujuk pada kurangnya akses atau ketersediaan data atau 
informasi yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan 
yang efektif dan tepat sasaran. Hal ini bisa terjadi karena 
berbagai alasan, seperti biaya yang tinggi untuk mengumpulkan 
data yang dibutuhkan, metode pengumpulan data yang kurang 
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efektif, atau kurangnya sumber daya manusia yang competent di 
bidang pengumpulan dan analisis data. Kurangnya data atau 
informasi yang memadai dapat menyulitkan proses pembuatan 
kebijakan publik karena kebijakan yang dihasilkan harus 
didasarkan pada fakta dan bukti yang relevan untuk 
memperbaiki masalah yang ada. Tanpa data atau informasi yang 
memadai, kebijakan bisa jadi tidak efektif atau kurang tepat 
sasaran, atau bahkan mungkin menimbulkan dampak yang tidak 
diinginkan. Oleh karena itu, pengumpulan data dan informasi 
yang tepat menjadi sangat penting dalam proses perumusan 
kebijakan publik yang berkualitas. 

c. Perbedaan pandangan atau perspektif; Niat untuk menyusun 
kebijakan yang efektif harus dihadapi dengan menghadapi 
perbedaan pandangan atau perspektif. Berbagai faktor seperti 
kepentingan politik, sumber daya, atau kepentingan masyarakat 
dapat membuat para pemangku kepentingan memiliki 
pandangan atau perspektif yang berbeda, sehingga 
menimbulkan konflik. Perbedaan pandangan atau perspektif 
dapat terjadi dalam penyusunan kebijakan publik ketika orang-
orang dengan latar belakang, nilai, atau tujuan yang berbeda 
memiliki pandangan yang berbeda terhadap masalah yang sama. 
Perbedaan pandangan ini bisa terjadi karena faktor budaya, 
sosial, politik, atau ekonomi, serta pengalaman dan pendidikan. 
Perbedaan pandangan dapat menyulitkan penyusunan kebijakan 
publik yang menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan 
menyeluruh, karena pandangan yang berbeda dapat 
menghasilkan alternatif kebijakan yang berbeda pula. Namun, 
jika dikelola dengan baik, perbedaan pandangan dapat 
membantu memperkaya diskusi dan analisis kebijakan, 
mempertimbangkan perspektif yang berbeda-beda, dan 
menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan inklusif. Oleh 
karena itu, penting untuk memahami perbedaan pandangan 
yang ada dalam penyusunan kebijakan publik dan memastikan 
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bahwa semua suara didengar dan diperhitungkan dalam proses 
pengambilan keputusan. 

d. Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan 
kebijakan; Perumusan kebijakan publik yang efektif dan 
responsif harus melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, 
seringkali kebijakan dibuat oleh pihak pemerintah dan 
dilaksanakan secara top-down, sehingga masyarakat tidak 
merasa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan 
kebijakan yang dihasilkan tidak mempertimbangkan 
kepentingan mereka. Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam 
proses perumusan kebijakan berarti bahwa masyarakat tidak 
terlibat secara aktif dalam diskusi, pengambilan keputusan, atau 
implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Hal 
ini karena pemerintah kurang mengundang, menyediakan 
aksesibilitas, atau membuat mekanisme yang memungkinkan 
partisipasi aktif dan konstruktif dari masyarakat dalam proses 
perumusan kebijakan. Ketika masyarakat tidak memiliki akses 
atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perumusan 
kebijakan, maka kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak sesuai 
dengan kebutuhan, harapan, atau tuntutan masyarakat. 
Kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat 
dapat merusak kepercayaan dan transparansi dalam 
pemerintahan, serta memperburuk masalah yang sedang 
dihadapi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses 
perumusan kebijakan menjadi penting, karena masyarakat 
adalah subyek langsung dari kebijakan yang dirumuskan. 
Partisipasi masyarakat memastikan representasi yang lebih luas 
dan akurat dari beragam perspektif dan kepentingan sosial, 
ekonomi, dan politik, yang dapat membantu menghasilkan 
kebijakan yang lebih inklusif, lebih efektif, dan lebih efisien. 

e. Keterbatasan sumber daya; Keterbatasan sumber daya merujuk 
pada keterbatasan jumlah atau kualitas sumber daya yang 
tersedia untuk digunakan dalam mencapai tujuan tertentu. 
Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya fisik 
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seperti tanah, air, dan pangan, atau sumber daya manusia seperti 
tenaga kerja, pendidikan, dan keterampilan. Keterbatasan 
sumber daya dapat menjadi kendala atau hambatan dalam 
mencapai tujuan dan pemenuhan kebutuhan manusia atau 
organisasi. Terbatasnya sumber daya dapat menghasilkan 
pengelolaan sumber daya yang tidak tepat atau tidak memadai, 
mengurangi efektivitas dan produktivitas, dan bahkan 
menimbulkan konflik dalam masyarakat yang bersaing untuk 
mendapatkan sumber daya yang tersedia. Keterbatasan sumber 
daya juga sering menjadi alasan untuk membatasi kebijakan dan 
program pemerintah yang lebih ambisius dan komprehensif. Di 
sisi lain, keterbatasan sumber daya dapat menjadi sumber 
inspirasi bagi inovasi dan perubahan dalam mencari cara-cara 
baru untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara 
lebih efisien dan efektif. Dalam konteks pembangunan 
berkelanjutan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan 
menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sekarang 
dan di masa depan, serta untuk melindungi lingkungan dan 
mendukung kemakmuran social dan ekonomi. Pengelolaan 
sumber daya yang cerdas dan berkelanjutan dapat membantu 
mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk 
melahirkan hasil yang maksimal, baik bagi masyarakat maupun 
lingkungan. 

 

E. Identifikasi dan Penyusunan Masalah 

Menurut para ahli, identifikasi dan penyusunan masalah 
kebijakan publik adalah suatu proses yang kompleks dan 
membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah dan 
konteks yang terkait. Berikut ini adalah pandangan beberapa ahli: 
a. William Dunn mengemukakan bahwa proses identifikasi 

masalah dimulai dengan mencari permasalahan yang memiliki 
dampak signifikan terhadap masyarakat. Kemudian dipilih 
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masalah yang dapat diselesaikan oleh lembaga pemerintah 
(Dunn, 2018). 

b. Eugene Bardach dan Eric Patashnik menunjukkan bahwa 
identifikasi masalah melibatkan pengumpulan data dan 
informasi dari berbagai sumber. Hal ini diperlukan agar dapat 
memahami semua faktor yang mempengaruhi masalah serta 
menentukan fokus atau prioritas penyusunan kebijakan 
(Bardach & Patashnik, 2019). 

c. Ljung (1998) mengemukakan bahwa identifikasi masalah harus 
melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang terlibat 
dalam pola pikir dan persepsi akhirnya dapat menghasilkan 
pemahaman yang lebih baik mengenai masalah dan 
menemukan solusi yang lebih realistis (Ljung, 1998). 

d. Sedangkan, David Easton merekomendasikan agar identifikasi 
masalah dilakukan dengan mempertimbangkan nilai sosial dan 
politik. Hal ini memungkinkan pemilihan masalah yang dapat 
menjawab mesolitik politik dari masyarakat (Easton, 1957). 

e. Terakhir, Charles Lindblom (1980) menekankan bahwa 
penyusunan kebijakan tidak hanya membutuhkan proses 
identifikasi masalah yang optimal tetapi juga memerlukan studi 
dan eksperimen yang menyeluruh. Hanya dengan menjalankan 
studi dan eksperimen yang bermutu, maka sebuah kebijakan 
dapat merealisasikan kepentingan publik (Lindblom, 1980). 

Identifikasi dan penyusunan masalah kebijakan publik 
memiliki manfaat yang sangat penting (Muadi et al., 2016). Berikut 
ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari Identifikasi dan 
Penyusunan Masalah Kebijakan Publik: 
a. Memperbaiki kualitas kebijakan. Identifikasi dan penyusunan 

masalah kebijakan publik menjadi landasan penting untuk 
menghasilkan kebijakan yang berkualitas tinggi. Hal ini 
disebabkan karena proses identifikasi masalah memungkinkan 
pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang dihadapi 
dan konteks yang terkait, sehingga keputusan kebijakan yang 
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dihasilkan dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan 
yang diinginkan. 

b. Meningkatkan partisipasi publik. Identifikasi masalah yang 
melibatkan partisipasi publik dapat membuat masyarakat lebih 
terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini 
dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih baik dan 
mempengaruhi keputusan lebih efektif. 

c. Mengurangi konflik. Proses identifikasi masalah dan 
penyusunan kebijakan publik dapat mengurangi konflik antar 
kelompok masyarakat. Hal ini karena adanya pemahaman yang 
lebih baik tentang masalah dan kebutuhan masing-masing 
kelompok sehingga keputusan yang diambil dapat 
mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. 

d. Mengoptimalkan sumber daya. Identifikasi masalah yang tepat 
dan proses penyusunan kebijakan yang baik dapat membantu 
merencanakan dan mengalokasikan sumber daya yang 
dibutuhkan dengan lebih optimal. Hal ini dapat meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas kebijakan publik yang dihasilkan. 

e. Meningkatkan akuntabilitas. Identifikasi dan penyusunan 
masalah kebijakan publik yang dilakukan dengan baik dapat 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengambilan keputusan publik. Hal ini dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan 
membantu memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan 
dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kemudian selanjutnya untuk tujuan dari identifikasi dan 
penyusunan masalah kebijakan publik adalah sebagai berikut: 
a. Memahami masalah secara mendalam. Identifikasi masalah 

membantu memahami masalah secara mendalam, termasuk 
akar permasalahan dan faktor-faktor yang terkait. Dengan 
pemahaman yang lebih baik, lembaga pemerintah dapat 
memformulasikan solusi yang lebih efektif. 

b. Memprioritaskan masalah. Proses identifikasi masalah dapat 
membantu memprioritaskan masalah yang harus diselesaikan 
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oleh lembaga pemerintah. Hal ini karena adanya pemahaman 
yang jelas mengenai dampak dan kepentingan sosial dari 
masalah tersebut. 

c. Membuat keputusan yang tepat. Penyusunan masalah kebijakan 
publik yang baik menjadi landasan penting untuk membuat 
keputusan yang tepat. Melalui identifikasi masalah, lembaga 
pemerintah dapat mengumpulkan fakta dan informasi yang 
diperlukan untuk menentukan opsi kebijakan yang paling 
efektif dalam menyelesaikan masalah. 

d. Memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik. 
Identifikasi dan penyusunan masalah kebijakan publik yang baik 
dapat membantu lembaga pemerintah merencanakan sumber 
daya yang tepat dan mengalokasikan anggaran secara efisien. 
Hal ini juga membantu memastikan bahwa kebijakan publik 
yang dihasilkan benar-benar efektif dalam menyelesaikan 
masalah serta memenuhi kebutuhan masyarakat. 

e. Meningkatkan partisipasi publik. Identifikasi masalah kebijakan 
publik yang melibatkan partisipasi publik dapat meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. 
Hal ini dapat membantu meningkatkan legitimasi dan 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. 

Untuk memastikan penyusunan masalah kebijakan publik 
yang ideal, beberapa hal berikut perlu diperhatikan: 
a. Partisipasi publik: Proses identifikasi masalah kebijakan publik 

harus memperhatikan partisipasi publik. Dengan melibatkan 
masyarakat, akan lebih mudah dalam mengidentifikasi masalah 
yang dihadapi masyarakat secara luas. 

b. Data yang lengkap: Identifikasi masalah kebijakan publik harus 
didasarkan pada data yang lengkap dan terbaru. Data ini dapat 
diperoleh melalui survei, penelitian, dan pengumpulan data dari 
sumber-sumber yang dapat dipercaya. 

c. Keterbukaan dan Transparansi: Proses penyusunan masalah 
kebijakan publik harus dilakukan secara terbuka dan transparan, 
termasuk semua tahapannya. Masyarakat harus diberikan 
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kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan 
terhadap identifikasi masalah kebijakan publik. 

d. Pemetaan Masalah: Identifikasi masalah kebijakan publik harus 
memperhatikan pemetaan masalah secara menyeluruh. Hal ini 
mencakup analisis masalah yang mendasar, faktor penyebab 
masalah, dampak masalah, dan potensi solusi yang dapat 
diterapkan. 

e. Evaluasi Kebijakan Publik Lama: Proses identifikasi masalah 
kebijakan publik ideal juga harus memperhatikan evaluasi 
kebijakan publik yang telah diterapkan sebelumnya. Evaluasi ini 
dapat membantu dalam mengidentifikasi kesalahan dan 
kekurangan kebijakan sebelumnya sehingga dapat dihindari 
dalam kebijakan yang baru. 

f. Konsistensi dan Tujuan yang Jelas: Identifikasi masalah 
kebijakan publik harus konsisten dengan tujuan dan visi yang 
ingin dicapai dalam jangka pendek maupun Jangka Panjang. 
Dengan memiliki tujuan yang jelas, proses identifikasi masalah 
kebijakan publik dapat lebih terarah dan menghasilkan 
kebijakan yang lebih efektif. 

Salah satu contoh studi kasus Identifikasi Penyusunan 
Masalah Kebijakan Publik di Negara Berkembang adalah terkait 
dengan masalah kesehatan masyarakat di Pakistan. Masalah 
kesehatan masyarakat di Pakistan terus meningkat seiring dengan 
pertumbuhan penduduk dan pola hidup yang tidak sehat, seperti 
pola makan yang buruk serta kurangnya akses ke fasilitas kesehatan. 
Menurut data dari World Health Organization (WHO), tingkat 
morbiditas dan mortalitas di Pakistan juga cukup tinggi, termasuk 
untuk penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, dan diare. 

Proses Identifikasi Masalah dimulai dengan survey yang 
melibatkan masyarakat di berbagai wilayah di Pakistan. Hasil survey 
menunjukkan bahwa banyak masyarakat di Pakistan yang tidak 
memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai dan tidak 
memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan kesehatan 
masyarakat. Berdasarkan hasil survey tersebut, pemerintah Pakistan 
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kemudian menyusun kebijakan publik dalam bentuk "Program 
Pelayanan Kesehatan Masyarakat". Program ini bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah di 
Pakistan dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, 
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, dan 
memberikan bantuan keuangan bagi masyarakat yang tidak mampu 
untuk mendapatkan layanan kesehatan. 

Melalui program ini, pemerintah Pakistan berharap dapat 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberikan 
kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan layanan 
kesehatan yang memadai dan terjangkau. Kebijakan ini juga 
melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah 
kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat turut serta 
memelihara kesehatan diri sendiri dan keluarga mereka. Kemudian 
Salah satu contoh studi kasus Identifikasi Penyusunan Masalah 
Kebijakan Publik di Negara Maju adalah terkait dengan masalah 
perubahan iklim di Jerman. Masalah perubahan iklim di Jerman 
semakin memburuk dengan adanya peningkatan suhu global, 
peningkatan frekuensi cuaca ekstrem, dan penurunan kualitas 
lingkungan. Menurut data dari European Environment Agency, 
Jerman adalah salah satu negara di Eropa yang paling terpengaruh 
oleh perubahan iklim. 

Proses Identifikasi Masalah dimulai dengan survey dan 
analisis data yang melibatkan berbagai ahli lingkungan dan 
kebijakan publik. Hasil survey dan analisis data menunjukkan 
bahwa salah satu masalah terbesar di Jerman adalah terkait dengan 
emisi gas rumah kaca, khususnya gas karbon dioksida (CO2), yang 
berasal dari aktivitas manusia. Berdasarkan hasil survey dan analisis 
data tersebut, pemerintah Jerman kemudian menyusun kebijakan 
publik dalam bentuk "Rencana Aksi Iklim Nasional". Rencana ini 
bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Jerman 
dengan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan 
mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. 

Melalui rencana ini, pemerintah Jerman berharap dapat 



 143  
 

memperbaiki kualitas lingkungan serta memberikan kontribusi 
positif bagi upaya global untuk mengurangi perubahan iklim. 
Kebijakan publik ini melibatkan partisipasi aktif dari sektor swasta 
dan masyarakat untuk menciptakan pilihan alternatif energy yang 
bersih. Selain itu, kebijakan ini juga diperkuat dengan adopsi 
teknologi baru di sektor industri untuk mempercepat peralihan ke 
arah penggunaan energi terbarukan dan menciptakan lapangan kerja 
baru dalam sektor energi hijau." 

Tantangan dan hambatan identifikasi penyusunan masalah 
kebijakan publik di masa depan antara lain: 
a. Kompleksitas isu: Isu publik yang dihadapi di masa depan akan 

semakin kompleks dan sulit diidentifikasi. Berbagai faktor 
seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial memberikan 
dampak yang berbeda terhadap masyarakat. 

b. Dinamika perubahan: Perubahan isu publik dapat terjadi 
dengan cepat dalam waktu yang singkat, sehingga kebijakan 
publik harus dapat diubah dengan cepat pula. 

c. Keterbatasan data: Identifikasi masalah kebijakan publik 
membutuhkan data yang lengkap dan akurat. Namun, belum 
semua data terkait isu publik tersebut tersedia. 

d. Perspektif yang berbeda: Isu publik dapat dilihat dari berbagai 
perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Seringkali, 
perspektif ini masih disesuaikan dengan sudut pandang 
tertentu, sehingga menghasilkan kebijakan yang kurang 
memuaskan untuk semua pihak. 

e. Keberagaman masyarakat: Masyarakat yang semakin heterogen 
dapat menjadi hambatan dalam identifikasi masalah kebijakan 
publik. Perbedaan budaya, agama, dan pandangan politik 
masyarakat dapat mempengaruhi prioritetas dalam 
mengidentifikasi masalah kebijakan publik. 

f. Pengaruh kepentingan pihak-pihak tertentu: Kepentingan pihak 
tertentu yang kuat seperti perusahaan besar, kelompok 
kepentingan, dan elit politik dapat menjadi pengaruh yang 
mengganggu identifikasi masalah kebijakan publik. Terkadang 
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kebijakan diarahkan untuk memihak pada kelompok tertentu 
dan mengesampingkan kepentingan masyarakat secara umum. 

F. Dinamika Penyusunan Masalah oleh Pemangku 

Kepentingan 

Dinamika penyusunan masalah oleh pemangku kepentingan 
terjadi ketika para pemangku kepentingan memiliki pandangan, 
persepsi, dan kepentingan yang berbeda-beda tentang suatu 
masalah. Proses ini biasanya terjadi ketika pihak-pihak yang terkait 
dengan suatu masalah mulai menyampaikan pandangan, 
kepentingan, dan prioritas mereka dalam proses diskusi atau 
konsultasi. Dalam proses penyusunan masalah, para pemangku 
kepentingan mencoba untuk mempengaruhi persepsi dan 
pandangan orang lain dan memprioritaskan isu-isu tertentu yang 
dirasa penting dalam suatu konteks masalah. Oleh karena itu, 
dinamika ini sering mencakup adu argumentasi, negosiasi, dan 
pengaruh yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. 

Proses ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua 
masalah yang relevan dapat diidentifikasi, dipahami dan diselesaikan 
dengan tepat dan adil. Namun, dinamika ini juga dapat menjadi 
sumber konflik dan kesulitan dalam melakukan koordinasi dan 
kerjasama di antara para pemangku kepentingan. Dalam konteks 
pembangunan berkelanjutan, dinamika ini sangat penting untuk 
memastikan bahwa masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi dapat 
diidentifikasi dengan benar dan diprioritaskan dengan tepat. Proses 
yang transparan dan inklusif dalam penyusunan masalah akan 
membantu memastikan bahwa suara dan pandangan semua 
pemangku kepentingan terakomodasi dan bahwa keputusan yang 
diambil akan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. 
Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan yang 
terlibat dalam penyusunan masalah untuk berkomunikasi dengan 
terbuka, menghargai perbedaan pandangan, dan bekerja sama untuk 
mencapai solusi yang setuju. 
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Salah satu contoh studi kasus dinamika penyusunan 
masalah oleh pemangku kepentingan adalah tentang pemulihan 
hutan untuk konservasi lingkungan. Masalah ini melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan yang memiliki pandangan, 
kepentingan, dan prioritas yang berbeda-beda. Pihak-pihak yang 
terkait dalam masalah ini antara lain adalah pemerintah, lembaga 
konservasi, komunitas lokal, dan perusahaan. Pemerintah memiliki 
kepentingan dalam menjaga stabilitas lingkungan dan melaksanakan 
regulasi yang berkaitan dengan konservasi hutan. Lembaga 
konservasi memiliki kepentingan dalam melestarikan hutan dan 
mempromosikan kesadaran lingkungan. Komunitas lokal memiliki 
kepentingan dalam mempertahankan sumber daya alam yang ada 
dan mengakses kayu bakar dan bahan bakar alam. Perusahaan 
memiliki kepentingan dalam memperoleh kayu dan bahan baku 
lainnya dari hutan untuk kepentingan bisnis. 

Dalam proses penyusunan masalah, para pemangku 
kepentingan terlibat dalam diskusi dan konsultasi untuk mencapai 
kesepakatan dan mengidentifikasi masalah yang relevan. Namun, 
karena kepentingan yang berbeda-beda, dinamika dalam 
penyusunan masalah menjadi rumit dan sulit dicapai kesepakatan. 
Pemerintah dan lembaga konservasi lebih memprioritaskan 
pemulihan hutan dengan melarang aktivitas penebangan hutan oleh 
perusahaan, sementara komunitas lokal dan perusahaan 
mengharapkan akses kehutan untuk memperoleh bahan bakar dan 
kayu yang diperlukan. Kedua kelompok ini juga khawatir akan 
terganggu kehidupannya jika aksesnya dibatasi. 

Dalam situasi seperti ini, para pemangku kepentingan harus 
menjalankan proses konsultatif yang terbuka dan transparan, 
mengakomodasi kepentingan semua pihak, dan mencari solusi yang 
menguntungkan bagi semua orang. Salah satu solusi yang dihasilkan 
adalah memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola sumber 
daya hutan dan memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari hasil 
hutan, sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. 
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G. Kesimpulan 

Secara keseluruhan, proses identifikasi dan penyusunan 
masalah kebijakan publik merupakan tahap awal yang sangat 
penting dalam proses kebijakan publik. Penyusunan masalah ini 
melibatkan serangkaian langkah, yang dimulai dari mengidentifikasi 
dan memahami masalah hingga merumuskan opsi kebijakan yang 
memadai. Proses ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak 
pemerintah, karena melibatkan banyak pemangku kepentingan yang 
memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda-beda. Oleh 
karena itu, proses identifikasi dan penyusunan masalah harus 
transparan, inklusif, dan partisipatif  dengan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan dalam prosesnya. 

Setelah proses identifikasi dan penyusunan masalah selesai, 
maka dilanjutkan dengan pemilihan solusi kebijakan dan 
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, hasil identifikasi dan 
penyusunan masalah harus disajikan dalam bentuk yang memadai 
dan persuasif  agar pemangku kepentingan dapat memahami 
dengan mudah dan dapat diterapkan pada kebijakan yang diambil 
nantinya. Sebagai kesimpulan, proses identifikasi dan penyusunan 
masalah kebijakan publik harus dilakukan secara transparan, 
inklusif, dan partisipatif  dengan memasukkan pandangan semua 
pemangku kepentingan. Dalam proses ini, pemangku kepentingan 
harus mempertimbangkan kepentingan dan masalah yang dihadapi 
secara menyeluruh dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil 
dapat menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. 
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FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK 
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A. Kebijakan Publik  

Kebijakan publik merupakan  rangkaian  yang 

kompleks, merupakan proses yang  satu sama lain  saling  

berhubungan, saling bergantung dan berurutan.  Artinya  

kebijakan publik itu merupakan “proses”. Pendapat lain 

menyebutkan sebagai  “hasil”.  Stone dalam  (Donahue, 2008) 

menyebutkan bahwa kebijakan  publik adalah hasil dari 

rangkaian yang kompleks. Pendapatnya  : “Public policy is 

generated through a complex series of  negotiated activities collectively 

known as the policy-making process”. Proses yang menghasilkan 

kebijakan publik tersebut terdiri dari rangkaian yang  kompleks, 

kegiatan yang dinegosiasikan secara kolektif. Lebih lanjut  

Stone mengemukakan   : “This is particularly salient because 

government policy is generally believed to be about collective interests, but 

needs are almost always experienced individually”. (Donahue, 2008).  
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Charles Lindblom (1968) dalam (Heryani, 2010) 

dikemukakan : “an extremely complex, analytical and political process 

to which there is no beginning or end, and the boundaries of  which are 

most uncertain. Somehow a ... complex set of  forces that we call policy-

making all taken together, produces effect called policies.”  Kebijakan 

publik merupakan proses yang sangat kompleks, analitis dan 

politis yang tidak memiliki awal atau akhir dan batas-batasnya 

tidak pasti. Lindblom menegaskan kekuatan kompleks yang 

digabungkan menghasilkan efek yang disebut  kebijakan. 

Kekuatan yang  kompleks  dapat  berasal dari  lingkungn 

interna maupun eksternal  yang  mempengaruhi  terhadap  

kebijakan.Kebijakan publik diyakini sebagai kepentingan 

kolektif, tetapi dibutuhkan  juga  oleh  hampir semua orang 

secara individu.  Kebijakan publik  dirumuskan karena ada 

kepentingan publik. Kepentingan publik berasal  dari 

kebutuhan  untuk solusi dari masalah-masalah publik.  

Pembuatan kebijakan publik  merupakan proses yang 

menggabungkan  antara perumusan, implementasi  dan efek 

dari kebijakan.  Sebagaimana dikemukakan Donahue yaitu  : 

”Generally, the policy-making process incorporates policy formulation, 

implementation, and the subsequent effects of  policy”. (Donahue, 

2008). Berbicara  mengenai kebijakan publik tidak hanya 
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berbicara mengenai  formulasi  saja, tetapi  implementasi  dan  

dampak  dari kebijakan  yang di maksud. Faktor-faktor yang  

mempengaruhi  kebijakan  dan efek secara  social, ekonomi, 

politik dan juga efek terhadap lingkungan tidak  dapat 

dipisahkan.  

Terdapat  2 (dua)  dimensi yang penting  dalam  

proses kebijakan publik. Donahue mengungkapkan : “There are 

two important dimensions and effects of  the environment to consider. 

First, the political and ideological context must be acknowledged. These 

are fundamentally important because they define what forms of  policy are 

acceptable and whether they can garner enough support to be implemented. 

Second, a whole array of  socioeconomic factors affects whether a policy can 

achieve its desired outcomes”.(Donahue, 2008). 2 (dua) dimensi 

penting dan pengaruh lingkungan yang  harus  diperhatikan  

adalah :  

1. Konteks politik  dan ideologis  

2. Keseluruhan faktor  sosial  ekonomi   

Faktor-faktor ini  mempengaruhi  pada semua  

tahapan  dalam kebijakan publik. Masalah publik  masuk 

menjadi agenda kebijakan  apabila  faktor politik  dan 

ideologi  mendukung, demikian pula faktor  social  ekonomi  

harus  menjadi pertimbangan. Demikian juga  efek 
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kebijakan , apakah memiliki efek secara politik,  efek 

terhadap  ideologi, memiliki  efek terhadap  ekonomi 

maupun sosial.  

Ada dua dimensi penting dan pengaruh lingkungan 

untuk dipertimbangkan. Pertama, konteks politik dan 

ideologis harus diakui. Ini pada dasarnya penting karena 

mereka menentukan bentuk kebijakan apa yang dapat 

diterima dan apakah mereka dapat memperoleh dukungan 

yang cukup untuk diimplementasikan. Kedua, keseluruhan 

faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi terhadap  suatu 

kebijakan agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. 

Mengingat  banyaknya faktor yang  mempengaruhi 

dalam proses kebijakan publik, pandangan New Public 

Management menawarkan konsep  terkait kebijakan dalam 

pencapaian  good governance untuk merekayasa ulang 

hubungan antara politik, birokrasi  dan publik.  Osborne  

dan Plastrik sebagaimana dikuti  Fritzen mengemukakan 

bahwa : “Key strategic elements in this broad family of  reforms 

include:  

1) delinking policy formulation (or ‘‘steering’’) from implementation 

functions to concretize the specific accountability borne by all actors;  
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2) introduction of competitive pressures to the bureaucracy using 

market mechanisms such as privatization where possible and 

systems of performance measurement where not; and  

3) deregulation of internal operations to promote flexible, creative 

implementation.  

(Fritzen, 2008) 

 Unsur-unsur strategis dalam reformasi yang  

menekankan pada  kebijakan publik meliputi : 

1) memisahkan perumusan kebijakan  dari fungsi  

implementasi  

2) pengenalan persaingan  terhadap birokrasi  dengan  

menggunakan mekanisme  pasar antara lain privatisasi 

dan system pengukuran kinerja 

3) deregulasi  operasi internal  untuk mempromosikan 

implementasi yang  fleksibel dan kreatif.  

Penerapan  prinsip-prinsip  New Public  Management  

dalam reformasi tata  kelola  mempengaruhi  terhadap 

kebijakan publik. Pembuatan kebijakan publik  saat ini  telah  

mengalami  perubahan yang cukup besar  dengan adanya 

reformasi kebijakan publik.  
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B. Formulasi Dalam Tahapan Kebijakan Publik 

Formulasi kebijakan merupakan tahap kedua dalam 

proses kebijakan publik. Sebagaimana dikemukakan Michael 

Howlett dan Ramesh yang mengemukakan 5 tahapan dalam 

siklus kebijakan (stages in policy cycle), yaitu (Howlett, Michael, 

Ramesh, 2003)   :  

1. Agenda Setting 

2. Policy Formulation 

3. Decision-Making 

4. Policy Implementation 

5. Policy Evaluation 

Hal senada dikemukakan Shafritz dan Russel bahwa : 

“This process  can be illustrated by the public policy making cycle.  a 

conceptual model that  views the public policy process as moving through a 

succession of  stages :  

1. Agenda setting (or identification of  a policy issue) 

2. Policy  decision or non decision  

3. Implementation 

4. Program  evaluation or impact analysis and finally 

5. Feedback - which lead to revision  or termination. (Russel, 2005) 
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Siklus pembuatan  kebijakan  menurut Russel  di atas 

berbeda  dengan  pendapat Howlett dan Ramesh. Howlett dan  

Ramesh  menyebut istilah  “policy formulation” sedangkan  

Russel menggunakan istilah “policy decision  or not decision”.  

Tahapan  formulasi  kebijakan merupakan tahapan 

yang  paling kritis  karena dihadapkan pada  pemilihan 

alternative terbaik dari  berbagai  alternative. Sidney dalam  

(Heryani, 2010) mengemukakan “Policy formulation clearly is a 

critical phase of  the policy process”. Berbagai pertimbangan  

diperlukan dalam proses pemilihan alternative ini, tidak hanya 

memikirkan kondisi  saat itu tetapi harus  dipertimbangkan 

sumber daya  yang ada, skala prioritas, organisasi pelaksananya, 

sasaran kebijakan, serta  dampak  yang diperoleh pada saat 

kebijakan yang sedang dirumuskan memasuki  tahapan 

implementasi. Risiko yang  harus  dihadapi  ke depan dengan 

pandangan  berbagai  aspek yang dilibatkan.  

C. Model-model Formulasi Kebijakan 

Thomas R. Dye dalam bukunya Understanding Public 

Policy (Dye, 1992) mengemukakan  beberapa model untuk 

memahami kebijakan publik. Nicholas Henry 

mengelompokan model Dye  menjadi 2 (dua ) klasifikasi  

besar yaitu :  
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1. Dianalisis dari  sudut proses 

2. Dianalisis dari  sudut  hasil (akibat)  

(Islamy, 2003) 

1. Dianalisis dari sudut proses 

Pengelompokan berdasarkan analisa dari  sudut proses 

meliputi model  :  

a. Model Institusional  

Kebijakan publik adalah output dari proses yang 

dilakukan pemerintah. ”Secara tradisional ilmu 

politik telah didefinisikan sebagai studi tentang 

lembaga-lembaga pemerintahan” (Heryani, 2010).  

Proses yang dilakukan merupakan aktivitas politik 

yang pada umumnya terjadi  di institusi 

pemerintahan tertentu.  Dye dalam (Islamy, 2003) 

mengemukakan bahwa lembaga – lembaga 

pemerintahan memberikan kebijakan publik tiga 

karakteristik khusus.  

Pertama, pemerintahan memberikan legitimasi 

(legitimacy) kepada kebijakan-kebijakan. Kebijakan 

pemerintahan umumnya dianggap sebagai obligasi 

legal yang memerintahkan ketaatan dari rakyatnya.  
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Kedua, kebijakan pemerintah bersifat universal 

(universality), yaitu berkaitan dengan seluruh rakyat 

pada komunitas tertentu.  

Ketiga, pemerintah memonopoli secara paksa 

(coercion), dikatakan bahwa hanya pemerintah yang 

dapat menetapkan suatu hukuman bagi para 

pelanggar terhadap kebijakannya. Sanksi yang dapat 

dijatuhkan oleh kelompok lain atau organisasi lain di 

dalam masyarakat hanya dapat dilakukan secara 

terbatas. Hal ini menggambarkan efektifitas yang 

menunjukkan kemampuan pemerintah agar dapat 

dipatuhi oleh masyarakatnya. 

b. Model Elite Massa 

Model ini menunjukkan bahwa kebijakan 

sebagai preferensi kaum elite. Kebijakan politik dapat 

juga dipandang sebagai preferensi dan nilai-nilai dari 

elite pemerintah (Heryani, 2010).  Kelompok elite 

seperti elite politik, elite bisnis, elite militer, elite  

akademisi, bahkan media dapat membentuk  opini 

publik.  Kelompok elite yang  membentuk opini publik, 

sedangan massa yang jumlahnya lebih besar kurang  

memiliki  kekuatan untuk  membuat opini publik 
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bahkan elit dapat  memperkuat  problem publik  agar 

masuk menjadi  agenda kebijakan. Nilai-nilai yang  

dimiliki kelompok elite akan mempengauhi kebijakan 

yang  dibuat.  

c. Model Kelompok 

Model kelompok adalah suatu model kebijakan 

yang digambarkan  sebagai keseimbangan kelompok 

sebagai  proporsi interaksi di antara kelompok sentral 

dari politik (Heryani, 2010). Kelompok kepentingan  

akan menjadi  kelompok penekan dalam proses 

perumusan kebijakan. David Truman dalam (Islamy, 

2003) mengemukakan : “interest group is “a shared attituted 

group that makes a claim upon other groups in the society)”. 

Kelompok ini   memiliki sikap yang sama terhadap 

tuntutan yang sedang di proses. Kelompok kepentingan  

memperhatikan dampak positif  bagi  kelompoknya. 

Sehingga kebijakan  akan terbentuk  sebagai  

kesimbangan kelompok. Namun pada realitanya 

seringkali  ada  kelompok  yang terabaikan sehingga akan  

memberikan respon terhadap kebijakan baik pada  saat  

uji  publik  suatu  kebijakan  maupun pada tahapan  

implementasi. 
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d. Model  Sistem Politik 

Model Sistem-Politik ini  merupakan model proses 

yang  menggambarkan aktivitas  politik  dari pelaku-pelaku 

yang terlibat  dalam formulasi kebijakan. Perbedaannya 

dengan  model kepentingan adalah penekanannya pada 

aktivitas  yang dilakukan. Easton dalam (Islamy, 2003)  

mengemukakan bahwa “model ini didasarkan pada konsep 

teori informasi (inputs, withinputs, outputs dan feedback) dan 

memandang kebijakan sebagai respons suatu sistem politik 

terhadap kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, 

kebudayaan, geografis dan sebagainya)”.  

2. Dianalisis dari sudut hasil (akibat) 

1.  Model Rasional-Comprehensive 

Model rasional-comprehensive merupakan  

model yang  menintikberatkan pada  hasil yang  akan 

diperoleh apabila kebijakan ini  dilaksanakan.  

Umumnya  model ini  memperhatikan  hasil dalam 

hitungan secara  sosial maupun ekonomi. Prediksi  hasil 

yang diperoleh  secara sosial  seringkali  kurang tepat 

karena banyaknya  faktor yang  mempengaruhinya. 

Untuk itu diperlukan proses penyeleksian alternatif  
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kebijakan antara lain pembuat kebijakan  harus 

mengetahui preferensi  nilai-nilai masyarakat  dan 

kecenderungannya  serta konsekuensi  dari  setiap 

pilihan kebijakan (Heryani, 2010).  

Mengacu pada pendapat Lindblom yang  

mengemukakan : “… the rational comprehensive model could 

be applied only under ideal conditions …” (Morçöl, 2006).  

Model rasional-comprehensive dapat diterapkan hanya 

pada kondisi ideal. Untuk mencapai suatu kondisi ideal 

banyak hal  yang  menjadi syarat  maupun 

konsekuensinya. Hal ini sulit  ditempuh  apalagi pada 

saat kondisi suatu kebijakan dibuat banyak problem 

public yang  perlu  segera  memperoleh  

penyelesaiannya. 

Hayes mengemukakan :”The rational-comprehensive 

method of  decision making evokes a vision of  policy makers 

clearly defining objectives and making value-maximizing choices 

after a thorough examination of  relevant alternatives”. (Hayes, 

2006). Model  rasional-comprehensive membangkitkan 

visi pembuat kebijakan, definisi tujuan dan 

memaksimalkan nilai dalam membuat pilihan  serta 

pemeriksaan menyeluruh terhadap alternative yang 



 161  
 

relavan.  Nilai-nilai yang harus  diperhatikan antara lain 

ideology, nilai politik, nilai ekonomi, social  budaya serta  

nilai-nilai lainnya yang berkembang di  masyarakat agar 

setelah kebijakan  ditetapkan kebijakan tersebut  dapat  

diimplementasikan. Artinya kebijakan public tidak 

hanya  bagus  di  atas meja namun perlu diperhatikan  

pada  saat diimplementasikan termasuk  dampak yang  

akan terjadi  dari implementasi  kebijakan  tersebut.  

Hambatan  dari model ini telah di pikirkan oleh 

para  ahli, dalam tulisan  Hayes dikemukakan : 

“Unfortunately, this ideal is usually unattainable. Inherent obstacles 

to rational decision making prompted Charles E. Lindblom to 

advance his model of  disjointed incrementalism as an alternative 

method of  policy making (Dahl and Lindblom, 1953; Lindblom, 

1959; 1965; 1979; Braybrooke and Lindblom, 1963)”  (Hayes, 

2006).  Hambatan dari model rasional-comprehensive ini  

telah  mendorong  munculnya  model  incremental sebagai 

model  alternative kebijakan.   

2.  Model Inkremental 

Inkrementalisme memandang kebijakan publik 

sebagai suatu kelanjutan dari aktivitas pemerintahan masa 
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lalu dengan hanya memodifikasi secara inkremental 

(berubah sedikit).(Heryani, 2010). 

Lindblom menawarkan suatu model alternative 

kebijakan yaitu  inkremental : “the rational comprehensive model 

could be applied only under ideal conditions and offered incrementalism 

as both a better description of  the actual decision making situations 

and a prescription for better decision making”. (Morçöl, 2006) 

Mengingat model rasional komprehensif  

merupakan model yang dapat  diterapkan dalam kondisi 

ideal, Linbolm  menawarkan inkrementalisme sebagai 

deskripsi yang lebih baik dari situasi pengambilan keputusan 

aktual dan resep untuk pengambilan keputusan yang lebih 

baik. Selanjutnya Hayes membahas mengenai  inkremental  

bahwa  : “that incrementalism may not describe accurately all 

policymaking conditions, but it does many conditions. He critiques the 

“ideologues,” such as neoclassical economists, who attempt to apply the 

rational model to all conditions, and argues that incrementalism is 

superior to the rational model because the former is “quintessentially 

pragmatic” and “anti-utopian,” not ideological. (Morçöl, 2006).  

Inkremental mungkin tidak menjelaskan secara akurat 

semua kondisi pembuatan kebijakan, tetapi  melakukan 

banyak kondisi. Dia mengkritik "ideolog", seperti ekonom 
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neoklasik, yang mencoba menerapkan model rasional untuk 

semua kondisi, dan berpendapat demikian inkrementalisme 

lebih unggul daripada model rasional karena yang pertama 

"pada dasarnya pragmatis"  dan "anti-utopia", bukan 

ideologis.  

Model incremental  hanya  mengubah kebijakan 

sebelum sedikit  sebagai upaya  penyesuaian terhadap  

situasi  dan  kondisi yang berkembang, sehingga perubahan 

yang  terjadi di  masyarakat pada  saat kebijakan tersebut di  

laksanakan tidak  terlalu  banyak mengubah tatanan yang 

ada dan respon publik pun  tidak  terlalu  besar.  

Lindblom dalam (Islamy, 2003) menegaskan bahwa 

model pembuatan keputusan inkremental adalah yang 

paling cocok untuk masyarakat yang majemuk.  

3. Model Mixed-Scanning 

Model  mixed-scanning ini merupakan perpaduan  

antara  rasional comprehensive  dan inkremental. Etzoni 

dalam (Islamy, 2003) mencetuskan pembuatan keputusan 

hibrida dari rasional-comprehensif  dan inkremental.   

Boss dalam (Islamy, 2003) mengemukakan kebaikan 

model mixed-scanning yaitu :  
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• Mixed-scanning memperkenankan mengambil 

manfaat/kegunaan baik pada pendekatan inkremental 

atau rasional di pelbagai situasi yang berbeda.  

• Mixed-scanning memperkenankan adanya pengaturan 

lingkungan yang berubah dengan cepat yaitu dengan 

situasi dan kondisi yang khusus. 

• Mixed-scanning mengakui kapasitas pembuat 

keputusan.  

Model mixed-scanning memberikan suatu  

alternative dalam pembuatan kebijakan. Dalam prosesnya 

pembuat kebijakan akan dihadapkan  pada pertanyaan 

sebagaimana dibahas Hayes : ”This life cycle of  policies sheds new 

light on two critically important questions :  

1) When will the policy process depart from normal incrementalism 

to yield nonincremental policy departures? Furthermore,  

2) when will the policy process depart from normal incrementalism to 

permit rational decision making? “ 

(Hayes, 2006) 

Pembuat kebijakan harus  memahami  kapan 

proses kebijakan  berangkat dari inkremental dan kapan 

berangkat  dari non  incremental. Selain itu proses kebijakan 
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menyimpang dari inkrementalisme normal yang 

memungkinkan untuk   dilakukan secara rasional-

comprehensive.  

Pembuat kebijakan meskipun ada pilihan mixed 

scanning tetapi perlu  memiliki kemampuan untuk memilah 

kapan harus merumuskan kebijakan secara incremental  

kapan harus rasional comprehensive. Artinya  perpaduan 

kedua  model ini  harus jelas.  

Dengan  mengacu  pada pendapat Lindblom, Hayes 

mengemukakan lebih  lanjut  : “The realm of  normal 

incrementalism, as described by Lindblom, is confined to the second 

stage of  the life cycle, the stage of  incremental rationalizing policies. 

Because so much policy making involves reform of  existing programs, 

and because so much policy making is characterized by a combination 

of  conflictual objectives and conflictual knowledge”. (Hayes, 2006).   

Pembuatan kebijakan akan dihadapkan pada  

kombinasi tujuan  konfliktual dan pengetahuan konfliktual, 

sehingga tinjauan perumus dalam pembuatan kebijakan 

harus  luas, bersifat  multisektor an multidisipliner  karena 

akan dihadapkan pada  permasalahan public yang  

kompleks yang segera mendapatkan solusinya.  
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A. Implementasi  Sebagai Tahapan  Kebijakan Publik  

Beberapa ahli mengemukakan tahapan kebijakan 

publik yang berbeda-beda, namun pada dasarnya memiliki 

tujuan yang sama bermaksud  menjelaskan bahwa  kebijakan 

publik merupakan proses yang tidak  berdiri  sendiri  tetapi  

memiliki tahapan yang cukup panjang dan kompleks.  

W. Jenkin dalam (Heryani 2010) mengemukakan 

tahapan kebijakan sebagai  berikut :  

▪ Initiation 

▪ Information 

▪ Consideration 

▪ Decision 

▪ Implementation 
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▪ Evaluation 

▪ Termination 

B.W. Hogwood and  L. A Gunn,  dalam (Heryani 

2010) mengemukakan tahapan  kebijakan  publik  terdiri 

dari :  

▪ Deciding to decide (Issue search or agenda-setting) 

▪ Deciding how to decide (issue filtration) 

▪ Issue definition 

▪ Forecasting 

▪ Setting objectives and priorities 

▪ Options analysis 

▪ Policy implementation, monitoring and control 

▪ Evaluation and review 

▪ Policy maintenance, succession and termination 

Birkland menggambarkan tahapan kebijakan 

publik  sebagai sebuah proses yang  tidak  berujung. 

Tahapan ini  terdiri  dari : 

▪ Issue emergence 

▪ Agenda  setting 

▪ Alternatif Selection 

▪ Enactment  
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▪ Implementation 

▪ Evaluation 

 

 

 

 

(Thomas A. Birkland 2005) 

Issue publik yang  harus  segera memperoleh solusi  masuk 

tahapan agenda setting, penyeleksian alternative, penetapan 

kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi .  

Dunn dalam (Heryani 2010) : Proses pembuatan 

kebijakan (policy making process) adalah serangkaian tahapan (fase) 

yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, 

yaitu:  

1. Penyusunan (agenda setting),  

2. Formulasi kebijakan (policy formulation)  

3. Adopsi kebijakan (policy adoption) 

4. Implementasi kebijakan (policy implementation), dan  

Gambar 9.1 

The stages or textbook model of  the policy process 
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5. Penilaian kebijakan (policy assessment) 

(Heryani 2010) 

Dari  beberapa pendapat  di atas dketahui bahwa 

implementasi  merupakan tahapan dalam kebijakan publik.   

Bowman mengemukakan : “Implementation occurs in the middle of  

the policy process. It results from the stages that precede it, policy 

formulation and adoption, and it affects the subsequent stages: evaluation 

and redesign”. (Bowman 2008). Implementasi terjadi di tengah-

tengah  proses kebijakan merupakan tahapan yang 

mendahuluinya  yaitu tahapan perumusan kebijakan dan adopsi 

dan implementasi  mempengaruhi  tahapan  selanjutnya  yaitu  

evaluasi  dan desain ulang.  

Implementasi  merupakan proses pelaksanaan 

kebijakan yang telah  dirumuskan pada tahapan formulasi. 

Bowman menegaskan lebih  lanjut  : “When applied to public 

policy, implementation is the process of  putting into effect or carrying out 

an authoritative decision of  government”. (Bowman 2008).  Pada 

tahapan ini  dilaksanakan  kebijakan dan  tindakan dalam upaya 

mencapai hasil yang  diinginkan sebagaimana tujuan yang  telah 

ditetapkan pada tahapan  sebelumnya.  “Implementation puts the 

objectives of  policy adopters into action in an effort to accomplish desired 

results” (Bowman 2008) 
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Mazmanian dan Sabatier dalam (Heryani 2010) 

mengemukakan bahwa : “Implementation is the carrying out of  a 

basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also 

take the form of  important executive orders or court decisions. 

Implementasi adalah Implementasi adalah pelaksanaan 

kebijakan dasar, biasanya berbentuk  undang-undang tetapi 

juga dapat berupa perintah eksekutif  penting atau keputusan 

pengadilan. 

Pendapat  lain Howlet dan Ramesh, “Its is defined as the 

process whereby programs or policies are carried out; it do notes the 

translation of  plans into practice.” (Howlett, Michael and Ramesh 

2003). Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan 

program-program dan kebijakan-kebijakan, merupakan 

penerjemahan dari rencana ke dalam praktik.  

Hogwood dan Peters mengemukakan : “Implementation 

is therefore the practical process of  policy. It is a way of  translating policy 

into action and ensures that the money and other resources of  government 

are put into actual programs of  service. For example, when government 

decides to build a new motorway, this happens because of  a decision to 

accept a particular policy direction, based upon analysis of  all the factors 

involved in the idea to build one”. (Hogwood, B. W. 2004). 

Menurutnya implementasi adalah proses mempraktikkan 



 174  
 

keputusan untuk bertindak atas opsi kebijakan tertentu yang 

disukai, dan ini dianggap sebagai ujung tajam dari kebijakan 

karena melibatkan koordinasi sumber daya (anggaran dan 

manusia) yang terkait dengan proses praktis tersebut ke dalam 

rencana aksi. Implementasi selalu menjadi bagian dari proses 

pengembangan kebijakan dan merupakan fase yang mengubah 

kebijakan yang dipilih menjadi tindakan. Artinya tindakan  atas 

alternative  yang telah dipilih dalam formulasi  kebijakan.  

B. Pendekatan Implementasi Kebijakan 

Pendekatan yang umum digunakan dalam  memahami  

implementasi kebijakan publik  adalah pendekatan  top-down 

dan bottom-up. Pendapat  Goggin dalam (Heryani 2010) 

menyebutkan : ‘Typically, studies are either bottom-up or top-down 

investigations. The bottom-up and top-down strategies typify 

implementation research.”   Strategi bottom-up dan top-down 

melambangkan penelitian implementasi. Lebih lanjut  Goggin   

menjelaskan   pendekatan ini  :  

1. Top-down research focuses on implementation effect of national or 

central government controlled variables to the exclusion or heavy 

deemphasis of other factors 

2. The bottom-up response to this strategy has been not to investigate 

formal policies established by a central regime or even, sometimes, 
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behavior  of  the officially prescribed implementation actors. Bottom-up 

studies start with action at the street level, so to speak and determine 

through network like analysis just what happens what actions emerges 

around a policy problem.  

(Heryani 2010) 

Pendekatan  top-down berfokus pada efek implementasi dari 

variable-variabel yang  dikendalikan oleh  pemerintah 

nasional atau pusat terhadap pengecualian atau penekanan 

yang berat terhadap faktor-faktor lain. Sedangkan 

pendekatan  bottom-up bukan menyelidiki  kebijakan yang 

ditetapkan pemerintah pusat  tetapi dari tingkat  bawah  dan 

menentukan jaringan  yang  terjadi,  tindakan apa yang  

muncul  di sekitar masalah kebijakan.  

 Aaron B. Wildavsky yang  menggulirkan alternative 

pendekatan  model  top-down bahwa :  

(1) programs are not totally perfect,  

(2) a program may pursue several goals at the same time,  

(3) public administrations are not always transparent and rational, 

and  

(4) society is often hostile and contradictory.  
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(Pressman, J. L. 2004) 

Pendekatan top-down  menyatakan bahwa program 

tidak  sepenuhnya sempurna, sebuah program dapat 

mengejar beberapa tujuan pada waktu yang sama, 

administrasi publik tidak selalu transparan dan rasional, dan 

masyarakat seringkali bermusuhan dan kontradiktif. 

Pendapat ini  menjelaskan bahwa  banyak  factor yang 

berpengaruh pada implementasi kebijakan baik yang  

berasal dari  tahapan perumusan maupun yang muncul pada  

saat implementasi. Program tidak ada  yang sempurna, 

program dapat  dilaksanakan  dalam  waktu bersamaan tidak 

perlu  berurutan  satu sama lain. Publik sebagai sasaran dari  

kebijakan dapat  berbeda-beda respons terhadap kebijakan, 

akan ada kelompok yang kontradiksi  satu  sama lain. Hal ini  

terjadi karena pemahaman  yang berbeda, sikap yang 

berbeda  dan kepentingan yang  berbeda.  

Pressman  menjelaskan  lebih lanjut : “…the 

implementation process involves several institutional, political, and 

social groups of  actors (such as public administration levels, 

administrative organizations, or affected citizens) and, therefore, it 

leads to the building of  a policy network or policy community that 

deals with the action programs the policy involves”  (Pressman, J. L. 
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2004). Dalam  proses  impelemntasi  banyak  kelompok  

actor kelembagaan, politik, social yang  mengarah pada  

pembangunan jaringan kebijakan maupun komunitasi  

kebijakan.  

Terkait dengan  pendekatan  bottom-up, Bowman 

dengan  mengacu pada  pendapat Wildavsky menjelaskan : 

“Bottom-up approaches see implementation through a different set of  

theoretical and analytical lenses. Starting from the opposite end, 

bottom-up models focus on the existence of  a public problem and the 

actors connected to it. To understand implementation, bottom-uppers 

look to the target population and the implementing environment. 

(Bowman 2008) 

Pendekatan ini melihat implementasi melalui 

serangkaian lensa teoretis dan analitik yang berbeda. Model 

bottom-up  focus pada keberadaan masalah publik  dan 

aktor yang terhubung dengannya. Untuk memahami 

implementasi, bottom-upper melihat populasi target dan 

lingkungan implementasi. Model ini  menjelaskan bahwa 

kebijakan yang sama akan  menghasilkan implementasi  

yang  berbeda. Pada tahapan implementasi, kebijakan akan 

diterjemahkan sesuai dengan keberadaan  masalah publik  

dengan  melihat target implementasi  kebijakan  tersebut.   
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C. Model-Model Implementasi Kebijakan  

a. Model dari Mazmanian dan Sabatier 

Untuk mencapai tujuan implementasi  kebijakan  

banyak variable krusial yan mempengaruhinya. Model  yang 

dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier 

mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi 

tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses 

implementasi (Heryani 2010).  Variabel yang  

mempengaruhi  tujuan kebijakan  adalah :  

1. Tractability of  the  problem 

2. Ability of  statute to  structure implementation 

3. Non-statutory variabels affecting implementation 

Ketiga  variabel ini  digambarkan sebagai berikut  :  
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Sumber : Mazmanian  dan Sabatier dalam (Heryani 2010) 

Variabel pertama, berupa penelusuran  masalah 

mulai dari  kesulitas  secara  teknis, keanekaragaman 

perilaku kelompok sasaran sampai dengan tingkat 

perubahan perilaku. Variabel kedua, berupa kemampuan 

kebijakan  untuk menyusun implementasinya  seperti  

Gambar 9.2 

Variabel-variabel proses implementasi 
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tujuan yang  jelas dan  konsisten, alokasi  sumber daya, 

integrasi  hierarki, aturan turunannya  maupun proses 

rekrutimen pelaksana kebijakannya.  Variabel ketiga, 

merupakan  kondisi  dari  lingkungan  berupa  kondisi  

sosial  ekonomi, dukungan politik  sikap  sumber daya  

penerima kebijakan, dukungan  politik penguasa maupun 

komitmen dan keterampilan  pelaksana kebijakan. Variebel-

variabel  tersebut mempengaruhi  terhadap kebijakan yang  

dilaksanakan, terhadap  uotput dan outcome dari  

implementasi  kebijakan tersebut .  

b. Model dari Van Meter dan  Van Horn  

Van Meter dan Van Horn mengembangkan model  

dengan memperhatikan proses implementasi  kebijakan, dan 

digambarkan sebagai  berikut :  
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Gambar 9.3 

Model Proses Implementasi Kebijakan  

(Augustino 2014) 

Model implementasi kebijakan ini   mengemukakan enam 

variabel  yaitu  

• Standar dan tujuan 

• Sumber daya 

• Aktivitas impementasi dan komunikasi antar organisasi 

• Karakteristik dari agen pelaksana 

• Kondisi ekonomi, sosial  dan politik 

• Kecenderungan / disposisi dari pelaksana 

Keenam variabel itu membentuk ikatan  antara kebijakan dengan 

kinerja  kebijakan.   
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c. Model dari George C. Edwards III 

Model implementasi  kebijakan  yang dikembangkan  

oleh George C. Edwards III berbicara  mengenai faktor-

faktor kritis yang  mempengaruhi  terhadap implementasi 

kebijakan, menurutnya: ”... four critical factors or variables in 

implementing public policy : communication, resources, dispositions or 

attitudes, and bureaucratic structure.”(Edwards III 1980).  

Terdapat empat faktor kritis yang  mempengaruhi 

implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi.  Interaksi antar  factor  baik 

interaksi langsung maupun tidak langsung  dapat  

digambarkan sebagai berikut :   

 

(Edwards III 1980) Gambar 9.4 

Direct and indirect impact on implementation 
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d. Model dari  Charles O. Jones 

Model yang dikembangkan Charles O. Jones 

mengemukakan aktivitas implementasi  kebijakan terdiri 

dari :  

1. Organisasi  : Pembentukan atau penataan kembali 

sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan 

program berjalan 

2. Interpretasi : Menfsirkan agar program  (seringkali  

dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang 

tepat  dan dapat  diterima serta  dilaksanakan 

3. Penerapan : Ketentuan rutin dari pelayanan, 

pembayaran  atau  lainnya  yang  disesuaikan dengan 

tujuan  atau perlengkapan  program 

(Jones 1996) 

Model ini  menekankan kebijakan sebagai program 

dan lebih menekankan pada pelaksana  dibandingkan 

dengan sasaran kebijakan. Pilar-pilar yang harus 

diperhatikan adalah organisasi  pelaksana, mulai  dari 

pembentukan atau penataan organisasi termasuk penataan 

unit kerja, sumber daya, tugas dan fungsi, serta  metode  

yang dijalankan.  Penafsiran terhadap kebijakan terhadap 



 184  
 

program, pengarahan  yang tepat agar diterima serta 

penerapannya. Program-program yang  dijalankan  

memerlukan adanya partisipasi  masyarakat  sebagai  sasaran 

kebijakan. Selain itu  penafsiran kebijakan bukan  hanya bagi 

pelaksana termasuk juga masyarakat sebagai  sasaran 

kebijakan.  

e. Model dari Merilee S. Grindle  

Grindle mengembangkan  model implementasi 

yang  digunakan di  negara-negara  berkembang. 

Menurutnya  implementasi kebijakan berdasarkan kerangka 

pemikirannya ada dua pertanyaan pokok faktor-faktor yang  

mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu  :  

Implementing activities influenced by : 

a. Content of  Policy 

1. Interests affected 

2. Type of  benefits 

3. Extent of  change envisioned 

4. Site of  decision making 

5. Program implementors 

6. Resources commited 

b. Context of  Implementation 

1. Power, interests and strategies of  actors involved 
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2. Institutions and regime characteristics 

3. Compliance and responsiveness 

(Grindle 1980) 

Model implementasi menurut Grindle sebagai proses 

politik dan  administrasi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

(Grindle 1980) 

Gambar 9.5 

Implementation as a Political 

  and Administrative Process 



 186  
 

Aktivitas  implementasi  dimulai  setelah ujuan dan 

sasaran ditetapka, program-program  telah didesain, ssumber 

daya  telah  tersusun dan didistribusikan. 

f. Model dari Smith  

Model yang  dikembangkan Smith (Quade 1977)  

merupakan model  proses atau  alur implementasi 

kebijakan.  Model ini digambarkan sebagai  berikut :  

 

 

 

 

(Quade 1977) 

Gambar 9.5 

Implementation as a Political 

  and Administrative Process 
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Model yang dikembangkan Smith, menjelaskan bahwa 

implementasi  merupakan proses yang terdir  dari  4 (empat) 

komponen  yaitu  :  

1. The idealized policy, that is, the idealized patterns of  interaction that 

those who have defined the policy are attempting to induce. 

2. The target group, defined as those who are required to adopt  new 

patterns of  interaction by the policy. They are the people most directly 

affected by the policy and who must change to meet its demands. 

3. The implementing organization. Usually a unit of  the government 

bureaucracy, responsible for implementation of  the policy. 

4. The environmental factors, those elements in the environment that 

influence or are influenced by the policy implementation. 

(Quade 1977) 

Proses pembuatan kebijakan publik menghasilkan 

kebijakan publik. Kebijakan publik yang telah dibuat  

diimplementasikan dengan melibatkan komponen yang 

memiliki  korelasi satu  sama lain.  
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BAB 10 

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 
Ari Ramdani 

dosenmuda1983@gmail.com 

A. Konsep Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan merupakan bagian penting dalam 

siklus kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh 

(Dye, 2013) yang meliputi: (1) problem identification; (2) 

formulation; (3) legislation; (4) implementation; dan (5) evaluastion. 

Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam 

siklus kebijakan, ketika sebuah kebijakan telah di 

implementasikan oleh para aktor kebijakan. Namun terkadang 

tidak selamanya kebijakan publik dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan tujuan pemerintah itu sendiri. Atas dasar itulah 

evaluasi kebijakan perlu dilakukan (Wibawa, Samodra; 

Purbokusumo, Yuyun; Pramusinto, 1994). Dengan evaluasi 

kebijakan, maka dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan 

dari suatu implementasi kebijakan, sehingga hasil dari evaluasi 

kebijakan tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dan 

masukan bagi para aktor kebijakan. 

mailto:dosenmuda1983@gmail.com
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Evaluasi kebijakan pada hakekatnya, mempelajari 

konsekuensi- konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan 

publik serta menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu 

kebijakan (Lester, James P; Stewart Jr, 2000). Dari definisi 

tersebut menunjukkan bahwa domain dari evaluasi kebijakan 

berfokus pada dampak yang muncul dari kebijakan yang telah 

di implementasikan baik dampak positif  maupun negatif. 

Disamping itu pula bahwa evaluasi kebijakan merupakan 

aktivitas penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan dari 

suatu kebijakan. Penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan 

tentunya sangat penting dalam rekomendasi bagi para aktor 

kebijakan dalam mengambil keputusan kedepannya. 

 Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh 

(Anderson, 2003), bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian, 

taksiraan serta estimasi atas implementasi dan dampak dari 

kebijakan. Sedangkan (O. Jones, 1996) mendefinisikan bahwa 

evaluasi kebijakan adalah kegiatan atau aktivitas menilai mamfaat dari 

proses serta program pemerintah. Proses disini merupakan 

fenomena yang diamati dan diteliti oleh seseorang berdasarkan 

beberapa ukuran yang eksplisit dan implisit. Jika mengacu pada 

pendapat O. Jones , bahwa apa yang dikatakan sebagai proses 

evaluasi merupakan aktivitas menilai program pemerintah mulai dari 

tahap awal sampai tahap akhir. 
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 Pendapat terkait definisi evaluasi yang dikemukakan (O. 

Jones, 1996), agak berbeda dengan apa yang disampaikan 

(Anderson, 2003; Lester, James P; Stewart Jr, 2000) bahwa menurut 

kedua pakar tersebut, evaluasi lebih cenderung berfokus pada 

penilaian atas implementasi dan dampak dari kebijakannya. 

Begitu pula menurut (Dunn, 2018) yang senada dengan pendapat 

diatas bahwa evaluasi kebijakan merupakan aktivitas penaksiran (appraisal), 

pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment), kata-kata yang 

menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan 

nilainya. 

Namun menurut (Dye, 2013) bahwa definisi evaluasi kebijakan 

adalah penilaian efektifitas keseluruhan program nasional dalam memenuhi 

tujuannya atau penilaian efektifitas dua atau lebih program dalam 

memenuhi tujuan bersama. Pendapat ini lebih menekankan bahwa evaluasi 

kebijakan dilihat dari sisi penilaian atas efektifitas dan efisiensi dari suatu 

program atau kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Makna efektifitas disini menurut (Dunn, 2018), adalah berkenaan 

dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, 

atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas selalu diukur 

dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Salah satu contohnya 

adalah misalnya kebijakan kesehatan yang efektif adalah kebijakan 

penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, dengan asumsi 

bahwa kualitas atau pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah hasil yang 

bernilai (tujuan).  

Pendapat diatas diperkuat pula oleh pendapat (Nugroho, 2004) 

bahwa, evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana 
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kefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada 

konstituennya. 

B. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik  

Dari beberapa pendapat diatas dapat diklasifikasikan beberapa type evaluasi 

kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh (CDC, 2014), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Evaluating Policy Content, merupakan tipe evaluasi kebijakan 
yang mengartikulasikan tujuan kebijakan, implementasi dan 
logika yang mendasari mengapa kebijakan tersebut akan 
menghasilkan perubahan yang diinginkan. Tipe evaluasi 
kebijakan ini berupaya untuk mengevaluasi perkembangan 
kebijakan yang dapat membantu memahami konteks, konten 
dan implementasi. 

2. Evaluating Policy Implementation, merupakan tipe evaluasi 
kebijakan yang berupaya mengevaluasi apakah sebuah 
kebijakan yang dilaksanakan sebagaimana mestinya, jika tidak 
maka mengapa?. Evaluasi implementasi ini dapat memberikan 
informasi penting tentang hambatan dan fasilitator 
implementasi atau aktor pelaksana, serta perbandingan antara 
komponen atau intensitas implementasi yang berbeda. 

3. Evaluating Policy Impact, merupakan tipe evaluasi kebijakan yang 
mengevaluasi apakah suatu kebijakan memberikan hasil dan 
dampak yang sesuai dengan apa yang diinginkan. 
 

Tipe evaluasi implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek 

dari beberapa empat aspek yang ingin diketahui dari konseptual evaluasi 

kebijakan, yaitu untuk mengetahui: 1). Proses pembuatan kebijakan, 2). 

Proses implementasi, 

3) konsekuensi kebijakan, dan 4). 

Efektifitas dampak kebijakan (Wibawa, Samodra; 



 195  
 

Purbokusumo, Yuyun; Pramusinto, 1994). 

C. Tujuan & Fungsi Kebijakan Publik 

Evaluasi kebijakan dalam pelaksanaanya sudah tentu bukan untuk 

menyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara 

pencapai dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya 

adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi 

evaluasi kebijakan bertujuan untuk mencari kekurangan dan sekaligus 

menutup kekurangan. Dengan bahasa lain, evaluasi kebijakan itu tidak 

berhenti pada pengungkapan sebuah persoalan yang harus diperbaiki, jika 

ditemukan tetapi harus berlanjut berupa pemberian saran atau rekomendasi 

untuk sebuah perbaikan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan apapun yang 

dilaksanakan tentunya memerlukan evaluasi, karena evaluasi kebijakan 

publik memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja 

kebijakan. 

2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap 
nilai-nilai dasar yang mendasari pemilih tujuan dan terget. 

3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis 
kebijakan   lainnya (Agustino, 2006). 
 

Hasil dari fungsi evaluasi kebijakan tersebut biasanya banyak 

digunakan oleh pihak pemerintah, organisasi privat, individu atau 

kelompok-kelompok tertentu yang menggunakannya untuk kepentingan 

tertentu pula     (Kusumanegara, 2010). 

D. Evaluator Kebijakan Publik 
Evaluasi kebijakan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh para 

evaluator yang terdiri dari dua kelompok yaitu evaluator internal dan 
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evaluator eksternal (Lester, James P; Stewart Jr, 2000). Evaluator internal 

biasanya berasal dari lembaga legislatif dan eksekutif beserta cabang-

cabanya/ birokrasi. Sedangkan evaluator eksternal biasanya berasal dari 

lembaga-lembaga privat, akademisi, media komunikasi massa, kelompok-

kelompok penekan, dan organisasi- organisasi kepentingan publik. 

Dalam pelaksanaannya, para evaluator menurut (Dunn, 2018) 

harus memperhatikan karakteristik evaluasi kebijakan dibawah ini, yaitu: 

1. Fokus Nilai. Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari 
suatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama 
ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari 
suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar 
usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. 
Ketetapan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya 
merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu 
evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan 
dan sasaran itu sendiri. 

2. Interdepedensi Fakta-Nilai. Suatu hasil evaluasi tidak hanya 
tergantung kepada “fakta” semata namun juga terhadap nilai. 
Untuk memberikan pernyataan bahwa suatu kebijakan, 
program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau 
minimal bagi seseorang, kelompok orang ataupun masyarakat 
haruslah didukung dengan fakta bahwa hasil kebijakan, 
program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan- 
tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/ memecahkan suatu 
masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan 
suatu persyaratan yang penting bagi suatu evaluasi. 

3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Evaluasi diarahkan pada 
hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. 
Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di 
masa mendatang. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan 
dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan (ex-post). 
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Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat 
prospektif dan dibuat sebelum aksi tindakan dilakukan (ex- 
ante). 

4. Dualitas Nilai. Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai 
kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan dan 
sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi 
sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya 
kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi 
dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena kesehatan 
mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain). 
 

 

E. Pendekatan-Pendekatan Dalam Evaluasi Kebijakan 

Publik 

Untuk memudahkan evaluator dalam pelaksanaan evaluasi 

kebijakan, (Anderson, 2003) memperkenalkan beberapa pendekatan-

pendekatan yang dapat dilakukan sebagaimana dibawah ini. 

1. Policy evaluation as a functional activity, is as old as policy itself. 

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Artinya evaluasi 

kebijakan itu dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan 

para pembuat kebijakan itu sendiri yang tidak terlepas dari pertimbangan- 

pertimbangan dan ideologi-ideologi tertentu. 

Menurut (Winarno, 2012) evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya 

konflik karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan 

kriteria- kriteria yang berbeda, sehingga kesimpulannya pun berbeda 

mengenai kebijakan yang sudah diimplementasikan. 

2. Policy evaluation center on process. 

Tipe evaluasi kebijakan ini memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan- 
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kebijakan atau efisiensi dalam melaksanakan kebijakan atau program 

tersebut. 

3. Systematic evaluation 

Evaluasi sistematis berbeda dengan kedua tipe evaluasi sebelumnya. 

Evaluasi sistematis ini berupaya secara objektif melihat kebijakan-

kebijakan yangdijalankan, baik faktor penghambat atau pendukungnya 

serta melihat sejauhmana tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. 

Evaluasi sistematis ini berpijak pada sejauhmana kebijakan tersebut 

menjawab kebutuhan atau permasalahan masyarakat. 

Ada beberapa pertanyaan yang berusaha dijawab melalui evaluasi 

sistematis ini sebagaimana disampaikan (Winarno, 2012), yaitu Apakah 

kebijakan  yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah 

ditetapkan sebelumnya?; Jika tidak, mengepa tujuan tersebut tidak tercapai 

dengan baik?; Bagaimana dampak dari kebijakan yang tidak 

terimplementasikan dengan baik? . 

Namun tentunya dalam melakukan evaluasi apapun tipe 

evaluasinya, perlu sebuah alat ukur yang dijadikan sebagai indikator 

pengukuran evaluasi kebijakan publik. 

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan 

kriteria pengukuran evaluasi kebijakan publik diantaranya adalah sebagai 

berikut. 

F. Kriteria Evaluasi Kebijakan 

Menurut (Dunn, 2018) bahwa kriteria pengukuran evaluasi kebijakan 

meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan 

ketepatan. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn 

 

Tipe 
Kriteria 

Pertanyaan Ilustrasi 

Efektifitas Apakah hasil yang diinginkan telah     
dicapai? 

Unit 
pelayanan 

Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan 
untuk mencapai hasil yang 
dinginkan? 

Unit biaya, 
manfaat 
bersih, 
rasio cost 
benefit 

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang 
diinginkan memecahkan masalah 

Biaya tetap 
Efektifitas 
tetap 

Perataan Apakah biaya manfaat 
didistribusikan dengan merata 
kepada kelompok kelompok yang 
berbeda? 

Kriteria 
Pareto, 
kriteria 
Kaldor-
Hicks, 
kriteria 
Rawls. 

Responsivi
tas 

Apakah hasil kebijakan memuaskan 
kebutuhan, preferensi, atau nilai-
nilai kelompok-kelompok tertentu? 

Konsistens
i dengan 
survey 
warga 
negara 

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang 

diinginkan benar-benar berguna 

atau bernilai. 

Program 

Sumber: (Dunn, 2018) 
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Sedangkan (Patton, 2016), menyampaikan bahwa kriteria 

pengukuran evaluasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa dimensi 

dibawah ini, 

a. Kelayakan teknis (technical feasibility),kelayakan teknis ini 
berkaitan dengan informasi yang diperlukan untuk menilai 
keberhasilan kebijakan atau program, sehingga capain tujuan 
dari kebijakan dapat diramalkan. 

b. Peluang ekonomi dan finansial (economicand financial possibility), 
hal ini mencakup kriteria peluang ekonomi yang mencakup 
biaya dan keuntungan dari kebijakan atau program yang 
dibuat. 

c. Daya dukung politis (political viability), daya dukung ini 
menjelasakn bahwa evaluasi kebijakan atau program diukur 
berdasarkan seberapa besar dukungan para pembuat 
keputusan, pejabat publik, masyarakat teehadap kebijakan 
tersebut. 

d. Daya dukung administratif (administrative operability), 
merupakan dukungan sarana maupun prasarana untuk 
melaksanakan kebijakan dalam mewujudkan ketercapaian 
tujuan kebijakan itu sendiri. 

Lain halnya lagi dengan apa yang disampaikan (Althaus, 

Catherine; Bridgman, Peter; Davis, 2020), bahwa evaluasi kebijakan publik 

dapat dilihat dari sisi efektifitasnya dengan tolak ukur beberapa hal 

dibawah ini, yaitu: 

Input – the raw material and resources used to deliver a policy; Proces – 

the way resources are transformed into service provision; Output – the 

product discharged from the system; 

Outcomes – result of  policy implementation for the clients and the others. 
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Sedangkan dalam teori intervensi, pengukuran evaluasi kebijakan 

(Mickwitz, 2003), memperhatikan indikator-indikatornya yaitu, Actors, 

Inputs, Outputs, Outcomes. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

• Actors, yaitu entitas pembuat keputusan misalnya pemerintah 
ataupun organisasi non pemerintah, dan individu. Aktornya 
termasuk lembaga yang melaksanakan intrumen kebijakan dan 
kelompok sasaran kebijakan. 

• Inputs, yaitu hal-hal yang digunakan oleh pelaksana kebijakan 
untuk menghasilkan keluaran, seperti sumber daya manusia 
atau personil, keuangan atau biaya. 

• Outpus, yaitu hal-hal yang dihadapi kelompok sasaran. 

• Outcomes, yaitu tindakan yang diambil oleh kelompok sasaran 
dan konsekuensi dari tindakan tersebut. 

 
Terlepas dari apapun kriteria evaluasi kebijakan public 

yang dipergunakan, tentunya tidak terlepas dari situasi dan 

kondisi lingkungan sosial yang terjadi. Sehingga penggunaan 

kriteria-kriteria tersebut bersifat fleksibel dan dinamis serta 

tidak mutlak. Dari uraian dari awal sampai akhir, dipertegas 

kembali bahwa evaluasi kebijakan public merupakan satu 

siklus tahapan yang sangat penting dalam siklus kebijakan 

public.  
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A. Pengertian Pendekatan 

Pendekatan adalah suatu cara atau metode yang digunakan 
dalam menghadapi suatu masalah atau situasi tertentu dengan 
tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Pendekatan dapat berupa 
pendekatan teoritis, konseptual, metodologis, atau praktis. Pendekatan juga 
bisa merujuk pada cara seseorang atau sebuah kelompok dalam 
memandang atau menghadapi suatu masalah atau situasi. Berikut 
adalah pengertian pendekatan menurut beberapa ahli: 
1. Robert R. Blake dan Jane S. Mouton; Menurut Blake dan 

Mouton, pendekatan adalah suatu cara yang digunakan oleh 
seorang individu atau kelompok dalam menghadapi situasi 
tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan 
yang ingin dicapai (Blake & Mouton, 1981). 

2. George W. Goethals dan Georgia Jones Sorenson; Menurut 
Goethals dan Sorenson, pendekatan adalah pengaturan atau 
perencanaan yang sistematis dalam mencapai tujuan yang 
diinginkan (Goethals & Sorenson, 2006). 

3. Bugental; Menurut Bugental, pendekatan adalah serangkaian 
kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai 
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tujuan yang spesifik dengan mempertimbangkan faktor-faktor 
yang relevan (Bugental, 2000). 

4. Ozernoy; pendekatan adalah suatu cara yang digunakan untuk 
menghadapi masalah dan memilih solusi terbaik berdasarkan 
pemahaman yang tepat tentang situasi yang dihadapi (Ozernoy, 
2016). 

 
11.1. Dinamika Perkembangan Pendekatan Analisis Kebijakan 

Publik 
Analisis kebijakan publik telah mengalami perkembangan 

yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Berikut adalah 
beberapa perkembangan penting dalam analisis kebijakan publik 
diantaranya: 

 
A.1. Pergeseran dari pendekatan top-down ke pendekatan 

bottom-up 
Sebelumnya, kebijakan publik cenderung dihasilkan oleh 

pemerintah pusat dan diterapkan oleh pemerintah daerah. Namun, 
sekarang ini, pendekatan kebijakan publik sudah bergeser ke bawah 
dengan partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah. Hal ini 
memberikan peluang pada semua pihak untuk terlibat dalam 
mengambil keputusan dan merealisasi kebijakan publik. Seiring 
dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial dan 
politik yang berkembang, pendekatan top-down dalam 
pengambilan kebijakan publik telah mengalami pergeseran ke 
pendekatan bottom-up. Pergeseran ini terjadi karena masyarakat 
lebih terlibat dalam mengambil keputusan publik yang secara 
langsung berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.  

Pendekatan top-down dalam pengambilan kebijakan publik 
lebih menitikberatkan kepada kepentingan pemerintah dan elite 
politik, yang seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat. 
Kebijakan publik yang dihasilkan cenderung bersifat sentralistik 
dan memungkinkan adanya kesenjangan sosial antara pemerintah 
dan rakyat.  Terkadang, kebijakan publik yang dihasilkan juga terlalu 
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umum atau tidak mempertimbangkan kondisi lokal atau regional 
yang dapat mempengaruhi implementasinya. Oleh karena itu, 
pergeseran dari pendekatan top-down ke pendekatan bottom-up 
penting dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas serta 
efisiensi kebijakan publik. 

Dalam pendekatan bottom-up dalam pengambilan 
kebijakan publik, masyarakat dianggap sebagai pihak yang memiliki 
informasi terpenting mengenai kondisi dan masalah yang mereka 
hadapi sehari-hari. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan, kebijakan publik yang dihasilkan 
akan lebih representatif  dan mampu menjawab kebutuhan dan 
kepentingan masyarakat secara efektif. Partisipasi masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan juga dapat membantu 
meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mencegah terjadinya 
praktik-praktik korupsi. Pergeseran ke pendekatan bottom-up juga 
memberi kesempatan kepada organisasi masyarakat sipil dan sektor 
swasta untuk turut serta dalam pengambilan keputusan publik. 
Secara keseluruhan, pergeseran dari pendekatan top-down ke 
pendekatan bottom-up merupakan penting dilakukan untuk 
memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu 
menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih 
efektif  dan efisien. 

A.2. Pendekatan berbasis Bukti 

Pentingnya penggunaan data berbasis bukti dalam proses 
pengambilan keputusan telah mengalami peningkatan. Pendekatan 
ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik didasarkan 
dengan argumen yang kuat dan data terukur sehingga lebih efektif  
dalam mendorong perubahan. Pendekatan berbasis bukti 
(evidence-based approach) adalah suatu pendekatan dalam 
pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti empiris dan 
data kuantitatif  dan kualitatif  yang tersedia (Khalil et al., 2016). 
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Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang 
didukung oleh informasi dan bukti yang akurat, sehingga 
meminimalkan risiko kesalahan dan kegagalan dalam pengambilan 
keputusan publik. Pendekatan ini memiliki beberapa aspek penting, 
di antaranya adalah: 
1. Membangun sistem pencarian informasi dan evaluasi data 

berkualitas bertujuan untuk mengembangkan kebijakan publik 
yang efektif dan efisien. 

2. Menjalin kerja sama dengan para ahli dari berbagai disiplin ilmu 
untuk mengembangkan metodologi dan teknik evaluasi 
kebijakan yang lebih baik.  

3. Mengintegrasikan berbagai jenis data kuantitatif dan kualitatif, 
termasuk informasi yang disajikan dalam bentuk grafik, gambar 
dan statistik untuk memudahkan visualisasi dan pengambilan 
keputusan. 

4. Menetapkan sistem evaluasi untuk memantau implementasi 
kebijakan dan hasilnya, dan memberikan celah untuk 
memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan publik yang telah 
dihasilkan. 

Pendekatan berbasis bukti digunakan oleh organisasi 
pemerintah, lembaga akademik, LSM, maupun organisasi 
masyarakat sipil dalam pengembangan dan evaluasi kebijakan 
publik. Kebijakan yang dihasilkan dari pendekatan ini dianggap 
lebih kokoh milli diaduk dan didukung oleh analisis yang lebih 
mendalam dan rinci. Dalam era globalisasi ini, pendekatan berbasis 
bukti sangat penting di mana informasi sangat mudah diakses oleh 
siapa saja. Hal itu memudahkan para pengambil keputusan untuk 
terhubung dengan sumber data yang diperlukan guna 
mengembangkan kebijakan dengan landasan yang kuat. 

 
  A.3.Inovasi Kebijakan 

Inovasi kebijakan: inovasi kebijakan menjadikan kebijakan 
publik lebih efektif mengatasi masalah kompleks di masyarakat. 
Inovasi kebijakan diterapkan dengan mengintegrasikan teknologi 
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dan ide-ide dalam pengambilan keputusan untuk menghasilkan 
kebijakan yang lebih efektif. Inovasi kebijakan (policy innovation) 
adalah suatu proses dimana sebuah program atau kebijakan yang 
baru dikembangkan untuk mengatasi masalah sosial atau ekonomi 
yang baru atau yang sudah ada dan belum terselesaikan (Janssen & 
Helbig, 2018). Inovasi kebijakan biasanya dilakukan melalui 
beberapa tahapan, seperti identifikasi masalah yang dihadapi, 
pengumpulan data dan informasi, analisis data, pengembangan 
solusi alternatif, pengujian program atau kebijakan, dan penyebaran 
informasi tentang program atau kebijakan tersebut. Inovasi 
kebijakan sangat penting karena dapat membantu meningkatkan 
efisiensi, efektivitas, dan dampak kebijakan publik. Dalam konteks 
globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, inovasi kebijakan 
diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang yang baru. 
Beberapa contoh inovasi kebijakan yang dapat memberi dampak 
positif untuk pembangunan sosial dan ekonomi adalah sebagai 
berikut: 
1. Kebijakan Publik Berbasis Teknologi dan Data: Penggunaan 

teknologi dan pengumpulan data yang akurat dapat membantu 
pemerintah dalam memahami permasalahan sosial dan 
menentukan solusi yang paling efektif dan efisien. Kebijakan 
publik seperti Smart City, dan e-government adalah contoh 
inovasi kebijakan yang mengintegrasikan teknologi dan data 
untuk memperbaiki pelayanan publik. 

2. Inovasi Pendidikan: Kebijakan inovatif bidang pendidikan 
meliputi program-program pendidikan yang baru, pembaruan 
kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan program pre-kelas. 
Inovasi kebijakan di bidang pendidikan dapat membantu 
meningkatkan kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia, 
yang merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi 
yang berkelanjutan. 

3. Kebijakan Publik Inklusif: Inklusi sosial dan ekonomi yang 
merata penting dalam pembangunan ekonomi yang 
berkelanjutan. Kebijakan publik inklusif bertujuan untuk 
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menciptakan akses dan peluang yang sama bagi semua orang 
dalam masyarakat, termasuk golongan marginalisasi dan 
minoritas. 

4. Kebijakan Pola Hidup Sehat: Inovasi kebijakan dalam bidang 
kesehatan dapat membantu meningkatkan kesehatan 
masyarakat dengan cara mendorong pola hidup sehat dan aktif, 
mempromosikan adopsi gaya hidup sehat, termasuk diet 
seimbang, olah raga rutin dan tidur yang cukup. 

Dalam menyusun kebijakan yang inovatif, pemerintah, 
lembaga swasta dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam 
membangun solusi dan menentukan tindakan yang efektif dalam 
menjawab tantangan yang dihadapi. 
 

A.4 Peran aktif dari masyarakat 
Kebijakan publik tidak lagi hanya melibatkan pemerintah 

sebagai pengambil keputusan, melainkan masyarakat dan lembaga 
publik dapat berpartisipasi aktif  dalam proses pengambilan 
keputusan. Partisipasi ini memberikan kepastian bagi pemerintah 
dan masyarakat dalam merancang kebijakan publik yang melibatkan 
kepentingan semua pihak (Hogue, 1993). Peran aktif  masyarakat 
dalam pendekatan analisis kebijakan publik sangat penting untuk 
mencapai kebijakan yang efektif  dan berkelanjutan. Berikut adalah 
beberapa peran aktif  masyarakat dalam pendekatan analisis 
kebijakan publik: 
1. Membantu dalam proses pengumpulan data dan informasi yang 

diperlukan untuk analisis kebijakan publik. 
2. Memberikan umpan balik tentang kebijakan yang telah 

diterapkan untuk membantu memperbaiki kebijakan tersebut di 
masa mendatang. 

3. Memberikan masukan dan saran tentang kebijakan yang perlu 
ditetapkan untuk menangani masalah tertentu. 

5. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik yang telah 
diterapkan untuk melihat apakah kebijakan tersebut telah 
mencapai tujuannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 
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6. Memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam implementasi 
kebijakan publik yang telah ditetapkan. 

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif  dalam 
pendekatan analisis kebijakan publik, maka kebijakan publik yang 
dihasilkan akan lebih akurat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 
dan lebih mudah diterapkan. Hal ini akan membantu menciptakan 
kebijakan publik yang efektif  dan berkelanjutan untuk 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

 
     A.5. Fokus pada konsultasi dan stakeholder 

Langkah awal kebijakan publik adalah mengidentifikasi 
masalah yang harus diselesaikan. Kemudian, para pemangku 
kepentingan harus dilibatkan oleh kebijakan publik demi 
meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut (Brugha 
& Varvasovszky, 2000). Dalam keseluruhan, perkembangan dalam 
analisis kebijakan publik semakin melibatkan masyarakat dan 
mendukung pembangunan suatu tatanan yang lebih baik bagi semua 
pihak. Terus beradaptasi pada perubahan dan menciptakan inovasi 
kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, merupakan kunci 
dari keberhasilan dalam analisis kebijakan publik. Dalam pendekatan 
kebijakan publik, konsultasi dan melibatkan stakeholder sangat 
penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif, partisipatif, 
dan efektif. Konsultasi merupakan proses mendapatkan pendapat 
dan masukan dari berbagai kelompok stakeholder yang terkait 
dengan kebijakan yang akan dibentuk atau diubah. 

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
fokus pada konsultasi dan stakeholder: 
a. Identifikasi stakeholder yang relevan: Stakeholder adalah pihak 

yang terkena dampak dan memiliki kepentingan terhadap 
kebijakan publik yang dibuat. Sebelum melakukan konsultasi, 
penting untuk mengidentifikasi stakeholder yang relevan dan 
terlibat dalam kebijakan tersebut. 

b. Melibatkan stakeholder sejak awal: Sejak awal proses 
pembuatan kebijakan, stakeholder harus dilibatkan untuk 
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memberikan masukan dan saran agar kebijakan lebih responsif 
terhadap kepentingan dan kebutuhan stakeholder. 

c. Penuhi kebutuhan stakeholder: Dalam melakukan konsultasi, 
perlu memperhatikan kebutuhan stakeholder dan memberikan 
informasi yang cukup untuk memungkinkan mereka 
memberikan masukan secara terinformasi. 

d. Berikan kepastian: Setelah konsultasi selesai, penting untuk 
memberikan kepastian kepada stakeholder mengenai tindak 
lanjut yang akan diambil atas masukan dan saran yang 
diberikan. 

Melibatkan stakeholder dalam pendekatan kebijakan publik 
akan membantu mendapatkan banyak sudut pandang yang beragam 
dan menghasilkan kebijakan yang lebih memperhatikan kepentingan 
dan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi resistensi 
terhadap implementasi kebijakan dan meningkatkan dukungan dan 
partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut. 

B. Pentingnya Pendekatan Analisis Kebijakan Publik 

Pendekatan dalam analisis kebijakan publik sangat penting 
karena dapat membantu dalam beberapa hal sebagai berikut: 

 
            B.1. Memahami masalah dengan lebih baik 

Pendekatan memungkinkan para pengambil kebijakan 
untuk memahami masalah dengan lebih baik, termasuk penyebab 
dan karakteristik masalah yang dihadapi. Hal ini membantu mereka 
dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan akurat. 
Pendekatan dalam analisis kebijakan publik dapat membantu para 
pengambil kebijakan memahami masalah yang dihadapi dengan 
lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, Pendekatan 

dalam analisis kebijakan publik dapat membantu para 
pengambil kebijakan untuk mengumpulkan data dan informasi 
yang diperlukan untuk memahami masalah yang dihadapi. Data 
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dan informasi dapat diperoleh melalui metode survei, observasi, 
interview, atau studi literatur. 

2. Analisis menyeluruh terhadap data dan informasi yang 
diperoleh, Setelah berhasil mengumpulkan data dan informasi 
yang diperlukan, maka pengambil kebijakan harus juga 
melakukan analisis menyeluruh terhadap data tersebut. Analisis 
dapat meliputi identifikasi penyebab masalah, karakteristik 
masalah, dan dampak dari masalah tersebut. 

3. Melibatkan stakeholders terkait, Pendekatan dalam analisis 
kebijakan publik juga harus mempertimbangkan pendapat dan 
pandangan dari berbagai pihak yang terkait dengan masalah 
tersebut. Dalam hal ini, para pengambil kebijakan dapat 
melakukan proses konsultasi dengan stakeholders terkait, 
seperti masyarakat umum, kelompok minoritas, dan perwakilan 
pemerintah atau swasta. 

Dengan cara-cara tersebut, pengambil kebijakan dapat 
memahami masalah yang dihadapi dengan lebih baik dan 
merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah 
tersebut. 

 
            B.2. Memperhitungkan kepentingan berbagai pihak 

Pendekatan yang diterapkan dalam analisis kebijakan publik 
juga harus memperhitungkan kepentingan berbagai pihak yang 
terkait dengan kebijakan tersebut. Ini meliputi kepentingan 
pemerintah, swasta, masyarakat umum, kelompok minoritas, dan 
lain sebagainya. Dalam melakukan analisis kebijakan publik, 
ketidakadilan dan ketimpangan dapat diperhatikan dan dihindari. 
Pendekatan dalam analisis kebijakan publik juga harus 
memperhitungkan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan 
kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa 
kebijakan publik dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
bagi masyarakat, serta meminimalkan potensi dampak negatif  pada 
pihak-pihak yang terkena imbas. Beberapa cara yang dapat 
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dilakukan untuk memperhitungkan kepentingan berbagai pihak 
antara lain: 
1. Memetakan stakeholders terkait; Pengambil kebijakan harus 

memetakan stakeholders terkait dengan masalah yang dihadapi. 
Hal ini dilakukan untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang 
terdampak dan apa saja kepentingan mereka terhadap masalah 
tersebut. 

2. Menentukan kriteria prioritas kebijakan; Setelah mengetahui 
kepentingan masing-masing pihak, selanjutnya pengambil 
kebijakan harus menetapkan kriteria prioritas dalam 
menentukan kebijakan. Kriteria prioritas ini dapat berupa 
urgensi, dampak, hubungan timbal balik, dan lain sebagainya. 

3. Membuat proses konsultasi dengan stakeholders terkait; 
Pengambil kebijakan harus memperhatikan pandangan para 
stakeholders terkait dengan kebijakan yang akan diambil. 
Pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa pilihan, 
dapat dilakukan dengan cara konsultasi langsung dengan 
stakeholders terkait. Dalam proses konsultasi, para pengambil 
kebijakan dapat meminta masukan, saran, atau pandangan 
tentang kebijakan. 

Dengan memperhitungkan kepentingan berbagai pihak, 
pengambil kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan 
berkelanjutan. Hal ini dapat membantu memperkuat tata kelola 
pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 
B.3. Memastikan kebijakan yang efektif dan efisien 

Dalam perumusan kebijakan, pendekatan yang tepat juga 
harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam 
melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan publik yang efektif  dan 
efisien dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan 
memperkuat tata kelola pemerintahan. Dalam memastikan 
kebijakan yang efektif  dan efisien, ada beberapa hal yang perlu 
dilakukan, antara lain: 
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1. Melakukan analisis kebutuhan: Sebelum membuat kebijakan, 
perlu dilakukan analisis untuk mengetahui apa yang dibutuhkan 
dan mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. 

2. Membuat tujuan yang jelas: Setelah mengetahui masalah, perlu 
ditetapkan tujuan yang jelas dan terukur yang diharapkan dapat 
dicapai melalui kebijakan tersebut. 

3. Melibatkan pemangku kepentingan: Pemangku kepentingan 
seperti masyarakat, pakar, maupun pihak-pihak terkait lainnya 
perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga 
kebijakan yang dibuat dapat lebih terarah sesuai dengan 
kebutuhan dan kepentingan mereka. 

4. Menentukan indikator keberhasilan: Dalam mengevaluasi 
keefektifan dan efisiensi kebijakan, perlu ditentukan indikator 
keberhasilan yang dapat diukur dan dinilai sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan. 

5. Mengukur keberhasilan: Dilakukan evaluasi secara terus-
menerus untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kebijakan 
yang telah dibuat. Dari hasil evaluasi, dapat dilakukan perbaikan 
atau penyempurnaan kebijakan yang lebih responsif terhadap 
kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

 
B.4. Memperhatikan keberlanjutan kebijakan 

Pengambilan kebijakan harus juga memperhatikan aspek 
keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Hal ini akan 
memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya memberikan 
manfaat jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka 
panjang. Memperhatikan keberlanjutan kebijakan adalah penting 
untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat dapat terus 
berjalan dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan 
keberlanjutan kebijakan antara lain: 
1. Membuat kebijakan yang fleksibel: Kebijakan yang fleksibel 

dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan 
kebutuhan masyarakat. 
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2. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala: Evaluasi 
kebijakan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi 
masalah yang muncul dan memberikan kesempatan untuk 
melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan. 

3. Melibatkan pemangku kepentingan: Melibatkan pemangku 
kepentingan dalam pembuatan kebijakan atau perbaikan 
kebijakan dapat memberikan masukan yang berharga dan 
meningkatkan penerimaan dan kepatuhan terhadap kebijakan. 

4. Menyediakan sumber daya yang cukup: Kebijakan yang baik 
membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai seperti 
anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur agar dapat 
berjalan dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang. 

5. Mempertimbangkan dampak kebijakan: Kebijakan harus 
dipertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang untuk 
memastikan bahwa kebijakan tidak mengorbankan kepentingan 
dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. 

 
B.5. Mengurangi risiko konflik 

Dalam melakukan analisis kebijakan publik, pendekatan 
yang tepat juga harus mempertimbangkan risiko timbulnya konflik. 
Hal ini dilakukan dengan memastikan tidak ada pihak yang 
dirugikan dengan kebijakan yang diambil. Dengan demikian, 
kebijakan publik dapat dijadikan sebagai alat untuk mereduksi 
perbedaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Mengurangi risiko konflik dalam kebijakan dapat dilakukan dengan 
beberapa tindakan seperti: 
1. Membuat kebijakan yang inklusif: Kebijakan yang inklusif akan 

mengakomodasi kepentingan semua pemangku kepentingan 
dan menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan 
sebagian kecil dari kelompok tertentu. 

2. Melakukan konsultasi dan dialog terbuka: Konsultasi dan dialog 
terbuka dengan semua pihak yang terkait dapat memberikan 
masukan dan ide untuk meminimalkan risiko konflik. 
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3. Menggunakan data dan informasi yang akurat: Penggunaan data 
dan informasi yang akurat dapat membantu pembuatan 
kebijakan yang tepat dan efektif sehingga dapat mengurangi 
risiko konflik. 

4. Menyediakan akses informasi secara terbuka: Memberikan akses 
informasi dan transparansi mengenai kebijakan dapat 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan 
menghindari persepsi bahwa kebijakan dibuat di balik pintu 
tertutup. 

5. Menyelesaikan masalah secara damai: Jika konflik terjadi, 
upayakan untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui 
mediasi dan dialog. Hal ini dapat menghindari eskalasi konflik 
yang lebih besar dan membantu menciptakan lingkungan yang 
lebih damai dan stabil. 

C. Pendekatan Ilmiah Analisis Kebijakan Publik 

C.1. Pendekatan Empiris 
Pendekatan empiris adalah salah satu pendekatan dalam 

penelitian yang mengedepankan data empiris sebagai dasar untuk 
mendapatkan pengetahuan dan bukti dalam pengambilan 
keputusan. Berikut adalah pengertian pendekatan empiris menurut 
para ahli: 
1. Max Weber; Menurut Max Weber, pendekatan empiris adalah 

pendekatan yang mengutamakan data observasi dan eksperimen 
sebagai dasar untuk membuat generalisasi dan memberikan 
penjelasan atas peristiwa yang terjadi pada sebuah masyarakat 
(Weber, 1974). 

2. John Stuart Mill; John Stuart Mill menyebutkan bahwa 
pendekatan empiris merupakan cara untuk memperoleh 
pengetahuan melalui pengalaman dan observasi. Dalam 
pendekatan ini, generalisasi dibentuk berdasarkan fakta dan 
bukti yang didapat dari pengalaman dan observasi (Mill, 2008). 

3. Roberts Kaplan; Kaplan mengemukakan bahwa pendekatan 
empiris berfokus pada observasi dan pengalaman sebagai dasar 
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untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat. Metode 
observasi dan eksperimen digunakan untuk mengumpulkan 
data empiris yang kemudian dapat dipakai untuk membuat 
penjelasan yang rasional (Kaplan, 1986). 

4. Emile Durkheim; Emile Durkheim menyebutkan bahwa 
pendekatan empiris adalah pendekatan yang menggunakan data 
empiris untuk membuat generalisasi dan mengambil kesimpulan 
dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam 
pendekatan ini, generalisasi dibentuk berdasarkan data empiris 
yang dikumpulkan melalui metode observasi dan eksperimen 
(Darkheim, 2013). 

Secara umum, para ahli sepakat bahwa pendekatan empiris 
mengacu pada penggunaan data empiris sebagai dasar dalam 
penelitian. Metode observasi dan eksperimen digunakan untuk 
mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis untuk mencapai 
generalisasi dan kesimpulan. Pendekatan ini muncul sebagai 
alternatif  untuk pendekatan teoritis yang bertumpu pada asumsi 
dan premis yang belum tentu diuji secara empiris. Pendekatan 
empiris dalam analisis kebijakan publik adalah pendekatan yang 
menggunakan data empiris untuk menganalisis dan mengevaluasi 
kebijakan publik. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data, 
analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk menentukan 
keefektifan dan efisiensi kebijakan publik yang sedang 
diimplementasikan atau diusulkan. Pendekatan empiris dalam 
analisis kebijakan publik biasanya melibatkan empat langkah 
penting: 
1. Pengumpulan data empiris: Langkah pertama dalam 

pendekatan empiris adalah pengumpulan data empiris. Data ini 
dapat diperoleh melalui survei, wawancara, atau pengamatan. 

2. Analisis data: Setelah data empiris terkumpul, langkah kedua 
adalah analisis data. Dalam menjalankan analisis data, dilakukan 
pengolahan data dengan teknik-teknik statistik yang tepat. 
Melalui analisis ini akan dapat dihasilkan informasi yang akurat 
dan detail terkait dengan kebijakan publik yang dipelajari. 
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3. Interpretasi hasil analisis: Selanjutnya, hasil dari analisis data 
akan diinterpretasikan. Interpretasi dilakukan agar data tersebut 
dapat disederhanakan dan diterjemahkan dalam bentuk yang 
dapat dipahami oleh para pengambil keputusan. 

4. Penentuan kebijakan: Langkah terakhir dalam pendekatan 
empiris adalah penentuan kebijakan publik. Hasil dari analisis 
data dan interpretasi akan digunakan sebagai dasar dalam 
mengambil kebijakan yang paling sesuai untuk mengatasi 
permasalahan dan opsi kebijakan lainnya. 

Pendekatan empiris dalam analisis kebijakan publik telah terbukti 
efektif dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan 
efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan data 
empiris dalam analisis kebijakan publik telah meningkat secara 
signifikan, karena telah ditemukan bahwa pendekatan ini sangat 
membantu dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih 
baik dan lebih efektif. 

 Salah satu contoh pendekatan empiris dalam analisis 
kebijakan publik di Indonesia adalah studi kasus penelitian yang 
dilakukan oleh Alamsyah dan Raharjo (2019) mengenai dampak 
kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap akses dan 
kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif  dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, focus group 
discussion, dan studi dokumentasi. Responden yang diwawancara 
dalam penelitian ini adalah pihak terkait dalam pelaksanaan 
program JKN di Indonesia seperti BPJS Kesehatan, fasilitas 
kesehatan publik dan swasta, serta masyarakat yang menjadi peserta 
JKN . 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan JKN 
memberikan dampak positif  terhadap akses dan kualitas pelayanan 
kesehatan di Indonesia. Peningkatan akses terlihat dari peningkatan 
jumlah peserta JKN serta peningkatan penggunaan fasilitas 
kesehatan yang terdaftar dalam JKN. Sementara itu, peningkatan 
kualitas pelayanan kesehatan terlihat dari peningkatan ketersediaan 
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obat dan peralatan medis, serta peningkatan kualitas pelayanan dari 
tenaga kesehatan. Penelitian ini memberikan bukti empiris 
mengenai dampak kebijakan JKN terhadap pelayanan kesehatan di 
Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan 
sebagai masukan bagi pemerintah dalam perbaikan kebijakan JKN 
serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai 
kebijakan publik di Indonesia. 

C.2. Pendekatan Valuatif 
Pendekatan valuatif  adalah salah satu pendekatan dalam 

penelitian yang memfokuskan pada nilai atau norma yang dianut 
oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Berikut adalah pandangan 
para ahli mengenai pendekatan valuatif: 
1. Robert Dahl; Menurut Robert Dahl, pendekatan valuatif 

bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan 
nilai dan prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam 
pendekatan ini, pengambilan keputusan didasarkan pada nilai 
dan kepentingan sosial yang mendasar (Dahl, 2017). 

2. Amy Gutmann; Amy Gutmann berpendapat bahwa pendekatan 
valuatif berfokus pada diskusi dan negosiasi antara berbagai 
nilai yang berbeda dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, 
pengambilan keputusan didasarkan pada konsensus dan 
kompromi atas berbagai nilai yang berbeda. 

3. John Rawls; John Rawls menyebutkan bahwa pendekatan 
valuatif bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan 
dalam kebijakan publik. Dalam pendekatan ini, setiap individu 
harus diperlakukan secara adil dan setara dalam kebijakan yang 
diambil (Rawls, 1991). 

4. Michael Walzer; Michael Walzer berpendapat bahwa 
pendekatan valuatif berfokus pada nilai-nilai kultural dan moral 
yang dianut oleh suatu kelompok dalam masyarakat. Dalam 
pendekatan ini, kebijakan publik harus memperhatikan nilai dan 
norma yang berlaku dalam kelompok tertentu (Walzer, 1970). 

Secara umum, para ahli sepakat bahwa pendekatan valuatif  
memfokuskan pada nilai dan norma yang dianggap penting oleh 
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masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, 
pengambilan keputusan harus mempertimbangkan nilai dan norma 
yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai keadilan dan 
kesetaraan sosial. Pendekatan valuatif  dalam analisis kebijakan 
publik merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai 
kebijakan publik berdasarkan pada nilai-nilai dan kriteria-kriteria 
tertentu. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan 
pendekatan kuantitatif  dan kualitatif  untuk menilai efektivitas, 
efisiensi, kesetaraan, dan keadilan dari kebijakan publik tersebut. 
Proses valuasi awal ditujukan untuk mengidentifikasi nilai atau 
kriteria yang paling penting dalam pengambilan keputusan. Kriteria 
yang diperikan meliputi aspek seperti biaya, manfaat, dampak 
lingkungan, dampak sosial, dan efeksisi dari kebijakan publik. 
Kemudian, nilai atau bobot diberikan pada setiap kriteria tersebut 
agar dapat dibandingkan secara lebih objektif  dalam pengambilan 
keputusan.  

Dalam pendekatan valuatif, sering digunakan beberapa 
metode penilaian seperti cost-benefit analysis (CBA), cost-
effectiveness analysis (CEA), dan multi-criteria analysis (MCA).  
CBA digunakan untuk menilai keuntungan dan biaya dari kebijakan 
publik dari sudut pandang ekonomi. CEA digunakan untuk 
membandingkan kebijakan yang berbeda dalam hal biaya dan 
tingkat keberhasilannya mencapai tujuan tertentu. Sedangkan MCA 
digunakan untuk membandingkan kebijakan dari sudut pandang 
multi-kriteria, dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti 
efektivitas, efisiensi, dampak sosial, dan lingkungan. Pendekatan 
valuatif  tidak sepenuhnya menyederhanakan kebijakan publik 
menjadi angka dan statistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-
nilai dan pandangan stakeholder yang berbeda. 

Hal ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk 
mempertimbangkan berbagai perspektif  dan menilai kebijakan 
publik berdasarkan pada nilai-nilai masyarakat yang berbeda dan 
beragam. Secara keseluruhan, pendekatan valuatif  merupakan 
pendekatan yang penting dalam menganalisis kebijakan publik. 
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Pendekatan ini digunakan oleh para pengambil keputusan untuk 
mengevaluasi kebijakan publik dan menentukan apakah kebijakan 
publik tersebut efektif, efisien, adil, dan sesuai dengan kebutuhan 
dan nilai-nilai masyarakat. Salah satu contoh pendekatan valuatif  
dalam analisis kebijakan publik di Indonesia adalah studi kasus 
penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti dan Wulandari (2019) 
mengenai evaluasi kebijakan program pemberian bantuan sosial 
untuk masyarakat miskin di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif  dengan teknik pengumpulan 
data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. 
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan valuatif  yang fokus 
pada nilai-nilai yang diterapkan dalam kebijakan, seperti keadilan, 
efektivitas, dan efisiensi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program 
pemberian bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Provinsi Jawa 
Barat belum sepenuhnya efektif  dan efisien. Meskipun program 
tersebut telah memperlihatkan hasil yang baik dalam hal pemberian 
bantuan sosial, program ini belum menyelesaikan akar 
permasalahan kemiskinan di Jawa Barat. Selain itu, program ini juga 
belum sepenuhnya adil karena beberapa masyarakat miskin tidak 
dapat menerima bantuan sosial terlepas dari kondisi kemiskinan 
mereka. Penelitian ini memberikan tambahan pandangan mengenai 
evaluasi kebijakan publik dengan pendekatan valuatif  di Indonesia. 
Dengan mudahnya program kebijakan sosial, seperti bantuan sosial, 
dapat dimanipulasi dan diselewengkan, maka penggunaan 
pendekatan valuatif  ini dapat membantu dalam membentuk 
kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan adil. Penelitian ini dapat 
dijadikan acuan bagi evaluasi kebijakan publik selanjutnya di 
Indonesia dengan pendekatan valuatif  yang serupa. 

 
C.3. Pendekatan Normatif 

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan dalam 
penelitian yang menggunakan landasan teori dan norma yang 
dianggap benar dan ideal untuk menilai suatu fenomena. Berikut 
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adalah pandangan para ahli mengenai pendekatan normatif: 
1. John Rawls; John Rawls menekankan pentingnya pendekatan 

normatif dalam membangun masyarakat yang adil dan 
demokratis. Dalam pendekatan ini, norma-norma keadilan dan 
kesetaraan dimasukkan sebagai dasar untuk mengembangkan 
teori politik (Rawls, 1991). 

2. Immanuel Kant; Menurut Immanuel Kant, pendekatan 
normatif memiliki dasar dalam kewajiban moral dan etika. 
Dalam pendekatan ini, teori etika digunakan sebagai dasar 
untuk menilai tindakan manusia secara moral (Kant, 1953). 

3. Ingrid Robeyns; Robeyns berpendapat bahwa pendekatan 
normatif harus mengacu pada tujuan akhir manusia, yaitu 
mencapai kebahagiaan atau kebaikan. Dalam pendekatan ini, 
norma-norma kebaikan digunakan untuk menilai suatu tindakan 
atau kebijakan (Robeyns, 2021). 

4. Steve Bukler; Buckler menyebutkan bahwa pendekatan 
normatif adalah penting dalam konteks politik sebagai dasar 
untuk menentukan tujuan dan prinsip yang dianggap ideal dan 
benar dalam pengambilan keputusan (Buckler, 2007). 

Secara umum, para ahli sepakat bahwa pendekatan normatif 
adalah pendekatan yang menggunakan norma-norma yang dianggap 
benar dan ideal sebagai dasar untuk menilai suatu fenomena. Dalam 
pendekatan ini, teori moral, teori politik, dan norma kebaikan dapat 
digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai-nilai yang 
dianggap diinginkan dan penting dalam pengambilan keputusan. 

Pendekatan Normatif dalam Analisis Kebijakan Publik 
mengacu pada proses kajian kebijakan publik dengan mengacu pada 
pandangan normatif atau nilai-nilai ideal yang harus dicapai oleh 
kebijakan publik yang dihasilkan. Pendekatan ini lebih 
mengutamakan aspek keadilan, moralitas, etika dan prinsip dasar 
lainnya dalam membuat kebijakan publik. Berikut adalah beberapa 
hal penting yang perlu diperhatikan dalam pendekatan normatif 
dalam analisis kebijakan publik: 
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a. Memahami nilai-nilai dasar: Kebijakan publik yang dihasilkan 
harus mencerminkan nilai-nilai dasar yang telah diterima oleh 
masyarakat dan negara. Hal ini melibatkan pengamatan nilai 
dasar dalam masyarakat dan melibatkan sejumlah ahli dalam 
bidang kebijakan publik untuk menghadirkan pandangan secara 
holistik. 

b. Menentukan standar etika dan moralitas: Pendekatan normatif 
memerlukan pengikut perspektif nilai-nilai moral dan etika 
tertentu yang akan membuat kebijakan publik yang 
mencerminkan visi ideal dan moralitas Menyusun standar etika 
dan moralitas menjadi bagian penting dari pendekatan normatif 
dalam analisis kebijakan publik. 

c. Pengamatan situasi terkait: Sebelum dapat menghasilkan 
kebijakan publik yang baik, penting untuk mempelajari situasi 
terkait secara umum. Pengamatan situasi terkait dilakukan 
untuk memastikan kebijakan publik yang dihasilkan 
mencerminkan, menindaklanjuti, dan sejalan dengan situasi 
sosial, kultural dan ekonomi di masyarakat. 

d. Melibatkan masyarakat: Partisipasi masyarakat dirasa sangat 
penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang ideal. 
Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan akan 
membantu dalam menentukan nilai-nilai dasar dan 
mempertimbangkan situasi yang benar-benar mengacu pada 
perkembangan masyarakat sendiri. 

Dalam membuat kebijakan publik harus meninjau hasil 
analisis secara holistik, melibatkan banyak pihak dan silahturahmi, 
dan memperkuat nilai-nilai genprak yang melekat pada masyarakat 
luas. Melalui pendekatan normatif  dalam analisis kebijakan publik, 
dapat mencapai tujuan dasar kebijakan publik dengan tetap 
memperhatikan norma moral dan etika yang berlaku di masyarakat. 

Salah satu contoh pendekatan normatif  dalam analisis 
kebijakan publik di Indonesia adalah studi kasus penelitian yang 
dilakukan oleh Wibowo dan Nurdin (2019) mengenai analisis 
kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang. Penelitian ini 
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menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif  dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan 
studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan normatif, yang bertujuan untuk menilai 
kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang berdasarkan norma 
atau nilai yang dianggap ideal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang belum 
sepenuhnya sesuai dengan nilai atau norma yang dianggap ideal. 
Masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pengawasan 
dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah, sedangkan fasilitas 
pengelolaan limbah masih kurang. Oleh karena itu, perlu ada upaya 
dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan pengelolaan 
sampah dengan mencakup aspek normatif  seperti keadilan, 
kebebasan, dan keseimbangan lingkungan. 

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam 
pengembangan analisis kebijakan publik di Indonesia dengan 
pendekatan normatif. Dalam banyak kasus di Indonesia, kebijakan 
publik seringkali tidak memperhatikan aspek normatif  yang 
penting, seperti keadilan, kebebasan, dan keseimbangan lingkungan. 
Oleh karena itu, penggunaan pendekatan normatif  dalam analisis 
kebijakan publik dapat membantu dalam menilai kebijakan yang 
dianggap ideal dan dapat memberikan masukan untuk perbaikan 
atau pengembangan kebijakan publik di masa depan. 

 
C.4. Pendekatan Institusional 

Pendekatan institusional adalah suatu pendekatan dalam 
penelitian yang menekankan pentingnya melihat institusi dan 
lembaga yang terlibat dalam kebijakan publik. Berikut adalah 
pandangan beberapa ahli tentang pendekatan institusional: 
1. Charles Lindblom; Lindblom menjelaskan pendekatan 

institusional membantu untuk memahami bagaimana lembaga 
dan institusi yang masih berdiri dari sebelumnya mungkin 
mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik saat ini 
(Lindblom, 1980). 
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2. Robert Putnam; Robert Putnam merumuskan pendekatan 
institusional dalam perspektif sosial. Menurutnya, lembaga dan 
organisasi sosial berperan penting dalam membentuk dan 
memengaruhi budaya politik, nilai, kepemimpinan, dan 
ketegasan dalam melaksanakan kebijakan publik (Putnam, 
2017). 

3. Douglas North; Douglas North berfokus pada pentingnya 
lembaga sebagai sumber daya yang memengaruhi kebijakan 
publik dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, institusi dapat 
meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan inovasi melalui 
pengorganisasian koordinasi dan komunikasi antara stakeholder 
(North, 2016). 

Secara umum, para ahli sepakat bahwa pendekatan 
institusional mempertimbangkan peran dari lembaga dan institusi 
dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Pendekatan ini 
mengakui bahwa keputusan dan implementasi kebijakan dapat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor institusional seperti struktur dan 
peranan lembaga, norma dan nilai, serta tingkat interaksi antara 
lembaga dan stakeholder. 

Salah satu contoh studi kasus mengenai penerapan 
pendekatan institusional dalam analisis kebijakan publik di 
Indonesia adalah dalam konteks pengelolaan hutan dan lingkungan 
hidup. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah menerapkan 
berbagai kebijakan dan program untuk melindungi hutan dan 
lingkungan hidup, seperti moratorium penebangan hutan, program 
restorasi gambut, dan kampanye pro-hijau. Namun, terdapat 
berbagai tantangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan 
tersebut. Salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan 
kebijakan tersebut adalah kompleksitas lembaga yang terlibat dalam 
pengelolaan dan perlindungan hutan dan lingkungan hidup. 
Lembaga yang terkait dalam hal ini, antara lain Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut, 
Bappenas, dan lembaga-lembaga masyarakat. 

Dalam hal ini, pendekatan institusional dapat membantu 
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untuk memahami peran dan interaksi dari institusi-institusi tersebut 
dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan 
pelaksanaannya. Pendekatan institusional dapat membantu untuk 
menganalisis bagaimana lembaga-lembaga tersebut berinteraksi, 
beradaptasi, dan melaksanakan fungsinya dalam sistem kebijakan 
hutan dan lingkungan hidup. Melalui pendekatan institusional, 
analisis kebijakan publik dapat mengamati, memetakan dan menilai 
struktur institusional, norma-nilai atau budaya lembaga, hirarki 
kekuasaan, serta strategi dan taktik lembaga dalam mengambil 
kebijakan publik. Hal ini membantu dalam memahami kompleksitas 
lembaga untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di 
Indonesia. 

D. Tantangan Pendekatan Analisis Kebijakan di Masa 

Depan 

Dalam pengambilan kebijakan, prinsip keadilan, kesetaraan, 
dan penggunaan data dan informasi yang akurat sangat penting 
untuk dipegang teguh. Selain itu, analisis dampak dan risiko 
kebijakan publik juga harus diperhatikan untuk mengantisipasi 
adanya dampak negatif  yang dapat terjadi. Dengan memperhatikan 
hal-hal tersebut, diharapkan kebijakan publik yang diambil dapat 
memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat. Meskipun 
pendekatan analisis kebijakan publik memiliki banyak manfaat 
dalam pengambilan keputusan kebijakan, namun ada beberapa 
tantangan yang harus dihadapi: 
1. Terbatasnya akses pada data dan informasi yang akurat, faktual, 

dan terkini menjadi kendala dalam melakukan analisis kebijakan 
publik. 

2. Keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak merata sehingga 
dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pengambilan 
keputusan. 
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3. Terdapat perbedaan pandangan dan preferensi dari pemangku 
kepentingan yang menyulitkan proses pengambilan keputusan 
yang konsisten. 

4. Pemahaman yang terbatas di kalangan masyarakat tentang 
pentingnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di 
level kebijakan publik. 

5. Dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, seringkali 
terjadi adanya tekanan politik dari kelompok atau individu 
tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. 

6. Adanya konflik kepentingan dan interaksi antara sektor dan 
level kebijakan yang berbeda, seperti antara pemerintah pusat 
dan daerah. 

7. Terjadi kesulitan dalam pengambilan keputusan ketika 
kebijakan publik melibatkan masalah yang kompleks dan multi-
level. Hal ini membutuhkan keterampilan dan kemampuan 
analisis yang kompleks dan terintegrasi. 

Dari pendekatan analisis kebijakan publik, dapat 
disimpulkan bahwa pengambilan kebijakan publik yang baik dan 
efektif  harus didasarkan pada penyelidikan yang komprehensif  dan 
terperinci tentang situasi dan masalah yang dihadapi, serta 
melibatkan keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan 
utama. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus terus 
berupaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar proses 
pengambilan kebijakan publik lebih efektif  dan memberikan 
manfaat yang optimal untuk masyarakat. 
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